
BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. 

b. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

BUPATI WAKATOBI, 

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
mengamanatkan untuk menyusun kebijakan dan 
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar 
pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna sesuai dengan ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun Anggaran 2024; 

PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Gnlawesi Tenogara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

13.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 1 2 ;  

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
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Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 799); 

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

21.  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Supati Wakatobi. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan 
milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah 
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8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

9. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 
Daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

1 1 .  Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan daerah Kabupaten Wakatobi. 

12.  Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
Pengguna Anggaran. 

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

14. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari 
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
Bupati. 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang 
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

18. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian tugas BUD. 

20. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

21. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

22 . Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
- - - - o  v o e  ,1] Level 
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23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

25. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

27. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

29. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

30. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan 
barang milik daerah pada unit kerja SKPD. 

3 1 .  Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat 
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan 
medis habis pakai pada unit kerja SKPD. 

32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu 
atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

33. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

34. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
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36. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 

38. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun. 

39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 
sebelum disepakati dengan DPRD. 

40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

41 .  Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 

42. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai 
dengan misi SKPD. 

45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

46. Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

4 7. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
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48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

49. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

50. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
51 .  Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
52. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
53. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
54. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 

55. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

56. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun­ 
tahun anggaran berikutnya. 

57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

58. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 

59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/ a tau hak pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

6 1 .  Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

62. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

63. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua 
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64. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh 
bank dan memiliki imbal jasa berupa bunga deposito yang 
biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. 

65. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat 
berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin 
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia 
sesuai masa berlakunya. 

66. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat SB! adalah 
surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai 
pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 
3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. 

67. Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non 
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 

68. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

69. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum 
daerah. 

70. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir yang digunakan 
untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber 
dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok, dan 
jenis pendapatan yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, 
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis 
belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diisi dalam DPA 
Pembiayaan. 

71. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun 
anggaran direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan. 

72. Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang digunakan 
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah belanja menurut kelompok 
dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan 
SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

73. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam 
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah belanja 
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian 
objek dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD. 

74. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan 
oooloron nemhiavaan menrut kelompok. ienis, obiek, rincian 
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objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

75. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

76. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

77. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

78. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

79. Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP 
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang 
dilakukan oleh BUD. 

80. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat 
pengisian kembali (revolving} yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

81. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

82. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung 
dan uang persediaan. 

83. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Barang 
dan Jasa, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk pengadaan 
barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu 
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

84. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji 
dan tunjangan, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk 

+hooron «u i i  dan tnianoan a a l a h  dolumen vang diajukan 
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oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran 
pembantu untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu. 

85. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya 
disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas 
transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

86. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 

87. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

88. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

89. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

90. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

91. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya 
yang sah. 

92. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

93. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

94. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

95. Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja 
1 i_ Ii.. l ov e  ere troverwtac 



- 1 2 ­  

dan lumpsum dalam melaksanakan perjalanan dinas serta belanja 
kedinasan lainnya. 

96. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD / APBN yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 
terima hasil pekerjaan. 

97. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. 

98. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 

99. Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengurus 
Barang adalah pejabat dan/ a tau jabatan fungsional um um yang 
diserahi tugas mengurus barang. 

100. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang. 

101. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa 
pengguna barang. 

102. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada 
Institusi lain, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang 
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

103. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya 
disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa 
bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia 
mengganti kerugian negara. 

104. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya 
disingkat SPTJB adalah surat pernyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas segala 
pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang dipimpinnya. 

105. Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi dokumen kontrak 
pengadaaan barang/jasa termasuk biaya penunjang lainnya yang 
dapat distribusi sebagai nilai aset. 

106. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak. 

107. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, yang selanjutnya 
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang 
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dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi 
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

108. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi 
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

109. Kelompok Masyarakat adalah kelompok 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 
anggaran belanja dari APBN / APBD. 

1 10 .  Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pegawai 
Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam kerja secara 
berturut-turut minimal 1 jam sehari. 

1 1 1.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

1 12 .  Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan Pendapatan Daerah 
adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang 
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. 

1 1 3 .  Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan 
dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ke tempat yang 
dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

1 1 4 .  Surat Perintah Togas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat 
resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
diinstansi atau lembaga tertentu, dimana isinya menugaskan 
pegawai/staf dan/atau pihak lain untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan. 

1 1 5 .  Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh kepala SKPD dalam rangka 
pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 

1 1 6 .  Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja perangkat 
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah. 

1 1 7 .  Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan 
dinas. 

1 1 8 .  Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Wakatobi. 
1 1 9.  Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi. 
120 .  Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, 

pegawai ASN, Pegawai pemerintah daerah dengan status Non ASN 
dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas. 

121 .  Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
1 4 - - -  1 . 1 4 s o + l o  Natroavle celalioc 

masyarakat yang 
dengan dukungan 
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122. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu. 

123. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

124. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang 
selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui 
TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang 
merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai 
BUMD/BLUD. 

125. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah 
suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam 
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang 
merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan 
mengganti kerugian. 

126. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah 
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan 
tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh 
perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya 
sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak 
Jangsung, daerah menderita kerugian. 

127. Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat KKPD 
adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan 
pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah 
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank 
penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu 
yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban 
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang 
disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. 

128 .  Hari adalah hari kerja. 

BAB 11 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Keuangan daerah meliputi: 
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan daerah; 

d. pengeluaran daerah; 
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan/atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau 

a a « «  
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Pasal 3 

( 1 )  Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melalukan penerimaan dan pengeluaran 
daerah. 

BAB III 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 

(1)  Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  mempunyai kewenangan: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan 
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran; 

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
pajak daerah dan retribusi daerah; 

j . menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
1 .. .  
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k.  menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat 
kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara 
penenmaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, 
bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara 
khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) ,  Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 
yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah 
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang 
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(6) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. 

( 1) 

(2) 

(1)  

Pasal 5 

Bupati dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  berkedudukan 
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau 
pemegang saham pada perseroan daerah. 
Ketentuan mengenai kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a 
o r L i + a n  tenon eran da funosinva dal membantu Bupati 
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m e n y u s u n  kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda tentang 

APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya 

Keuangan Daerah sesuai dengan 
Perundang-undangan;dan 

f. memimpin TAPD. 

(3) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: 

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 
daerah; dan 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(5) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 
terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu 
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

di bidang Pengelolaan 
ketentuan Peraturan 

( 1) 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 7 

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (6) huruf b adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 
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b. menyusun rancangan Perda tentang APED, rancangan Perda 
tentang perubahan APED, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh Bupati. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APED; 

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APED; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 

1. menyajikan informasi keuangan daerah; 

j .  melakukan pencatatan dan pengesahan dalam ha! penerimaan 
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah; dan 

k. menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah. 

(3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi; 

b. menetapkan anggaran kas; 

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

d. membuka rekening kas umum daerah; 

e. membuka rekening penerimaan; 

f. membuka rekening pengeluaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan yang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

(4) Dalam ha! kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 

daerah. 

(5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 
investasi tersebut. 

merupakan 
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(6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

Pasal 8 
(1 )  PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mempunyai 

tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas 

beban APBD; 

1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 
pemerintah daerah; 

j .  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 

(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 
ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 
tertagih atas investasi; dan 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  bertanggung 
jawab kepada PPKD selaku BUD. 

(6) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah 
uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

(7) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan 
oleh Bupati. 
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Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

( 1) 

Pasal 9 
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c mempunyai 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 

j .  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

sebagaimana 
tugas: 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas 
lainnya, meliputi: 

a. menyusun anggaran kas SKPD; 

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 

c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); 

d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD 
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 
pengeluaran daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

(3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
lotonfan Dorafnran Perndano-undanean. 
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b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah 
{NPHD); 

c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial; 

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

e. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu 
bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran 
pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA 
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab 
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan DPA-SKPD. 

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 
sebagai akibat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

d. akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan 

e. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam ha! mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(9) 

(8) 
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( 1 1 )  Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan 
pengelolaan keuangan. 

Bagian Kelima 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 
memungut pajak daerah kepada KPA. 
Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
lotonfan neratnran nerundang-undangan. 

(9) 

(8) 

(7) 

Pasal 10 
( 1 )  PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA). 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan 
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Kepala SKPD. 

(6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi 

tanggungjawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. 
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(10) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1 1 )  Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 
mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus; 

b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 
yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 
jawab SKPD yang dipimpinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 
khusus yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk 
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah 
diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

Pasal 1 1  
(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD/unit SKPD selaku PPTK. 

( 12) 

(2) 

(3) 

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 

a  ,  e w e r 4e  
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kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. 

(4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PA/KPA. 

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 
dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/jasa. 

(6) Togas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a meliputi: 

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 
kegiatan; dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan 
kepada PA/KPA. 

(7) Togas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: 
a. menyiapkan Japoran kinerja pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang­ 
undangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

(8) Dalam ha! PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 
yang dilaksanakan oleh PPTK. 

(9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 
SKPD/unit SKPD. 

(10) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas 
dan fungsi. 

( 1 1 )  PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(12) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 1 )  merupakan pejabat satu tingkat di bawah 
kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial 
dan berintegritas. 
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(13)  Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 ) ,  PA/KPA dapat 
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya 
ditetapkan oleh Bupati. 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pasal 12 

(1)  Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 
Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 
wewenang BLUD. 

(3) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 
bendahara khusus, dan/atau PPTK. 

(4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 
Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keabsahan. 
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya yaitu: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
lainnya; 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan 

keuangan SKPD. 

(7) 

(6) 

(5) 
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Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 13 
(1 )  Dalam ha! PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1 ) ,  KPA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada unit SKPD. 

(2) Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; 

b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan 

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mempunyai 
tugas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan 
SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; 
dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu. 

(5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
Japoran pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 
dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 
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Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan 

Pasal 14 

(1 )  Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan 
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usu! PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 
diterimanya. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya 
paling sedikit yaitu: 

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD; 

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

Pasal 15  

(1 )  Dalam ha! PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 
Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada 
unit SKPD yang bersangkutan. 

(2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

(4) Togas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit meliputi: 

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam 
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, 
kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 
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e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

Pasal 16 

(1 )  Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu 
bertanggungjawab secara administratif dan fungsional. 

(2) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

(4) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(5) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada bendahara penerimaan. 

Pasal 17 
(1 )  Kepala SKPD atas usu! bendahara penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara 
penerimaan. 

(4) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut 
pembantu bendahara penerimaan. 

Bagian Kesepuluh 
Bendahara Pengeluaran 

Pasal 18 
(1)  Bupati atas usu! PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
dan SKPKD. 
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(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
memiliki tugas dan wewenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 
dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 
keten tuan Pera tu ran Perundang-undangan; 

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada BUD secara periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 
oleh Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 
dokumen fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD. 

Pasal 19 

(1 )  Dalam ha! PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati 
atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. 

(2) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  memiliki tugas dan wewenang: 

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 
dan SPP LS; 

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara 
pengeluaran; 

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 
ilolalanva' 
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e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

f. meniliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada bendahara pengeluaran secara periodik. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 
oleh Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 
dokumen fisik dari bank; 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan; dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal pada tahun berjalan. 

Pasal 20 

( 1 )  Dalam ha! terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati 
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

(2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  memiliki tugas dan wewenang setara dengan 
bendahara pengeluaran. 

Pasal 21 
(1 )  Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

(2) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

(3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(4) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 
- -. a w e  e e e v e 4 0 e r g ]  
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atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(6) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran. 

Pasal 22 
(1)  Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan belanja daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 23 

(1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, 
dan penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau 
penjualan jasa; 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
Jainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan 

d. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c berlaku juga terhadap bendahara penerimaan 
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara 
khusus. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 

Bagian Kesebelas 
TAPD 

Pasal 24 
(1)  Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat 

Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mempunyai tugas: 
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
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b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 
perubahan KUA; 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 
perubahan PPAS; 

d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 
rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan 
perubahan DPA SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 
penyusunan RKA; dan 

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 

BAB!V 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 25 

(1 )  Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan 
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah 
yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam ha! penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  sesuai Peraturan Perundang-undangan 
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya 
pengesahan BUD atas laporan dari PA. 

(3) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat 
dilakukan secara elektronik diantaranya memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. 

Pasal 26 

(1 )  PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan 
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan 
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan 
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(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab 
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang 
dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang 
bersangkutan. 

Pasal 27 

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari 
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) 

(2) 

(6) 

(4) 

Pasal 28 

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 
pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan 
Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat melalui pergeseran anggaran yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban 
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan 
dalam APBD. 

(7) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(3) 

( 1) 

Pasal 29 
(1)  Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungjawaban; 
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e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 

f. bendahara khusus; 

g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 
pembantu; dan 

h. pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilakukan sebelum dimulainya tahun 
anggaran berkenan. 

Pasal 30 

(1) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan 
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan 
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 3 1  

(1)  PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam 
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 
membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang 
sehat. 

(3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang 
bersangkutan. 

Pasal 32 

(1)  Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 

(2) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  bisa 
dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui deposito, surat utang 
negara, dan sertifikat Bank Indonesia. 

(3) Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui langkah­ 
langkah sebagai berikut: 
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a. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, 
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; 

b. sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan 
digunakan dalam waktu dekat ( idle cash); 

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 
jangka pendek kepada Bupati; 

d. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf 
c mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan 
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi; 

e. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan 
keputusan Bupati; 

f. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan 
(SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas 
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan 

g. investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum 
daerah paling lambat per 31  desember. 

Pasal 33 

( 1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. 

(2) 

(3) 

(1)  

(2) 

(3) 

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dokumen yang digunakan dalam proses penatausahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 

a. buku kas umum (BKU); 

b. register SP2D; dan 

c. register surat penolakan penerbitan SP2D. 

Pasal 34 

Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang sah, 
BUD mencatat pada buku kas umum pada sisi penerimaan pada 
kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 
BUD mengidentifikasijenis dan kode rekening pendapatan. 
BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas 

Umum. 
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Pasal 35 
( 1 )  Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran 

uang dari RKUD. 

(2) Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan 
oleh PA/KPA. 

(3) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BKU pada sisi 
kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

Pasal 36 
(1)  Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

(2) BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam 
pengelolaannya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 
BUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam 
bentuk: 

a. laporan posisi kas harian (LPKH); 

b. rekonsiliasi bank atas posisi kas harian. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari 
dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya 
kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

(6) Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD 
membuat buku kas umum BUD dan register SP2D yang telah 
diterbitkan. 

(7) Register SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara 
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan 
daerah yang terintegrasi. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Yang Tidak Melalui RKUD 

Pasal 37 

(1) Pencatatan dan pengesahan penerimaan yang tidak melalui RKUD 
yaitu: 

a. berdasarkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap, 
Bendahara yang berwenang menyusun laporan realisasi 
penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan 
menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA yang 
ditembuskan kepada Kepala SKPD; 

b. Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan surat permintaan 
pengesahan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD 
dilampiri laporan realisasi penerimaan kepada BUD; 

c. berdasarkan surat permintaan pengesahan penerimaan yang 
tidal dilakkan melalui RKUD dari Kepala SKPKD selaku PA, 
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BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer 
(SP2T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan/atau informasi yang diterima langsung oleh BUD dari 
pemerintah, BUD menerbitkan SP2T sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan 
penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pencatatan dan pengesahan pengeluaran yang tidak dilakukan 
melalui RKUD yaitu: 

a. Bendahara yang berwenang melaksanakan pengeluaran yang 
tidak dilakukan melalui RKUD dengan melakukan tahapan 
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, menguji 
kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 
dokumen pembayaran, dan menguji ketersediaan dana untuk 
pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD; 

b. dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak 
terpenuhi, Bendahara yang berwenang dapat menolak 
permintaan pengeluaran belanja dari PA/KPA dan PPTK; 

c. Bendahara yang berwenang mencatat setiap terjadi transaksi 
belanja pada Buku Kas Umum , Buku Pembantu Kas, Buku 
Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak; 

d. Bendahara yang berwenang menyusun Laporan Realisasi 
belanja berdasarkan buku kas umum dan/atau buku 
pembantu, informasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui 
RKUD, dan rekapitulasi realisasi belanja; 

e. Bendahara yang berwenang menyampaikan laporan realisasi 
belanja setiap bulan kepada Kepala SKPD/Pejabat lainnya 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk 
mendapat persetujuan dengan melampirkan antara lain nota 
permintaan pembayaran, dan bukti-bukti belanja yang lengkap 
dan sah; 

f. Laporan realisasi belanja serta lampirannya sebagaimana 
dimaksud pada huruf e serta Surat Pemyataan Tanggung 
Jawab Mutlak (SPTJM) pejabat penanggung jawab anggaran, 
disampaikan kepada PA melalui PPK SKPD untuk dilakukan 
verifikasi; 

g. PPK SKPD melakukan verifi.kasi terhadap rekapitulasi laporan 
realisasi pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD; 

h. Verifikasi dilakukan untuk menguji: 
1) kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti-bukti 

belanja; 
2) perhitungan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

yang tidak dilakukan melalui RKUD setiap bulan; 
3) kesesuaian belanja dengan DPA SKPD, dan informasi 

penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dari 
1 _ - -  v o e  velev]el0oar noogtn 
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4) kesesuaian SPTJM yang ditandatangani oleh 
PA/KPA/Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan dengan informasi alokasi 
anggaran dan penggunaan dana yang tidak dilakukan 
melalui RKUD. 

1. dalam ha! basil verifikasi tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui 
Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan 
rekapitulasi realisasi belanja kepada PPTK/Pejabat Lainnya 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
untuk diperbaiki; 

j. Hasil perbaikan atas verifikasi disampaikan kembali oleh 
PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD 
kepada PPK SKPD; 

k. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, 
PPK SKPD menyiapkan Surat Perintah Pengesahan Belanja 
(SP2B) selanjutnya, disampaikan kepada PA untuk 
ditandatangani; 

I. PA menyampaikan SP2B yang dilampiri rekapitulasi belanja 
kepada BUD untuk menjadi dasar penerbitan Surat 
Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD; dan 

m. SPB sebagaimana dimaksud pada huruf 1, menjadi dasar PA 
melakukan pencatatan realisasi belanja sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

Pasal 38 

(1)  Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

a. pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara 
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga 
seperti PPh Pasal 2 1 ,  PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 
ayat (2), dan/atau PPN; 

b. potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima 
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala desa/perangkat 
desa dan pegawai lainnya, simpanan peserta taspen, PPh Pasal 
21 ,  taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan 
kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian; dan 

c. jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 
belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah sehingga dasar 
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari 
dokumen kelengkapan transaksi. 
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(3) Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun 
perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(4) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang 
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca 
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian 
aktivitas transitoris sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 

Pasal 39 
(1 )  Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah, 

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam 
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

(2) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

Pasal 40 

(1 )  Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 
bendahara khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan 
sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja 
melalui UP/GU/TU/LS. 

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 
bendahara khusus lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai 
Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. 

(3) Atas pungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  dan ayat (2), bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu/bendahara khusus lainnya sebagai wajib 
pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan 
pencatatan pada buku pembantu pajak. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 41 

Penyetoran kas transitoris pada Kuasa BUD atas potongan pajak 
dan potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme 
LS dilakukan langsung oleh bank. 

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 
yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dikecualikan apabila pihak bank persepsi belum dapat melakukan 
mekanisme penyetoran dimaksud. 
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Bagian Kelima 
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

Pasal42 

(1 )  Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan 
DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 

(2) Rencana anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan kepada Kuasa BUD. 

(3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran kas SKPD 
paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas 
dari SKPD. 

(4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana angggaran kas 
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 

a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; 

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 
penarikan dana dalam DPA-SKPD. 

Bagian Keenam 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Pasal 43 

(1)  Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, 
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD 
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan. 

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 
setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD 
meliputi: 

a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 

b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh 
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

c. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 

d. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 

e. rencana penarikan dana setiap SKPD; 

f. batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 
paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat 
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan 

g. batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD. 
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Pasal 44 
(1 )  Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari 
setelah surat pemberitahuan diterima. 

(2) Rancangan DPA-SKPD mencakup: 
a. rancangan ringkasan DPA-SKPD; 
b. rancangan DPA-pendapatan SKPD; 
c. rancangan DPA-belanja SKPD; 
d. rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan 
e. rancangan DPA-pembiayaan SKPD. 

Pasal 45 

(1 )  TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 
dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, atau 
paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA­ 
SKPD. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(3) Dalam ha! basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan 
DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran. 

Pasal 46 

(1) Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD yang telah 
diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 
daerah. 

(2) Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

(3) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah diterima. 

Bagian Ketujuh 
Surat Penyediaan Dana 

Pasal 47 

(1 ) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 
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(2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan 
kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan. 

(3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 
Kepala SKPD. 

Pasal 48 
( 1 )  SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan 

SKPD atau unit SKPD setiap periodik. 
(2) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila 

terdapat kondisi sebagai berikut: 
a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas; atau 
b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak. 
(3) Perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

dasar permintaan pembayaran berikutnya. 
(4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

Bagian Kedelapan 
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah 

Pasal 49 

( 1 )  Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan 
penyetorannya melalui RKUD. 

(2) Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD 
melakukan pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah 
tersebut. 

(3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 
RKUD paling lam bat dalam waktu 1 (satu) hari. 

(4) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 
dapat melebihi 1 (satu) hari. 

(5) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 
sah atas setoran. 

(6) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 
meliputi dokumen elektronik. 

Pasal 50 
(1 )  Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/ atau non tunai. 
(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

dilakkan dens; c ar e .:  
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a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan 
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain 
yang sah; dan 

b. penyetoran penerimaan pendapatan secara 
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota 
elektronik lainnya. 

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota 
kredit/media elektronik/dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya: 

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis 
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari; 

b. atas nama pribadi. 

Pasal 51 

(1 )  Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran, 
pendapatan daerah dapat dibedakan: 

a. pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 
melalui pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 
penetapan pendapatan daerah; dan/atau 

b. pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 
penetapan). 

(2) Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran 
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah 
dilaksanakan sebagai berikut: 

a. penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan 
oleh Bupati, didasarkan pada dokumen surat ketetapan sesuai 
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib 
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti 
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didasarkan pada dokumen/bukti meliputi: 

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 

b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D); 

c. surat setoran pajak daerah (SSPD); 

d. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 

e. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); 

f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 

non tunai 
kredit/media 
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g. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB); 
h. surat tanda bukti pembayaran (STBP); 

1. surat tanda setoran (STS); 

j. nota kredit dari bank; 

k. surat perjanjian; 

1. dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

m. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/ a tau 

n. bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 52 

(1 )  Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau 
pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan 
pendapatan daerah. 

(2) Penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
berupa: 

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 

b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-0); 

c. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 

d. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); dan 

e. dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
Pera tu ran Perundang-undangan. 

(3) Surat ketetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan kepada wajib pajak/retribusi sebagai dasar 
pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan. 

Pasal 53 

(1 )  Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 

(2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 
berdasarkan dokumen penetapan. 

Pasal 54 

( 1) Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara 
manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital dan/atau 
media elektronik lainnya. 

(2) Langkah-langkah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
adalah sebagai berikut: 

a. petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 
pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak 
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b. penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan 
pendapatan. 

(3) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 

a. petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 

b. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada 
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 
ditandatangani oleh pihak ketiga; dan 

c. petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 
kepada bendahara penerimaan/bendahara penenmaan 
pembantu dan PPK-SKPD. 

(4) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: 

a. petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 
pendapatan kepada pihak ketiga; 

b. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atas 
pengiriman surat elektronik pendapatan. 

(5) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis 
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media 
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki 
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah. 

Bagian Kesembilan 
Pembukuan Bendahara Penerimaan 

Pasal 55 
(1)  Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 

melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya. 

(2) Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku-buku 
sebagai berikut: 
a. laporan penerimaan dan penyetoran; 
b. register STS; dan 
c. buku kas umum. 
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. 
Dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen 
tertentu sebagai berikut: 
a. tanda bukti penerimaan; 
b. surat tanda setoran; 
c. nota kredit bank; dan 
d. bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen 

(3) 

(4) 
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Bagian Kesepuluh 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Pasal 56 

( 1 )  Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 

(2) Bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab secara 
administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. 

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

laporan 
PPK-SKPD 

Pasal 57 

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui 
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(2) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban fungsional yang merupakan hasil konsolidasi 
dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 
pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 
persetujuan PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

( 1) 

Pasal 58 
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

Pasal 59 
(1)  Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan 
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. 

(2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilampiri dengan: 
a. surat ketetapan pajak/retribusi daerah; 

b. BKU; 
c. laporan penerimaan dan penyetoran; 
d. register STS; 
e. bukti penerimaan dan penyetoran yang langkap dan sah; dan 

f. pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. 

Pasal 60 

(1) Verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
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(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; 

b. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; dan 

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PPK SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan kepada PA. 

Bagian Kesebelas 
Rekonsiliasi Penerimaan 

Pasal 6 1  

( 1 )  Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku 
BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Sadan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan 
verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

(2) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Sadan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi: 
a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 

penerimaan; 
b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan 
c. analisis capaian realisasi penerimaan. 

(3) Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara 
hasil rekonsiliasi. 

Bagian Keduabelas 
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan 

Pasal62 

(1 )  Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau 
retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan Surat Ketetapan 
Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan 
penerimaan pendapatan daerah. 

(2) SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB); 
b. surat ketetapan retribusi lebih bayar (SKRLB). 
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(3) Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 

a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau 

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 
yang sudah disampaikan. 

(4) lnformasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 
a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 
b. rekomendasi APIP; 

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
(BPK-RI); 

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau 

e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 
kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 

(6) Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
bendahara penerimaan menyiapkan SKLB. 

(7) SKLB disahkan dan diterbitkan oleh pejabat yang diberi 
kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan 
daerah. 

Pasal 63 

(1 )  Pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 ayat (1 )  terdiri dari: 

a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan; 

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan 
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang 
bersangkutan; dan 

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

(2) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a dan huruf b, bendahara penerimaan SKPD/SKPKD 
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(3) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses 
pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah 
d o +  memhehankannva nada rekening belania tidak terduga. 
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Bagian Ketigabelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 64 

(1)  Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  harus mendapat 
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
termasuk untuk belanja wajib dan mengikat, keperluan keadaan 
darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 65 

(1 )  Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang 
dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

(2) Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran 
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada 
penyedia barang/jasa atau penerima lainnya dan/atau melalui 
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

(3) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 
rekening bendahara pengeluaran ke rekening PPTK dengan terlebih 
dahulu mendapat persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

(4) Dalam ha! uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud 
kepada bendahara pengeluaran melalui transfer ke rekening 
bendahara pengeluaran. 

(5) Dalam ha! uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya kepada 
PPTK melalui transfer ke rekening PPTK. 

Bagian Keempatbelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun 

Anggaran 

Pasal 66 
( 1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ 

kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
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a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 
terselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; 

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/jasa; 

c. keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia 
barang/jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan 
pengadilan yang bersifat tetap. 

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
melalui mekanisme perubahan APBD. 

(3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ 
kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kelimabelas 
Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak 

Pasal 67 
(1 )  Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
memiliki kriteria: 
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 
(dua belas) bulan; 

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, 
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah 
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa 
cleaning service; 

c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 
jabatan Bupati; dan 

d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati 
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun 
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun 
anggaran. 

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan 
herema ntara Bupati dan DPRD. 
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(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan 
PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sekurang-kurangnnya memuat: 

a. nama sub kegiatan; 

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 

c. jumlah anggaran; dan 

d. alokasi anggaran per tahun. 

Bagian Keenambelas 
Belanja Wajib dan Mengikat 

Pasal68 

(1 )  Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti: 

a. pembayaran gaji ASN; 

b. pembayaran jasa listrik; 

c. pembayaran jasa air; 

d. pembayaran jasa internet; dan 

e. pembayaran iuran jaminan kesehatan. 

(2) Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau 
melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. 

(3) Dalam ha! terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) sebelum DPA­ 
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 
menunggu DPA disahkan. 

Bagian Ketujuhbelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 69 

( 1 )  Pembiayaan daerah terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf a bersumber dari: 

a. SiLPA; 
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c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau 

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan dana cadangan; 
d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau 

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Pelaksanaan dan pentausahaan penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD. 

(5) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  dilakukan melalui RKUD. 

(6) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
terse but . 

Pasal 70 

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 
dari pada realisasi belanja; 

b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia 
angggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang 
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya 
kebijakan pemerintah; 

f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 
anggarannya; dan/atau 

g. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya 
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas 
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 
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Pasal 71 
(1 )  Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD 

dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan 
sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan 
setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang 
bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  paling 
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai 
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

Pasal 72 

Penerimaan kas atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 
melalui RKUD. 

Pasal 73 

(1 )  Pinjaman daerah bersumber dari: 

a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. lembaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan bukan bank; dan 
e. masyarakat. 

(2) Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan 
Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 74 

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan 
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana 
Cadangan. 

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk setiap 
tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan 
pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk 
deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang beresiko 
rendah. 

Dalam hal terdapat bunga dana cadangan atas pemanfaatan dana 
cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga dana 

• . . 1 . 2  12 1 A I  e v e  eel 
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(4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening dana cadangan. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 75 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik 
negara/daerah dan/atau badah usaha lainnya ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

Pasal 76 
(1 )  Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan 

pembebanan melalui RKUD. 
(2) Tata cara pembayaran pokok utang yangjatuh tempo diatur dalam 

peraturan bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 77 
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 
Kepala SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

Bagian Kedelapanbelas 
Penetapan Besaran Uang Persediaan 

Pasal 78 

(1)  Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD 
diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. 

(2) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 
menggunakan mekanisme LS. 

(3) Penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran 
belanja yang menggunakan LS. 

(4) Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana 
pencairan dana yang diajukan oleh PA kepada BUD untuk 
diverifikasi yang berisi rencana pembayaran belanja dengan 

4 
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(5) Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(6) Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada 
awal tahun anggaran dan dilampiri dengan rencana pencairan 
dana SKPD yang telah diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui 
oleh PPKD. 

(7) Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja 
pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online 
termasuk Bela Pengadaan, maka Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing 
SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) 
untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja 
modal melalui mekanisme UP. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPD diatur tersendiri dalam 
Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penggunaan Kartu Kredit 
Pemerintah Daerah (KKPD). 

Bagian Kesembilan belas 
Permintaan Pembayaran 

Pasal 79 

(1)  Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses 
awal pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait 
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. 

(2) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(3) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. SPP uang persediaan (SPP-UP); 
b. SPP ganti uang (SPP-GU); 
c. SPP tambah uang (SPP-TU); dan 
d. SPP langsung (SPP-LS). 

(4) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri 
dari: 
a. SPP tambah uang (SPP-TU); 
b. SPP langsung (SPP-LS). 

(1)  

(2) 

Pasal 80 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP yang mengacu 
pada Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 

1 
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PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang 
persediaan. 

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  terdiri 
dari: 

a. surat pengantar SPP-UP; 
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPP-UP; 
d. SK Bupati tentang Besaran UP; 
e. salinan SPD; dan 

f. draft Pemyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani oleh 
PA. 

Pasal 81 
(1)  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
(2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban UP. 

(3) Besaran GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh 
bendahara pengeluaran. 

(4) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
dari: 

a. surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 

c. rincian SPP-GU; 

d. laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP disertai 
dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk 
dokumen perpajakan terkait; 

e. draft surat pemyataan pengajuan SPP-GU untuk 
ditandatangani oleh PA; dan 

f. salinan SPD. 
(5) Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat dokumen 

SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disimpan 
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi 
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

(6) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan disesuaikan 
kebutuhan dan ketersediaan dana. 

Pasal 82 

(1 )  Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/ atau SPP 
UP/GU. 
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(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang 
persediaan. 

(3) Dalam rangka pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK menyusun TOR/KAK yang minimal memuat jadwal 
kegiatan dan rincian rencana penggunaan dana TU dan 
disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 

(4) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), PA mengajukan permohonan pengajuan TU kepada PPKD 
yang dilampiri dengan TOR/KAK untuk disetujui. 

(5) Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan permintaan 
pembayaran TU. 

(6) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  hanya 
untuk membiayai: 
a. kegiatan yang sifatnya mendesak; dan 

b. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU. 
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan 
rencana pencairan dana yang telah disetujui oleh PPKD. 
Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan 
dana dengan melalui mekanisme TU, namun pelaksanaannya telah 
selesai maka mekanisme pembayaran dilakukan melalui LS 
dengan melampirkan alasan perubahan tersebut. 
Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a diperuntukan dalam rangka menunjang tugas 
SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaannya. 
Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan untuk membiayai 
kegiatan tertentu yang merupakan satu kesatuan aktifitas/ 
pengelompokan belanja. 

( 1 1 )  Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  terdiri 
dari: 
a. surat persetujuan TU oleh PPKD; 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 12) 

b. surat pengantar SPP-TU; 
c. ringkasan SPP-TU; 
d. rincian rencana penggunaan TU; 
e. salinan SPD; 
f. draft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk 

ditandatangani oleh PA; dan 

g. surat keterangan TU. 
Dalam ha! dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD dilampiri 
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( 1 3 )  Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 2 )  dikecualikan untuk: 

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali 
PA/KPA yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang 
sah. 

Pasal 83 

( 1 )  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk pembayaran: 

a. gaji dan tunjangan; 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa; 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola, serta 
kegiatan operasional lainnya yang telah ditetapkan dalam 
rencana pencairan dana dibayarkan melalui mekanisme LS. 

(2) Pengajuan SPP LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan 
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 84 

( 1 )  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Peraturan 
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna 
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta 
penghasilan Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  terdiri 
dari: 

a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; 

d. salinan SPD; dan 

e. lampiran SPP-LS. 
Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan 
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mencakup: 

a. pembayaran gaji induk; 

b. gaji susulan; 

c. kekurangan gaji; 

d. gaji terusan; 

(3) 
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f. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 

g. surat keputusan kenaikan pangkat; 

h. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; 

i. kenaikan gaji berkala; 

J. surat pernyataan pelantikan; 

k. surat pernyataan mendudukijabatan; 

I. surat pernyataan melaksanakan tugas; 

m. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 
permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

n. fotokopi surat nikah; 

o. fotokopi akte kelahiran; 

p. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 

q. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

r. surat pindah; 

s. surat kematian; 

t. e-billing; dan 

u. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(4) Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf p 
dilengkapi dengan: 

a. Surat Keputusan Pensiun Asli bagi pegawai yang pensiun; 

b. SK Pindah; 

c. SKPP dari SKPD; 

d. pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 

e. surat keterangan bebas barang milik daerah; 

f. surat pernyataan bebas kredit dari bank untuk pegawai yang 
pindah keluar Kabupaten; dan 

g. surat keterangan bebas temuan untuk pegawai yang pindah 
keluar Kabupaten. 

h. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. 

Pasal 85 

(1 )  PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk 
disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka 
pengajuan permintaan pembayaran. 

(2) Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
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a. surat pengantar SPP-LS; 

b. ringkasan SPP-LS; 

c. rincian SPP-LS; dan 

d. lampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup: 
a. salinan SPD; 

b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 
wajib pajak (untuk belanja kena pajak); 

c. surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan barang/jasa antara 
PA/KPA dengan pihak ketiga (khusus untuk pengadaan 
barang/jasa diatas RpS0.000.000,00); 

d. Nota/bukti pembelian/pembayaran untuk pengadaan 
barang/jasa sampai dengan Rpl0.000.000,00 atau Kuitansi 
untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan 
RpS0.000.000,00; 

e. surat perintah mulai kerja (SPMK) (khusus untuk pengadaan 
barang/jasa diatas RpS0.000.000,00); 

f. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/penyedia (untuk 
belanja kena pajak); 

g. fotokopi rekening bank a.n. perusahaan/penyedia; 

h. surat perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah 
dengan pihak ketiga (khusus untuk pengadaan barang/jasa 
diatas RpS0.000.000,00); 

i. berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh 
KPA, pihak ketiga dan konsultan pengawas dan/atau direksi 
teknis yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD (khusus 
untuk pengadaan barang/jasa diatas RpS0.000.000,00); 

j .  Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh KPA, 
konsultan pengawas, pihak ketiga dan direksi teknis bila ada 
(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas 
RpS0.000.000,00); 

k. setiap tahap permintaan pembayaran termin dan permintaan 
pembayaran 100% (seratus persen) harus melampirkan back up 
data kemajuan realisasi hasil pekerjaan (khusus untuk 
pengadaan barang/jasa diatas RpS0.000.000,00); 

1. fotokopi sah surat jaminan uang muka/pelaksanaan dan/atau 
jaminan pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan yang 
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank 
(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas 
RpS0.000.000,00); 

m. berita acara penyelesaian 
konstruksi (khusus untuk 
RpS0.000.000,00); 

pekerjaan untuk pekerjaan 
pengadaan barang/jasa diatas 
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n. berita acara serah terima barang /jasa (khusus untuk 
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); 

o. berita acara pembayaran (khusus untuk pengadaan 
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); 

p. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak 
ketiga dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA (khusus untuk 
pengadaan barang/jasa diatas Rpl0.000.000,00); 

q. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan 
oleh bank atau lembaga keuangan non bank (khusus untuk 
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); 

r. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja (khusus untuk pengadaan 
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); 

s. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan 
dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan (khusus 
untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); 

t. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 
pekerjaan (khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas 
Rp50.000.000,00); 

u. screenshot Penilaian Kinerja Penyedia melalui aplikasi SPSE 
untuk pencairan 100% (kecuali pengadaan barang/jasa yang 
melalui mekanisme pencatatan); 

v. potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang 
berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek) (khusus untuk 
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); dan 

w. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 
menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan 
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan 
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti kas 
dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
surat penawaran. 

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
peruntukannya dan dicantumkan dalam resume kelengkapan 
dokumen pembayaran LS barang/jasa, dan disimpan pada SKPD 
yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan keperluan 
pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

(5) Dalam ha! kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka bendahara 
pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/ 
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. 

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  kepada PA setelah ditandatangani oleh 
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD. 
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(7) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA. 

(8) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 

Pasal 86 

(1)  Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga 
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh 
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(2) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  digunakan untuk 
pembayaran antara lain: 

a. hibah berupa uang; 

b. bantuan sosial berupa uang; 

c. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD); 

d. subsidi; 

e. bagi basil; 

f. belanja tidak terduga 
penerimaan yang terjadi 
dan 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 

Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. salinan SPD; dan 

e. lampiran SPP-LS. 
(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, 

mencakup: 

a. hibah berupa uang: 

1 .  surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 

2. NPHD; 

3. proposal penggunaan; 
4. pakta integritas; 
5. fotokopi rekening penerima hibah; 
6 fotokoni KTP ketua dan bendahara penerima hibah; 

untuk pengembalian kelebihan 
pada tahun anggaran sebelumnya; 

(3) 
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7. fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada 
panitia pembangunan masjid); 

8. laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap 
sebelumnya; 

9. SPTJM; 

10. bukti kas; dan 

1 1 .  dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

b. bantuan sosial berupa uang: 

1. keputusan bupati tentang penerima bansos; 

2. proposal; 

3. fotokopi rekening penerima bansos; 

4. fotokopi KTP penerima bansos; 

5. bukti kas; 

6. SPTJM; 

7. bukti kas; dan 

8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

c. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) : 

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 

4. SPTJM kepala desa; 

5. pakta integritas; 

6. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa; 

7. NPWP desa; 

8. fotokopi rekening desa; 

9. rincian penggunaan dana desa; 

10. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan lII); 

1 1 .  realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 
tahap III); 

12 .  bukti kas; dan 

13 .  dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
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d. subsidi: 

1 .  keputusan bupati tentang penerima subsidi; 
2. permohonan pencairan dari BUMN dan/atau BUMS; 
3. SPTJM Kepala SKPD terkait; 
4. perjanjian kerja sama; 
5. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (NPWP); dan 
6. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
e. bagi hasil pajak dan retribusi daerah: 

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
4. surat pelunasan PBB; 
5. SPTJM kepala desa; 
6. bukti kas; dan 
7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 

1. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 
2 . surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian 

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

3. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK: 

1. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban pemda atas 
putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau 
rekomendasi BPK; 

2 . surat rekomendasi dari instansi/Iembaga terkait yang 
berwenang; 

3. fotokopi rekening penerima; 

4. fotokopi KTP penerima; dan 
5. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan pada 
SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 
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Pasal 87 
( 1 )  Pengakuan belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola, 

serta kegiatan operasional lainnya yang telah ditetapkan dalam 
rencana pencairan dana dibayarkan melalui mekanisme LS dapat 
dimintakan melalui SPP-LS. 

(2) Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat dilakukan secara 
bertahap dan pembayarannya dilakukan berdasarkan progres 
pekerjaan, dengan tahap I dalam bentuk uang muka maksimal 
40%. 

(3) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait; 
c. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
d. surat keputusan penunjukan panitia; 

e. bukti kas; 
f. daftar penerimaan; 
g. nota pesanan dan faktur pembelian; dan 

h. surat tugas, SPPD; dan 
i. bukti kelengkapan lainnya yang sah. 
Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
c. kerangka acuan kerja (KAK)/term of reference (ToR); 
d. surat keputusan PA tentang pembentukan tim perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan 
dan jembatan; 

e. rencana anggaran biaya (RAB); 
f. laporan pertanggungjawaban (SPJ); 
g. laporan harian yang ditandatangani oleh PPK, tim pelaksana, 

dan tim pengawas; 
h. laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK, tim 

pelaksana, dan tim pengawas; 

(5) 
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1.  Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPK, tim 
pelaksana, dan tim pengawas; 

j. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 
pekerjaan; 

k. gambar basil pelaksanaan pekerjaan asbuilt drawing; dan 

I. backup data. 
(6) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai peruntukannya dan 
disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 
fungsional. 

Pasal 88 

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam 
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: 

a. buku kas umum; 

b. buku simpanan/bank; 

c. rekening koran bank; 

d. buku pajak; 

e. buku panjar; 

f. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan 

g. register SPP-UP/GU/TU/LS. 

Pasal 89 

( 1 )  PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 
SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran. 

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan 
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara 
pengeluaran untuk dilengkapi. 

Bagian Keduapuluh 
Perintah Membayar 

Pasal 90 
(1)  Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA 

untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. 
(2) Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahului dengan proses verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD. 
(3) PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 
dan/ a tau TU dari bendahara pengeluaran pembantu. 
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(4) Dalam ha! dokumen SPP dinyatakan memenuhi syarat, PA/KPA 
menerbitkan SPM. 

(5) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak memenuhi syarat, 
PA/KPA tidak menerbitkan SPM. 

(6) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara dan/atau tetap, dapat 
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
SPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 9 1  

( 1 )  Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 
PPK SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan Perintah 
Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk 
ditandatangani PA. 

(3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 
kemudian disampaikan kepada BUD, yang terdiri dari: 

a. SPM-UP; 

b. surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA (bermeterai); 
c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh PA (bermeterai); 
d. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
e. checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 

Pasal 92 

(1 )  PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ penggunaan 
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari bendahara 
pengeluaran dengan langkah berikut: 

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 
terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 
dokumen perpajakan terkait; dan 

d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 
penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 
menyiapkan pengajuan perintah membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 
DA 

(2) 

(3) 
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(4) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari: 

a. SPM-GU sebanyak 2 (dua) rangkap; 

b. surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA (bermeterai); 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai; 

d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) oleh PA 
(bermeterai); 

e. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara 
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi; 

f. berita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset; 

g. asli bukti tanda terima laporan Realisasi dari Inspektorat 
Daerah Kabupaten Wakatobi; 

h. laporan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri); 

i. laporan pajak; 

j .  laporan inflasi (khusus OPD yang mengelola kegiatan terkait 
pengendalian Inflasi); 

k. laporan stunting inflasi (khusus OPD yang mengelola kegiatan 
terkait penanganan stunting); 

1. laporan SPM Inflasi (khusus OPD bidang urusan wajib 
pelayanan dasar); 

m. laporan bansos (khusus OPD yang mengelola kegiatan terkait 
Bansos); 

n. laporan kemiskinan ekstrim (khusus OPD yang mengelola 
kegiatan terkait penghapusan kemiskinan ekstrim) 

o. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 

p. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang ditandatangani 
oleh PPK-SKPD. 

Pasal 93 
(1)  Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang disertai 
dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-SKPD/PPK unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan perintah membayar TU. 
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(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK­ 
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 
ditandatangani oleh PA. 

(4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 

a. SPM-TU; 

b. surat persetujuan TU oleh PPKD; 

c. rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit memuat jadwal 
kegiatan; 

d. surat pemyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA (bermeterai); 
e. surat pemyataan tanggungjawab mutlak {SPTJM) oleh PA/KPA 

(bermeterai); 
f. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, 1 rangkap 

bermeterai); 
g. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD; dan 
h. rencana pencairan dana. 

Pasal 94 
(1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di 

sistem; 
d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan 
e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya. 
(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/atau :etidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
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perbaikan dan/ a tau penyempurnaan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK­ 
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar 
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA. 

Pasal 95 

(1 )  PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan 
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang 
terdiri dari: 

a. SPM-LS (2 rangkap); 

b. daftar gaji; 

c. e-billing pajak; 

d. SPTJM oleh PA sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai 
dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 

e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
f. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
g. pembayaran gaji induk; 
h. gaji susulan; 
1. kekurangan gaji; 
j. gaji terusan; 

k. surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 
1. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 
m. surat keputusan kenaikan pangkat; 
n. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; 
o. kenaikan gaji berkala; 
p. surat pernyataan pelantikan; 
q. surat pernyataan menduduki jabatan; 
r. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
s. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

t. fotokopi surat nikah; 
u. fotokopi akte kelahiran; 
v. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
w. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 

• 1.. 
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y. surat kematian; 

z. e-billing; dan 

aa. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(2) pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  paling lambat tanggal 20 bulan berjalan. 

Pasal 96 

(1 )  PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang /jasa 
yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling 
lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan 
sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 

a. SPM LS (2 rangkap); 

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai); 

c. resume kontrak; 

d. sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah dari 
notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas nama pihak 
lain; 

e. surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah yang 
belum bersertifikat; 

f. permohonan pensertifikatan tanah pemda (permohonan hak 
pakai) yang telah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional; 

g. bukti tanda terima dokumen kontrak untuk permintaan uang 
muka ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 

h. bukti tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan untuk 
permintaan termin ditandatangani oleh SKPD dan penyedia 
yang telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat 
Daerah Kabupaten Wakatobi; 

i. bukti tanda terima dokumen berita acara serah terima 
pekerjaan untuk permintaan pembayaran 100% (seratus 
persen) ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 

j. sertifikat badan usaha (SBU) atau dokumen lain yang 
menyatakan kualifikasi penyedia; 
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k.  bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan untuk 
permintaan 100% (seratus persen); 

I. faktur pajak; 

m. e-billing pajak; 

n. fotokopi rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/ penyedia; 

o. fotokopi NPWP a.n. perusahaan/penyedia; 

p. surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar l,  lembar 
tanda tangan serta pasal yang mengatur cara pembayaran); 

q. surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan 
kontraktual; 

r. Surat pemyataan tanggung jawab penyedia (khusus pengadaan 
kendaraan bermotor); 

s. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); dan 

t. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 
oleh PPK-SKPD (2 rangkap). 

(2) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS kepada pihak 
ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan paling lama 1 (dua) hari sejak proses verifikasi 
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada 
Kuasa BUD, yang terdiri dari: 

a. hibah berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai) {lembar 1 bermeterai dan 
lembar ke 2 tidak bermeterai); 

3. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

5. surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 

6. fotokopi rekening penerima hibah; dan 
7. fotokopi NPWP penerima hi bah (kecuali hi bah kepada 

panitia pembangunan masjid). 

b. bantuan sosial berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 2 lembar (lembar 1 

bermeterai dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 

4. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
harrootarai damn lemhar ' tidak bermeterail; 
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5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

6. surat keputusan bupati tentang penerima bansos; dan 

7. fotokopi rekening penerima ban sos. 

c. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD): 

1. SPM LS (2 rangkap); 

2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 (dua) lembar, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

3. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

5. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

6. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

7. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 

8. SPTJM kepala desa; 

9. pakta integritas; 

10. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa; 

1 1 .  NPWP desa; 

12.  fotokopi rekening desa; 

13. rincian penggunaan dana desa; 

14. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan Ill); 

15. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 
tahap III); dan 

16. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

d. subsidi: 

1. SPM LS (2 rangkap); 

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
itandatansani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
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6. surat keputusan bupati tentang penerima subsidi; 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; dan 

8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

e. bagi hasil pajak dan retribusi daerah: 

1. SPM LS (2 rangkap); 

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

6. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

7. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

8. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 

9. surat pelunasan PBB; 

10. SPTJM kepala desa; dan 

1 1 .  dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 

1 .  SPM LS (2 rangkap); 

2 .  surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

6. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 

7. surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian 
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
a 
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g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai); 
4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
6. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban Pemda atas 

putusan pengadilan, rekomendasi APIP dan/atau 
rekomendasi BPK; 

7. fotokopi rekening penerima; 

8. fotokopi KTP penerima; dan 
9. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang/jasa 
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling lama 
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 

a. SPM LS (2 rangkap); 

b. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai dan 
lembar 2 tidak bermeterai); 

c. bukti validasi setoran pajak; 

d. daftar rincian penggunaan anggaran; 

e. khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan surat 
keputusan penunjukan; 

f. KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola pemeliharaan rutin 
jalan; 

g. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

h. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 
oleh PPK-SKPD (2 rangkap); dan 

1. rencana pencairan dana. 

(4) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 97 

Batas waktu akhir pengajuan SPM ganti uang persediaan, SPM 
tambahan uang persediaan, SPM LS rutin kegiatan, dan SPM LS 
Barang/Jasa diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bupati. 
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Pasal 98 
SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat 
( 1 )  diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Pasal 99 
(1 )  Dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan 

pengeluaran perintah membayar mencakup: 

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; 
b. register surat penolakan penerbitan SPM. 

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

Pasal 100 
Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM 
yang membebani tahun anggaran yang berkenaan. 

Bagian Keduapuluhsatu 
Pencairan Dana 

Pasal 101 

(1 )  Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D 
berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA/KPA yang ditujukan 
kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS rutin kantor 
dan SP2D-LS gaji dan tunjangan, ditransfer dari RKUD ke rekening 
bendahara pengeluaran dan/penerima yang berhak sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung 
jawab anggaran, ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara 
pengeluaran. 

(4) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 2 oleh lembaga/perangkat 
daerah lain, swakelola tipe 3 oleh Ormas, swakelola tipe 4 oleh 
kelompok masyarakat ditransfer langsung dari RKUD ke rekening 
pelaksana swakelola. 

(5) Pencairan SP2D-LS belanja barang/jasa yang dipihakketigakan 
ditransfer langsung dari RKUD ke rekening penyedia barang /jasa. 

(6) Pencairan SP2D-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang undangan ditransfer langsung 
dari RKUD ke rekening penerima. 

(7) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

(8) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat 
pemyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD dan surat 
pemyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak 
melebihi sisa anggaran; 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persyaratan pengajuan SPM; dan 

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 
tercantum dalam SPM. 

(9) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 
apabila: 

a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak 
PA/KPA; 

b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK­ 
unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

c. tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang 
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91  ayat (3), 
Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), Pasal 95 ayat (1 ) ,  dan Pasal 
96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan 

d. pengeluaran tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana 
tidak tersedia. 

(10) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) 
hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

( 1 1 )  Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan 
dana yang didokumentasikan dalam SP2D. 

(12) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keduapuluhdua 
Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

( 1) 

(2) 

Pasal 102 

Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi 
kewenangannya. 
Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ,  bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut: 

a. buku kas umum; 

b. buku pembantu bank; 
c. buku pembantu kas tunai; 
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e. buku pembantu per jenis pajak 
f. buku pembantu panjar; dan 
g. register SPP/SPM/SP2D; 

(3) Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber pada data, antara lain: 
a. bukti transaksi yang sah dan lengkap; 
b. SPP UP/GU/TU/LS; 
c. SPM UP/GU/TU/LS; 
d. SP2D; 
e. rekening koran; 
f. bukti penerimaan dan penyetoran pajak; dan 
g. dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang­ 

undangan. 

(4) Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib 
ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan 
PA/KPA. 

(5) Penutupan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri 
berita acara pemeriksaan kas. 

Bagian Keduapuluhtiga 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

Pasal 103 

(1 )  Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

(2) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat 
tanggal 31 Desember. 

(3) Dokumen yang digunakan dalam 
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
(SPJ); 

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
(SPJ); dan 

c. register penutupan kas; 

Pasal 104 

(1 )  LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran pada setiap 
pengajuan GU. 

menatausahakan 
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( 2 )  Laporan pertanggungjawaban penggunaan UP disampaikan kepada 
PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan 
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Pada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan secara khusus 
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan 
sisa dana UP uang tidak diperlukan lagi. 

(4) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti 
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD. 

Pasal 105 

( 1 )  Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah TU yang 
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu 
sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 
TU diterima. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA 
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri 
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

(3) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait tersedia; 
b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan 

c. meneliti keabsahan bukti belanja. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 106 
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 
Bendahara pengeluaran menyiapkan LPJ bendahara serta 
melakukan konsolidasi dengan LPJ bendahara pengeluaran 
pembantu. 
Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) setiap akhir bulan untuk disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri: 

a. BKU; dan 

b. laporan penutupan kas. 
PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani KPA untuk 
mendapat persetujuan. 
Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, 
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realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per 
kegiatan yang dilampiri: 

a. BKU; dan 

b. laporan penutupan kas. 

(6) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

a. meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 

b. meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 
buku atau laporan terkait; dan 

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 
belanja dan pengeluaran kas. 

(7) Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau 
penyempumaan kepada bendahara pengeluaran. 

maka 
dan 

Dalam ha! proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, 
PPK-SKPD melakukan pengajuan penandatanganan 
persetujuan LPJ bendahara secara administratif kepada PA. 

(9) PA menandatangani LPJ bendahara pengeluaran yang sudah 
diverifikasi sebagai bukti persetujuan. 

(8) 

Pasal 107 
(1 )  Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 
dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
melalui bidang akuntansi dan pelaporan paling lam bat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan setelah mendapat persetujuan oleh PA. 

(3) Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ bendahara 
pengeluaran pembantu, dilampiri: 
a. laporan penutupan kas; 
b. berita acara pemeriksaan kas beserta lampiran; 
c. laporan keadaan kas pemegang kas; 
d. register penutupan kas; 
e. rekening koran; 
f. BKU; 

g. buku pembantu bank; 
h. buku pembantu kas tunai; 
i. buku pembantu pajak; 
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j. buku pembantu per jenis pajak; 

k. bukti setoran pajak; 

1. register SPP/SPM/SP2D; 

m. rekapan kartu persediaan; 

n. kartu persediaan metode FIFO; dan 

o. LPJ bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Lampiran LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai bahan rekonsiliasi belanja dan dituangkan dalam berita 
acara. 

Pasal 108 

Bukti pendukung dan sahnya setiap pengeluaran uang pada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup: 

a. pengadaan barang/jasa: 

1 .  pengadaan barang: 

a) sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah): 

1) tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia 
Barang/pegawai yang melakukan pembelian barang 
(bermeterai Rpl0.000,00 untuk belanja diatas 
Rpl.000.000,00); 

2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi 
tanda tangan dan/atau stempel dari Toko/penyedia 
barang serta tanda tangan dan stempel dari PPK yang 
dicantumkan nomor dan tanggal serah terima oleh PPK); 

3) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena 
Pajak); 

4) dokumentasi/foto barang (khusus untuk belanja modal 
dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/pihak ketiga); dan 

5) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan / restoran. 

b) diatas Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sampai dengan 
RpS0.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 

2) Kuitansi yang dilengkapi dengan rincian nomor kuitansi, 
jenis barang, spesifikasi, jumlah, dan harga satuan (yang 
dibubuhi tanda tangan dan/atau stempel dari 
Toko/penyedia barang serta tanda tangan dan stempel 
dari PPK yang dicantumkan nomor dan tanggal serah 
terima oleh PPK); 
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3) berita acara pemeriksaan pekerjaan (khusus untuk 
belanja modal dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/pihak ketiga); 

4) berita acara pengujian fungsi perangkat (khusus mesin, 
aplikasi dan alat elektronik); 

5) berita acara serah terima pekerjaan; 

6) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna 
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang 
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga); 

7) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena 
pajak); 

8) dokumentasi/foto barang (khusus untuk belanja modal 
dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/ pihak ketiga) ;dan 

9) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan / res to ran. 

c) diatas Rp50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 

2) surat perintah kerja (SPK)/Kontrak; 

3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia; 

4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 

5) berita acara pengujian fungsi perangkat (khusus mesin, 
aplikasi dan alat elektronik); 

6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 

7) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna 
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang 
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga); 

8) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena 
pajak); 

9) dokumentasi/foto barang (khusus untuk belanja modal 
dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/ pihak ketiga) ;dan 

10) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/restoran. 

2 . pengadaan konstruksi: 

a) bukti kas bermeterai Rpl0 .000,00; 

b) surat perintah kerja (SPK)/Kontrak; 

c) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 

d) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 

e) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 

f) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna 
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g) faktur pajak dan e-billing pajak; 
h) dokumentasi ( hard copy/ soft copy); 

i) bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan; 
dan 

j) fotokopi jaminan pemeliharaan untuk pembayaran 100% 
khusus yang menggunakan SPK dan Kontrak. 

3. Pengadaan Jasa konsultansi: 
a) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
b) surat perintah kerja (SPK)/Kontrak; 
c) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
d) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
e) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
f) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna 

barang; 
g) faktur pajak dan e-billing pajak; 
h) dokumentasi (soft cop/hard cop). 

4. pengadaan jasa lainnya: 
a) sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah): 

1) tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia 
(bermeterai Rpl0.000,00 untuk belanja diatas 
Rpl .000.000,00); 

2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi 
tanda tangan dan/atau stempel dari penyedia serta tanda 
tangan dan stempel dari PPK yang dicantumkan nomor 
dan tanggal serah terima oleh PPK); 

3) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena 
Pajak); dan 

4) dokumentasi/foto barang/Jasa. 

b) diatas Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

1) bukti kas bermeterai Rpl0 .000,00; 
2) kontrak; 
3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa); 

4) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena 
pajak). 

5. Pengadaan Barang/ Jasa yang dikecualikan: 
a) tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia/pegawai 
yang melakukan pembelian barang/jasa (bermeterai 
Rpl0.000,00 untuk belanja diatas Rpl.000.000,00); 

b) bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi tanda 
tangan dan/atau stempel dari penyedia barang/jasa serta 
tanda tangan dan stempel dari PPK yang dicantumkan 
nomor dan tanggal serah terima oleh PPK); dan 

' 
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6. pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring 
a) bukti kas (bermeterai Rpl0.000,00 untuk belanja diatas 

Rp1.000.000,00); 
b) surat pesanan; 
c) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
d) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan elektronik); 
e) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
f) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna 

barang; 
g) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena pajak); 

dan 
h) dokumentasi/foto. 

b. honorarium ASN dan Non ASN: 

1 .  bukti kas; 

2. daftar rincian penerimaan; 

3 . keputusan penunjukan; dan 

4.e-billing pajak. 

c. honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan 
rohaniwan: 

1 .  bukti kas; 

2 . daftar rincian penerimaan; dan 

3. e-billing pajak. 

d. belanja uang lembur dan/atau belanja makanan minuman lembur: 

1 .  bukti kas; 

2 . surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan lembur 
kepada kepala SKPD; 

3. surat perintah kerja lembur dari kepala SKPD; 

4. daftar hadir kegiatan lembur; 

5. daftar rincian penerimaan; dan 
6. e-billing pajak. 

e. belanja beasiswa pendidikan diatur tersendiri dengan Peraturan 
Bupati. 

f. Keikutsertaan peningkatan kapasitas SDM: 

1 .  bukti kas; 

2 . undangan kegiatan; 

3 . fotokopi sertifikat/tanda lulus; 

4. surat perjalanan dinas (SPD), bukti pengeluaran tiket 
pesawat/kapal laut, boarding pass dan laporan perjalanan dinas 
(kecuali diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan); 

5. surattugas;dan 
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g. Medical Chek up: 
1 .  bukti kas; dan 
2. bukti pembelian/bill/nota pembayaran. 

h. kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur terpisah pada 
BAB VIII yang mengatur tentang perjalanan dinas; 

1. belanja pengadaan tanah: 
1 .  bukti kas; 
2. bukti pembayaran yang sah/kwitansi /bukti transfer /daftar 

penenmaan; 
3. Surat Ukur dari Kantor Pertanahan; 
4. Bukti tanda terima dokumen permohonan hak pakai 

instansi/badan pemerintah dari Kantor Pertanahan; 
5. berita acara pelepasan hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

notaris dan/atau sertifikat dan/atau surat lain yang sah; dan 
6. keputusan bupati tentang pembentukan tim pengadaan tanah. 

BABV 
BEKERJA DI LUAR JAM DINAS/LEMBUR 

Pasal 109 

( 1 )  Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai 
Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam 
dinas/kerja lembur. 

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 
berdasarkan surat perintah kerja lembur (SPK-Lembur) yang 
dikeluarkan oleh kepala SKPD/unit kerja. 

(3) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari paling 
sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam. 

(4) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan pada 
hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) 
jam dan maksimum selama 6 (enam) jam. 

(5) Besaran Vang Lembur serta Uang Makan dan Minum Lembur 
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB VI 
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 1 1 0  

(1 )  Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional 
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
diatur sebagai berikut: 
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a. Bupati diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu 
anggaran; 

b. Wakil Bupati diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 
pagu anggaran. 

BABVll 

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 
STRUKTURAL/TEKNIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN PRAJABATAN 

Pasal 1 1 1  

(1 )  Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah menduduki 
jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) kepemimpinan struktural/teknis fungsional diberikan 
biaya diklat. 

(2) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan 
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB VIII 

PERJALANAN DINAS 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Perjalanan Dinas 

Pasal 1 1 2  
(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

(2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
sebagai berikut: 
a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b. efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan 
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; 

c. efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian 
kinerja SKPD; dan 

d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan 
dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan 
dinas. 
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Bagian Kedua 
Jenis Perjalanan Dinas 

Pasal 1 1 3  
( 1 )  Perjalanan dinas digolongkan menjadi: 

a. perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke luar 
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 
Indonesia; 

b. perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang 
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  hurufa terdiri dari: 

a. perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati 
batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, 
pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai 
keten tuan Pera tu ran Perundang-undangan; 

b. perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang 
melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk 
pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas oleh tenaga 
penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan 
lainnya; 

c. perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di dalam 
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, 
dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam 
termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam 
rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya; 

d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah 
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya 
perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah 
peserta; dan 

e. perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah 
daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung 
oleh pemerintah daerah peserta. 

(3) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi: 
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a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau 
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari 
luar kota; 

b. biaya paket meeting (halfday/fllda/ fullboard; 

c. uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 
baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan 

d. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, 
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami 
kesulitan transportasi. 

(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  termasuk 
pula perjalanan dinas dalam ha!: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop, pameran, 
promosi daerah, lomba dan sejenisnya; 

c. pengumandahan (detasering); 

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

e. memberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus terkait 
tugas dan jabatan; 

f. mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/Sl/S2/S3; 

g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

h. menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati dan wakil 
bupati/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai ASN yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 

1. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah 
bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai 
ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke 
kota tempat pemakaman; dan 

j .  pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah yang 
melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau 
perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Pasal 1 1 4  

( 1 )  Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang 
berwenang dan tertuang dalam SPT. 

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditandatangani sebagai 
berikut: 

a. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil 
Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati; 

b. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris 
Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 
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c. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila 
berhalangan atau tidak berada ditempat dapat ditandatangani 
oleh Wakil Ketua DPRD; 

d. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, 
Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, SPT 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan 
Bupati; 

e. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV 
dan staf dari setiap SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala 
SKPD; 

f. untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 
Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya perjalanan 
dinasnya dibebankan pada SKPD, SPT ditandatangani oleh 
Kepala SKPD. 

g. untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang mengikuti 
kegiatan seminar, workshop, lokakarya, monitoring, sosialisasi, 
studi banding, kegiatan promosi, kursus, lomba dan sejenisnya 
yang dilaksanakan di luar daerah dan merupakan bagian dari 
pelaksanaan kegiatan SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala 
SKPD. 

(3) Kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g 
dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 

(4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; 
d. tempat pelaksanaan tugas; dan 
e. maksud pelaksanaan tugas. 
SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan 
Surat Perjalanan Dinas (SPD). 
SPD pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

(7) Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan 
hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan 
terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusus dilaporkan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(6) 

(5) 
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Bagian Keempat 
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Pasal 1 1 5  

(1 )  Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: 

a. biaya transportasi; 

b. biaya penginapan; 

c. sewa kendaraan dalam kota; 

d. uang harian; 

e. uang representasi; 

f. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan 

g. biaya pemeriksaan kesehatan COVJD-19 ( rapid test/ rapid test 
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang 
dalam masa panderni COVID-19. 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. 

(3) Biaya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bilamana telah dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(4) Khusus untuk biaya pemetian jenazah termasuk yang 
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 1 3  ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai 
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(5) Khusus untuk biaya angkutan jenazah termasuk yang 
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud 
pada pasal 1 1 3  ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai 
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(6) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur terpisah melalui Peraturan Bupati tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah. 

Pasal 1 1 6  

(1 )  Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5  
ayat (1 )  huruf a meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau 
udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun 
keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/ 
stasiun kota tujuan. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi Jainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
(sesuai bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka biaya 
transportasi. 
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(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari standar yang 
ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1 3  ayat (4) huruf h dan huruf i diberikan 
tambahan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. 

(6) Satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bagi 
pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum. 

Pasal 1 1 7  

(1 )  Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5  ayat ( 1 )  
huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel 
atau tempat menginap lainnya. 

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dibayarkan 
secara at coast (sesuai bukti pembayaran/bill payment). 

(3) Dalam ha! pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau tempat menginap Jainnya, kepada yang 
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel 
dalam ibu kota provinsi tempat tujuan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 
secara lumpsum. 

(5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk 
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, 
seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada 
hotel/penginapan yang sama. 

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya 
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2024, maka pelaksana perjalanan dinas 
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 
hotel/ penginapan dimaksud. 

(7) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum 

Pasal 1 1 8  
(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 1 5  ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati 
dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas. 

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sudah 
terrnasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 
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Pasal 1 1 9  

(1 )  Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5  ayat ( 1 )  
huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi 
pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk: 
a. uang makan; 

b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dibayarkan 
secara lumpsum, yang besarannya diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 120 

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5  ayat (1 )  
huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, 
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD/Pelaksana Tugas 
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Pelaksana Tugas Kepala Dinas, dan 
Kepala Badan/Pelaksana Tugas Kepala Badan selama melakukan 
perjalanan dinas. 

Pasal 12 1  

(1 )  Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 1 5  ayat (1 )  huruf f merupakan biaya yang digunakan 
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali 
perjalanan taksi antara lain: 

a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor tempat 
kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun 
keberangkatan ke tempat tujuan; 

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari 
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju 
tempat tujuan; 

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan menuju 
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke 
tempat kedudukan asal; 

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/pelabuhan/ 
terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat 
kedudukan asal. 

(2) Dalam setiap satu kali perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana 
perjalanan dinas diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 4 
(empat) kali perjalanan taksi. 

(3) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dibayarkan secara lumsum berdasarkan 
besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar 
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 
2024. 
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(4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi 
besaran standar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sepanjang didukung dengan pengeluaran 
riil (pembiayaan secara at cost). 

(5) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  hanya berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar 
daerah Kabupaten Wakatobi. 

(6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara 
lumpsum. 

Pasal 122 

( 1) Bia ya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/ rapid test 
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang dalam 
masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 5  
ayat (1 )  huruf g dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas 
yang dalam perjalanannya disyaratkan untuk melakukan rapid 
test/ PCR test/ swab test. 

(2) Bia ya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan secara at cost. 

Bagian Kelima 
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Pasal 123 

(1 )  Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam 
daerah dalam rangka rapat koordinasi maksimal 3 (tiga) hari. 

(2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar 
daerah sebagai berikut: 

a. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari; 

b. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

c. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

d. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari; 

e. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari; dan 
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f.  perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari. 

(3) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar daerah 
ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 (lima) 
hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat) hari untuk dalam provinsi. 

(4) Khusus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan 
perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang 
kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan 
sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari 
pelaksanaan tugas. 

(5) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan 
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi 
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian 
sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi Bupati dan 
Wakil Bupati. 

rapat/ 
sejenisnya 
undangan surat 

rangka 
dan 

(6) Kegiatan perjalanan dinas dalam 
sosialisasi/ seminar /bimtek/ diklat/workshop 
diberikan jumlah hari perjalanan sesuai 
pelaksanaan kegiatan. 

(7) Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya 
kepesertaan secara at cost (sesuai kwitansi dari penyelenggara 
kegiatan). 

(8) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat 
untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan 
lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas. 

(9) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengurusan Kepegawaian 
dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan 
surat tugas. 

(10) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering 
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat 
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat 
tugas. 

( 1 1 )  Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ seminar/ 
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh 
badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan lebih dari 7 
(tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai. 

(12 )  Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota DPRD 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan dengan jadwal 
kegiatan dan surat tugas. 

(13 )  Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari 
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan surat tugas. 
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Pasal 124 
( 1 )  Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari 

sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat ( 1 )  dan ayat (2) dan 
tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat 
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan 
melampirkan dokumen berupa: 

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala 
bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya; dan/atau 

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA­ 
SKPD yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus 
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada 
PA/KPA. 

Bagian Keenam 
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Pasal 125 

(1 )  Satuan biaya transportasi luar negeri diperuntukan bagi pembelian 
tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah 
pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri PP. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi lainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
(sesuai bukti pengeluaran) dan diberikan uang muka biaya 
transportasi. 

(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar 
yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka 
akan mengajukan reimburstment (tambahan biaya) kepada 
bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih 
kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan 
dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran. 
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(6) Uang harian dan operasional luar negeri ditetapkan untuk 
komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi 
biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan 
uang makan). 

(7) Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari 
pejabat yang berwenang dan melaporkan basil perjalanan dinas 
kepada Bupati secara tertulis. 

(8) Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan 
yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut: 

a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan 
undangan resmi dari kementerian/lembaga negara dan badan 
dunia/internasional untuk bertindak mewakili pemerintah 
daerah dan/atau pemerintah pusat; 

b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan 
bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat 
persetujuan Bupati. 

(9) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN 
dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri 
dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan 
peruntukannya dan diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran). 

(10) Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Pemerintah Daerah. 

( 1 1 )  Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas 

Pasal 126 
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan 

dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada 
PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas 
selesai dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. bukti kas; 
b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; 
c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara dan pejabat ditempat 
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2); 

d. rincian perjalanan dinas; 
e. tiket penumpang dan boarding pass (khusus tiket pesawat); 
f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa 

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh 
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g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
h. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); 
1. bukti pengeluaran riil (jika ada); dan 
j. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana 

perjalanan dinas. 
(3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  bagi Operator Speed dan ABK Speed 
dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. bukti kas; 
b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; 
c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (lembar 1); dan 
d. rincian perjalanan dinas. 

(4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 
melampirkan dokumen berupa: 
a. bukti kas; 
b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; 

c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat 
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi 
tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan Jembar 2); 

d. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas 
lumpsum yang dihitung untuk seluruh komponen biaya 
perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ; 

e. Pakta lntegritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang 
komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; 

f. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana 
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto 
kegiatan; dan 

g. dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding 
pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) yang akan 
digunakan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan 
perjalanan dinas. 

(5) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf j minimal memuat: 

a. dasar perjalanan dinas; 

b. maksud dan tujuan perjalanan dinas; 

c. waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan 
d. laporan hasil kegiatan. 

(6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel atau 
tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya 
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perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h. 

(7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/narasumber 
kegiatan seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan/ kegiatan sejenis 
melampirkan dokumen berupa: 

a. surat permohonan narasumber dari SKPD; 

b. surat persetujuan sebagai narasumber / surat perintah tugas; 

c. rincian biaya perjalanan; 

d. tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat); 

e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 

f. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); dan 

g. bukti kas. 

(8) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan/lomba/kegiatan sejenis dalam 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 

a. undangan; 

b. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); 

c. tiket penumpang; dan 

d. bukti kas. 

(9) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar /rakor / sosialisasi/ pelatihan/lomba/kegiatan sejenis luar 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 

a. undangan; 

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 1 4  ayat ( 1 ) ;  

c. tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat); 
d. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); 
e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 
f. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); dan 

g. bukti kas. 

Pasal 127 
(1)  Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 

pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. 
(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan 

biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari 

Kepala SKPD pelaksana SPD; 
b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan 

dinas; dan 
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c. pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berupa: 

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; 
atau 

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya 
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 

BABIX 
PERGESERAN ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 128 
(1 )  Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran. 

(2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  antara lain: 

a. program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan dasar 
masyarakat yang belum tersedia dan/atau belum tercukupi 
dalam tahun anggaran berjalan; 

b. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau 
pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja, rincian 
objek belanja maupun uraian dalam rincian objek belanja 
dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan 
dalam DPA; 

c. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk 
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber 
dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer 
pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya; 

d. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana 
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum 
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; 

sisa lebih 
dan/atau 

bantuan 

f. 

e. pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah 
pusat; 

pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam 
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya 
pergeseran belanja tidak terduga untuk 

penanggulangan bencana alam/bencana sosial; 
g. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat­ 

obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam 
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RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan dimaksud; 

h. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan 
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda 
bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja 
bantuan keuangan; 

1. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau 
keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran; dan 

j .  keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat. 

Bagian Kedua 
J enis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran 

Pasal 129 

(1)  Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat 
(1 )  dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, 
antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub 
rincian objek. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 
APBD. 

(3) Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu: 
a. pergeseran antar organisasi; 
b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan; 
e. pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 

g. pergeseran antar jenis. 
(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: 
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 

sama pada sub kegiatan berkenaan; dan 
d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; 

(5) Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
t 1 -  4 - - o d e 4C l e» e v e  Teel 
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(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian keterangan, 
perubahan harga satuan berdasarkan jenis barang/jasa, dan/atau 
volume. 

(10)  Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 
huruf b, dan huruf c dapat dilakukan melalui perubahan RKA 
SKPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati 
tentang perubahan penjabaran APBD; 

( 1 1 )  Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui 
penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan 
tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan 
penjabaran APBD; 

(12 )  Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan untuk 
kelompok belanja modal bilamana pergeseran tersebut 
menyebabkan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah. 

Pasal 130 
( 1 )  Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) 
huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui 
Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat berupa kondisi 
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 
nasional maupun daerah diantaranya: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum 

tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap 
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang 
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan; 

c. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap 
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang 
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan; 
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d. adanya kebijakan mendesak dari pemerintah pusat yang 
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar organisasi, 
unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
dan/atau jenis; 

e. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan/ a tau masyarakat; 

f. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih 
perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau 
pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan 
penanggulangan bencana alam/non alam, dan/atau bencana 
sosial; dan 

g. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih 
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya untuk 
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan: 
1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima 
pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan 
pembayaran; dan 

2. akibat putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan 
hukum tetap (incracht) dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; dan 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan. 

Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran 
ditampung dalam Perda Perubahan APBD. 
Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(4) 

(5) 

( 1) 

Pasal 131 
Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan tanpa 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
terlebih dahulu. 
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(2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(4) Semua pergeseran dapat dilakukan berdasarkan perubahan DPA­ 
SKPD. 

Pasal 132 
( 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menyusun 

perubahan DPA-SKPD. 

(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 
mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD. 

(3) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 

Pasal 133 
(1 )  Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran untuk evaluasi 

oleh TAPD disertai dengan: 

a. penjelasan latar belakang dilakukannya pergeseran; 

b. rencana perubahan DPA; 

c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran. 
(2) Hasil evaluasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dapat berupa: 

a. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 
tidak merubah perda APBD; 

b. tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran 
anggaran merubah perda APBD; dan 

c. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 
merubah perda APBD disebabkan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1 ) .  

(3) Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat 
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar objek 
dalamjenis yang sama pada sub kegiatan berkenaan. 

(4) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek 
dalam objek yang sama dalam satu jenis pada sub kegiatan 
berkenaan. 
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(5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar sub rincian objek 
dalam rincian objek dan dalam objek yang sama dalam satu jenis 
pada sub kegiatan berkenaan. 

(5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub 
rincian objek. 

(6) Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c: 

a. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD; 

b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku 
Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan 
Bupati; dan 

c. PPKD menyiapkan surat Bupati perihal pemberitahuan atas 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada 
pimpinan DPRD. 

PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas. 

Berdasarkan rancangan perubahan anggaran kas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), PA menyiapkan rancangan perubahan 
DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. 

Format kelengkapan dokumen pergeseran anggaran tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABX 
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama 

(9) 

(8) 

(6) 

(7) 

( 1) 

(2) 

Pasal 134 

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode 
Januari s.d. Juni pada tahun anggaran berkenaan serta 
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. pendapatan-LRA; 

b. belanja; 

c. transfer; 
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d. surplus/defisit-LRA; 
e. pembiayaan; dan 

f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

Pasal 135 
(1 )  PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk 
ditandatangani. 

(2) Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam 
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan 
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang 
diserahkan oleh PPK SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD. 

(4) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester 
pertama berakhir. 

(5) Dalam ha! laporan realisasi semester pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terlambat disampaikan, maka akan 
dilakukan penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang. 

(6) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), PPKD selaku BUD melalui bidang akuntansi dan pelaporan 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
dengan: 

a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 
b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada 

di BUD. 

(7) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku BUD menggabungkan 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(8) Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat 
persetujuan. 

(9) Setelah disetujui, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat 
minggu ketiga bulan Juli. 
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(10) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 
akhir bulan Juli. 

( 1 1 )  Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (4) di dilampiri dengan: 

a. pernyataan tanggungjawab kepala SKPD per 30 Juni 2024; 

b. hasil verifikasi atas 
bendahara pemerintah 
2023 dan semester I 
Perbendaharaan pada 
Kabupaten Wakatobi; 

c. rekening koran per 30 Juni 2024; 

d. penjabaran LRA per 30 Juni 2024; 

e. ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30 Juni 
2024; 

f. register SP2D UP /GU /TU /LS/nihil per 30 Juni 2024; 

g. SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2024; 

h. SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2024; 

1. STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2024; 

j. STS pengembalian TU per 30 Juni 2024; 

k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2024; 

l. jumal penyesuaian per 30 Juni 2024 (jika ada); 

m. jurnal koreksi per 30 Juni 2024 (ika ada); 

n. bukti memorial jumal dan pembukuan per 30 Juni 2024 (ika 
ada); 

o. SP2T {Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk 
pengakuan pendapatan transfer dana desa; 

p. SP2DK {Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk 
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan 

q. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan 
JKN pada FKTP per 30 Juni 2024; 

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan 

Pasal 136 
(1)  PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 

berkenaan dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran 
untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan SKPD. 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31  bulan 
Januari tahun berikutnya. 

(3) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terlambat disampaikan, maka akan dilakukan penundaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah semester II tahun anggaran 
Tahun Anggaran 2024 dari Bidang 
Badan Keuangan dan Aset Daerah 
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Pasal 137 
( 1 )  Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 

ayat ( 1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. neraca; 
c. laporan operasional (LO); 
d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 
e. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan: 
a. pemyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31  Desember 

2024; 
b. hasil verifikasi atas 

bendahara pemerintah 
2023 dan semester I 
Perbendaharaan pada 
Kabupaten Wakatobi; 

c. rekening koran per 31  Desember 2024; 
d. penjabaran LRA per 31  Desember 2024; 
e. register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 31  Desember 2024; 
f. BKU bendahara penerimaan dan/ a tau bendahara pengeluaran 

tahun 2024; 

g. SPJ pendapatan fungsional per 31  Desember 2024; 

h. SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2024; 

1. STS pengembalian sisa UP/TU per 31 Desember 2024; 
j .  STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran per 3 1  

Desember 2024; 

k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31  Desember 2024; 

I. rekap piutang pendapatan tahun 2023 yang terbayar pada 
tahun 2024; 

m. daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2024; 

n. rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2023 yang 
terbayar pada tahun 2024; 

o. daftar penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2024; 

p. berita acara rekonsiliasi persediaan per 31  Desember 2024; 
q. rekap berita acara perhitungan fisik persediaan 31 Desember 

2024; 

r. kartu persediaan per 31 Desember 2024 (metode FIFO); 
s. rekap persediaan per 31 Desember 2024; 

t. rincian barang persediaan per 31 Desember 2024 (khusus 
persediaan obat lampirkan obat program dan obat kadarluarsa 
s.d 31 Desember 2024); 

pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah semester II tahun anggaran 
Tahun Anggaran 2024 dari Bidang 
Sadan Keuangan dan Aset Daerah 
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u. mutasi penyesuaian aset tetap dan aset lainnya per 31  
Desember 2024; 

v. laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember 2024; 
w. daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2024; 

x. daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2024; 
y. daftar beban pegawai per 31 Desember 2024; 
z. daftar beban jasa per 31  Desember 2024; 

re. daftar penyelesaian utang jangka pendek lainya s.d 31 
Desember 2024; 

o. daftar utangjangka pendek lainnya per 31  Desember 2024; 
a. perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi keuangan per 

31 Desember 2024; 

aa. daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan 
barang/jasa SKPD per 31 Desember 2024; 

bb.jumal balik per 31  Desember 2024; 

cc. jumal penyesuaian per 31 Desember 2024; 
dd.jumal koreksi per 31  Desember 2024; 

ee. bukti memorial jumal dan pembukuan (jika ada) per 31  
Desember 2024; 

ff. register data kontrak per 31 Desember 2024; 

gg. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk 
pengakuan pendapatan transfer dana desa; 

hh. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk 
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan 

11. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLVD, dana desa dan 
JKN pada FKTP per 31  Desember 2024; 

.lJ. rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS s.d 3 1  
Desember 2024; 

kk. rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada FKTP s.d 
3 1  Desember 2024; dan 

II. rincian penerimaan dan pengeluaran BLVD s.d 31 desember 
2024. 

Pasal 138 

(1 )  PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 
cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APED. 

(3) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  
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a. laporan realisasi anggaran (LRA); 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSaL); 

c. neraca; 

d. laporan operasional (LO); 

e. laporan arus kas (LAK); 

f. laporan perubahan ekuitas {LPE); dan 

g. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 
dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur 
standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar 
realisasi kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah, 
dan laporan realisasi APBD. 

Pasal 139 

(1 )  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 
(2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan surat pemyataan pertanggungjawaban Bupati yang 
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

Pasal 140 
(1)  Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pasal 141 

(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
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dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan 
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dibahas Bupati bersama 
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama yang dituangkan 
dalam berita acara persetujuan. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 142 

( 1 )  Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
141  ayat (1 )  dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur 
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati. 

(2) Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan 
kepada DPRD. 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 143 

( 1 )  Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah 
dilaksanakan oleh Bupati. 

(2) 

(3) 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian dan pengembangan. 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan dalam 
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan 
bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Pasal 144 
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
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BAB Xll 

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 

Pasal 145 
(1) Batas pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) 

setiap bulannya adalah tanggal 25 bulan sebelumnya. 
(2) Pengajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk tahun berjalan 

diajukan setiap bulan setelah terbitnya rekomendasi dari 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

(3) Dalam rangka penyerapan anggaran, pengajuan SPM disesuaikan 
dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Pencairan Dana 
(RPD). 

(4) Untuk kegiatan yang progres pekerjaannya kurang dari 50% (lima 
puluh persen) sampai berakhirnya masa kontrak, maka PPK 
langsung melakukan pemutusan kontrak setelah melaksanakan 3 
(tiga) kali Show Cause Meeting (CSM). 

(5) Setelah pemutusan Kontrak, PPK wajib melakukan: 

a. mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan; 

b. mengembalikan sisa uang muka yang telah dibayarkan; dan 
c. merekomendasikan Penyedia ke dalam daftar Black Li.st LKPP. 

(6) PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang masa 
pelaksanaan pekejaannya telah berakhir maksimal 50 (lima puluh) 
hari kalender dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut 
dapat diselesaikan 100%, dengan terlebih dahulu melakukan 
addendum kontrak dan perpanjangan masa berlaku jaminan 
pelaksanaan (apabila ada). 

(7) Untuk kegiatan yang mekanisme pencairannya lewat SPM-LS 
pengadaan barang dan jasa (selain LS Rutin), wajib menggunakan 
rekening penyedia. 

(8) Pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring dengan nilai 
sampai dengan Rp10.000.000,00 dapat melalui mekanisme Uang 
Persediaan (UP). 

(9) Untuk pengadaan tanah, wajib melampirkan Kesesuaian Kegiatan 
Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. 

(10 )  Penyedia dapat mengajukan uang muka setelah PPK menerbitkan 
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai dengan klausal yang 
diatur dalam kontrak. 

( 1 1 )  Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada 
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan 
dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut: 

a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen); 

b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen); 

c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima 
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d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan 
gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta 
rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh persen); 

e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% 
(lima persen); dan 

f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen). 

(12) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara 
bulanan atau tahapan tertentu didasarkan pada prestasi atau 
kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik 
sampai dengan serah terima pertama (provisional hand over) 
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan 
puluh persen); dan 

b. pengawasan konstruksi tahap Pemeliharaan sampai dengan 
serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi 
sebesar 10% sepuluh persen). 

(13) Pencairan Permintaan untuk pembayaran LS yang masa 
kontraknya berakhir antara tanggal 20 s.d. 31 Desember dengan 
progres kemajuan pekerjaan 95% (sembilan puluh lima persen) 
atau menurut pertimbangan PPK pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan, maka dapat dilakukan pembayaran sebesar 100% 
(seratus persen) dengan ketentuan penyedia harus menyetor 
jaminan/Garansi Bank ke PPK senilai besaran progres pekerjaan 
fisik yang belum terselesaikan. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 146 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Wakatobi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 
7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



- 1 1 3 ­  

Pasal 147 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 25 1 -  2024 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal 25 - 1 - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 

NADAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR ? 



- 1 1 4 ­  

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 

ANGGARAN 2024 

FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 

KABUPATEN W AKATOBI 

APBD 

1.  Buku Kas Umum BUD 

PEMERIN TAM PROVINS/KABUPATEN/KOTA ..... 

BENDAHARA UMUM DAE RAH 

TAHUN ANGGARAN . 

BUKU KAS UMUM 

e ni oi + v o e  

No. Tangs a" No. Bukti Ural an Penerimaan Pengeluaran Saldo 

Dislapkan oleh, 

8up/Kas 8u0 

uamo. 

NIP: ..•....... 



2. Register SP2D 
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0 
PEMERINT AH KABUPATEN WAKA TOBI 

REGISTER SP2D 
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3. Register surat penolakan penerbitan SP2D 

0 
MERTA4AAT4¥ wAAT0 f 

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP 20 

e. 

" 

t s [  #4f 

I o I i I -" I 
tu4 

44 

I I I ' 
104 I 

... 4 

.0 

'" 

.. 
. 

- 
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4. Laporan Posisi Kas Harian 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . 

LAPORAN POSISI KAS HARIAN 

Tahun Anggaran .. 

Hari 

Tanggal 
Periode 

No. 
No. Bukti Transaksi 

Uraian Penerimaan Pengeluaran 
SP2D STS Lain-lain 

Jumlah 

Perubahan Posisi Kos horiini 

PosisiKas (H-1) 

PosisiKas (H) 

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD: 

Saldo Bank 1 : Rp 

Sal do Bank2 : Rp 

dst 19 
Total Saldo Kas:Rp 

·Tot0l Soldo Kos hrs soma engon Posisi Kos {tj 

Disiapkan oleh, 

BUD/Kasa 8UD 

8 
Nara 

NIP: . 
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5. Rekonsiliasi Bank atas osisi kas harian 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

RE KONSILIASI BANK 

Tahun Anggaran......... 

Periode : . 

1. Saldo Kas Umum Dae rah menurut Buku 
2. Saldo Kas Umum Dae rah menurut Bank 

Selis ih 

Keterangan Selisih 

A. Penerimaan yang tel ah di catat ole h Buku, 

bel um dicatat oleh Bank 
a. 5TS No..... 
b. Bukti lain yang sah 
c. Dst.. 

B. Pengeluaran yang tel ah dic atat oleh Buku, 
bel um dicatat oleh Bank 

a SP20N0... 
b. Bukt Lain yang sah 
c Dst... 

C. Penerimaan yang tel ah di catat ole h Bank, 
bel um dicatat oleh Buku 
a. NotaKredit No ..... 
b. Pendapatan Bun ga 
c. Pendapatan Jasa Giro 
d. Bukt lain yang sah 
e. Dt.... 

D. Pengeluaran yang tel ah dicatat oleh Bank, 
bel um dicatat oleh Buku 
a. NotaDebitNo.... 
b. Biaya Administrasi Bank 
c. Bukti Lain yangsah 

d. Dt..... 

Rp . 
Rp _. 
Rp ..........•......•.....•.. 

Rp ..•............•......•. 
Rp ..•...................... 
Rp .......................•. 
Rp ..•...................... 
Rp . 

Rp ..........••.•..........•. 

Rp . 

Rp .....•.•.....•............ 

Rp .....•.................... 
Rp ......•....•............. 

Rp ....•............•........ 
Rp ...............•.......... 

Rp ..•...................... 
Rp -. 
Rp.......................... Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp ..........•.............•. 
Rp . 
Rp........................ Rp . 

Rp . 

Benda hara U mum Daer ah 

Nama 
NIP: . 
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6. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan DPA-SKPD 

Berit_ara Hail \erifikasi 

Pad Har a ,  ..... Tenggai .••••.....•. Bulan....... ..... Tahun ............, yang bertande tengan 
dbewah in Ten Anggeren Pererntah Daerah 1TAPD. den 

Deerah Katupeten Waktot; No. Tenggel 

penyampaian rancangan DPA-PD Tehun Anggeran 

terhada DPA SKPD Ta±hun nggaeren 2020 yang he;ukan cleh 

Vare Lengle 
1 

'ahetan 

sesuat dengan Surat Sekretarts 
per:ha' pen usunan dan 

teh meikuken er.fiks; 

Adapun hes:l ventikast renetakan bah DPA.SK?PD Telah eai ' Tidal Sesuai dengan 
Pereturan upet tentang Peneteren A?DD yeng duratkan scbagar henkut: 

vama PD : ................... 

No. L'rlan Ju mlah Aggar an 

l. Rp 

' Rn 

Jumlah Rp. 

Derktan ierte were n dbuet den d:tendetengen untuk drgur±ken sctagantane testand 

Pih al S D  
'batn 

li Angara Pemerintah Daer a h ( 1  4 P D ;  
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7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD 

_0Go 

PEMER.NTAH 

AERAH 

ERSETJLAN REKAPTULAS. 

DOLMEN ELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

PA-SKPD; 

erasn as' er:ks Im Aaggrun Pezez:nth Dar:n tas se.uruh 
dokuznen pr.aksanaan anggran satuan kera perangkat darrah 

u. NT 

b. N. 

c. Jbatan 

nenye!LI Luk d.akuan pengesuan atas dokuznen pe.asaan anggran 

attn krr perangkt zdaer ere::ah Pr e s  Kbupen 'Ket sebagu: 
dasa: pelaksaran anggaran daeza Tahn Aggaran 

Kde Nu:nu Fuzz.Lr 

.A.SK Rn gkan DA SD 

2PA-PENDAPATAN SK=D Rincan Aggran Pendpatn SKPL 

0PAN-E ANJA SKPL Rincan Aggen le.un SK?L. 

PA-PEM.AYAAN SKPD R:acn Aagg«ran rernbay Lac:a SKPD 

Jsetu'ut lei, 

Sekrrrs Lerra' 

1 ,  gg. 
san a.en, 

• 

Nau4 

N. 
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8. Format DPA-SKPD 

LOGO 
PE.ERINTAH 

DAER.AH 

PROVINS KABUPATEN KOTA 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DPA-SKPDI 

TAHUN ANGGARAN 

URUSAN PE'ERINTAHAN 
BIDANG URUS3AN 

ORGANISAS 

Pengguna Anggaran 

a Na:ma 

NIP 

c Jaa:an 

x 

x XX 

X XX xx 

Kode Nam Fora..r 

DPA-PENDAPATAN SKPD Rnc:an Anggaran Pe:dapaan SKPD 

DPA·BELANJA SKPD R.nc.an Anggaran Be.an SKPD 

DPA-PEBIAYAAN SKPD Rnc.an Ansgaran Peb.avaan Dae:h SKPD 

D.sahan o.eh, 

PPKD 

@ 
Na: 

NIP 

Ta:gga. 
Pe:ggana Anggaran 

8 
Ng:ng 

NP 



9. Format Ringkasan DPA-SKPD 
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DOKULMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERAH 
For:..r 

to:s:'Kama:en'Kora ... 
DA'SKL 

Tun Agra: .. 

Orgur.:sas: x XX X 

R:ngasan Dokun.en Pe'aksaran Anggara Pendapatan, Delana an 

Per:.bay9an Satan Ke:ya Perang«at Daerah 

Kode hum.at 

Ree:r:5g 
Lr:a: 

RD 

2 3 

Perdaaa. 

ie.an'a 

Sur/iLe::s:t i  

ere"rs e m a r  

Per.gt.a Pean:ayEa 

Pe.navar eto 

Re:ca:a Re.:sas: Re:.car.a czar:Er 

Peer:mas er Har , DEA er iH.an . . " A ggi  

Jaar: Ra .. Jez:a:7: RD Pengkuna Anggaran 

Feruar: RD Febrar.: RD. 

(8 Ms:et RD Mare 

­ Ar. RD.. .. 
Aor:. RD .. .  

Me: RD Me: RD 

Jar: RD .. Jun; RD .. . .. 

Nara 

J ;  RD Ju. RD NIP: ..........  

Ass RD .. 
gs:us RD. 

Sezreznbe: RD Se=rember D Mengesahkan, 

0tobe: RD.. ... Oobe: RD .. 

PPKD 

owe mer R .. owe mer RD 

@8 Lese:nbe: Ro .. 
Lese:nbe: Ro .. 

Jm.a..: RD .. 
Jm.ar. R D .  .. 

Nam4 
NIP: 

··········  

"}r. Anpqaran Pe:n.erintatt Dae rah 

No Narr.a NIP Jabatan Tana Tangan 

l 

2 

dst 

Sea: dengan erod.sas. SL 
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10. Format DPA-Pendapatan 

OKLSMEN FEAKSNAAN ANGGARAN 

STU'AN KERJA FERANGKAT DAERAH 

Prast, Kabupa:en, ta...... 

TBu AgRaran 

HalaaAn..... 

Frzulr 2 A ­  

=ENDAFATAN 

SK=D 

Qr EAT.Sas: 

Rit cian Dakuren FelaksaAa AgRA:an er±apata 

Satuan Ktr's Fe:aRkat Dae:A 

Reker:ng 
Lra.an 

Value Sauar 
+ 

Jurls 

Ip; 

R:EAT Fe"iuIA 

Rt:cans Realisas Penapaan De: Bula.n' 

Ju:la?: 

Jaus"; 

Februari 

!Maret 

April 

Mei 

Jun; 

Jul 

Septer.ber 

Ok:be: 

Ju!a 

Ro 

..ran.gRai.. 

PrRRuns Ang&Ara 

Mengesahkan. 

FD 

N I P : . ·  

2  

Sesuai pericisas; SF 
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1 1.  Format DPA-Belanja 

EKLIE IEI AS+4 4GA 

SU\KENA FCFKG"DEF 

me.s. AEt" SE 

Ia Arma 

4 

la 

l a t  

TE:AT 

kt = A T  

k,ARE 

kt ± A A  

l ~ t ie r 4 L a t u  
�, 

la.Lr.a 

l:ta 

ht#AA" 

$ k t  

±+: 

le A le - u s # Lu se  
,., 

4 
,., 

kt2a i.a.A.La.a. a.a 

'At. i 

F r a t  

·b+.J 

5kL 

a u .  

a'. 

a:t' 

ar., 

/,': . 

rr.me: 

et:be 
er.bet 

is=er 

itufud stet, 

tuna ArgArr 

Lisi pln olh, 

KD 

@ 
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12.  Format DPA-Rincian Belanja 

XKLAM EL.AKSANAA ANOGA«AN 
$ALA EJA ERANGKAT JAER&AH 

rans'btfttr'is 
APur Ar,gaerst 

arruhr LA 

RINCLAN 
4.L.AA SL 

Lrser ere meta!Ar x 
i4dare Lrust x o 

erg • 
ears .4 

C 8 A r 6 I  

Lr4t x.ox 
ALok ant 2a/: fertile;e 

AMolt Eu Re..tr±ls;et 
AMok st hut l RE.terbulsr an 

trAul r dee "lee tleu.r A rtr 
Tolsk Lur rpa .dkr or 

suer 
elusr qr 
tail 
Ariarr.rake a#Ar gar 

Surber er darts~r 
I ir b t . A r p s  rsrsrr. A b L p r R ' A DM 6 M r' p t  Less'rlursbrt 
Ats1tbs er. t srudr dnssrulsr let.gtr'tut legitsrf 

: ulsi. sen 

.0at 

sriusrsr Sul «tautar 
' L . . L e  .er 
ettrrapt 

s le 

Reker.ts 

H e e r  r t 4 u t tr  
be  f e r  
alure 

Rpi 

sul eatsr .OK.ON 

$unbar et lqrsr 

L.last 
eiuartr Siu rgstar 

wkru rllessr.sat 
eterar. tar 

t r. w a r p  l z sn a r sr s a b bt _ . r s c_  rrlutplr 

• A u r a s  drrsr sartsr iissrcltr dergsr'sub krgatsrt 
ult. Sarr.pr 

o f t  
blunt 

tar Ari 

ran 

ebruart 
Art 

'£rl 
Met 
Jtr 

Ju 

setter.tr 
letter 

ante r 
setter 

J u l e  

.as ter Lulu:I 
et 

RD. 

tr#@al 
er.gguts Argasrsr 

(@ 

Mer@resat:kart 

• 

(3 

Ie ArgaRrer er:err+l .srral 
Lt.s '2 atut 

; 

l 

I Srsusi derg#r enohsssr Sa 
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13.  Format DPA Pembiayaan 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 
Formu.: DA» 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA 
PEMIAYAAN 

Pro:ns.{Kab.pa:en!'Ko:a SKPD 

Ta?in An&ca:ran 

R:c:an Dokumen Pela.sanaan Anggaran Pener:maan: Penge.uaran Pemayaa 

Saran Ker;a Pe:anga: Dae:ah 

Organ:sas: X XX.XXX ,. 

" 

Kode Ure:an 
Jam.ah 

Reen:ng Rp 

hamlah Pener:maan Pemaavaan 

'um.ah Pense.uaran Pemavaan 
Jam.ah 

Rencana ea.sas: Pen.dapatan pe: 

Bu.an% 

'a:ar: Ro ..:agga. 

Fe'ruar: Ro 
'" 

Pengguana Angga:ran 

Mare: Ro @8 
Ar:. Ro " 

Me: Ro 
"' 

2lame 

Nan: RD " 

N. 

'a.: RD ... 

Aus"us Ro 
Me ngesa:kan, 

Serem'e: R PK.D 

OK:obe: Ro @ 
oveme: R ... 

Desemer R� Nama 

Jam.ah RD 
" 

. ... 

MP .. 

T:m Anggaran: Pee::n:a Dae:a 

No Nama NI Jaa:a:: Tada Ta:ga: 

2 

ds: 
Sesua dengan per:odrsas SPD 
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14.  Format Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD 

n,a6w,97L- 

0.­ 

4 4 or 

"MAM. 

et I to I zi.• . 1 .57is;57 
h e 4 4 .  le  
_  ..  !  

'  
!  

'  
I  '  '  '  
I  .  

'  
I  '  '  

. .  •  '  
a  

'  
f  '  

4 l g .a te  

I  .i. 

l e t 4 . . 4  I  

%i 

­ 
�--- ­ ' 

- . .-  .. .  
---- ... - 

2% -·----- _ _. _____ --- --r-- 

' ' 
I 

' ' 

I I ' 
t 

4 el  I  

%  
I  

'  
e e  

i  '  • •  

'  bar  

le  

3  
!!!I  

­  
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15. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

l 

I 

' 

i 
j 
' ; 

- 

} + 

' ' 
t- } j ' 

' 

t 

I + l 1 . 

4 i 
; 

I I 
» 

ft 

40a 

@ 
le 

• 

l i 
I I 

: + 

l 

I 

; ----- 
+ ' 

' 
I I 4 

I ! '-T '- - 

1 - 

l l 

-- 

!  i . +ii-h], 

I  

I  
'-  

;t 

.. 

'  

I  
'  

i  
h  

t  
;  '  

.  
d  .  +  l  

I  l  '  I  i  4  

�  

l  
±  %  

�  

l  

'  I  
I  

- - - - - -  -- 

! 

' ' 

..4. 

• 
..4 

' 
I I 

I 

I ! 
�- 

·- 
� 

-1 -• 

' 

- 

-·- 
i 

44$% . 
! i l 

I 

I 

' ' 
+ 

' 4 

.. • ,. 

+ I 

it' +  
-  

--�- I 

""'-'"'------"--",---t--+'--+I"'_� -J----· - -:·+-t----i-,--+--: 
.. . .  .  

lo  

'  .,,,.,, .• ,�.,,...,.,. ... �� .. t<.,,,,oOlfll••" ! 
""J ..... l ... , ... ,., , . , ,, .  k.. l 

r e s e t e r  

_, ... j,o - "'T  ·--... .... 1 

....... 

l led ,., 

..• .- 

-· l •. 
� 

- -4 
­ 

_,. 

................. 

� • 

' --·-----r-, 
e w e "  

LT""r++4  ,  
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16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD) 

PtMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
PEIABAT PENGFIOUA KFUANGAN DAFRAH SFLAKU BFNDAMARA UMUM DAFRAH 

N0MOR.r 

TENTANG 

SURAT PEN YEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAE RAM 

TAHUN ANGGARAN 

PPKD SEU4KU BUD 

Menimn.bag baha untuk meiaksanair a anggaran be lanya sub kegtan tahu anggaran berdasarkan 
DPA SxD/Pe rubaha DPA-KP0 da anggarankavrte ah dtetaoan, pertu dissaokan 
en rmnnrhie us fro f(Gp 

Mengingat I PestrnDoenh . ...tentangpeetpsn AP8D/PAP80 Pr0insi/Kbupten/ 

ot a . T eh u n  Ang ran 
2 PersturanepsiDsershNomor... Tobun...tentangPen&barn AP8D 

Provins/abupater/ota .Tahun Ang ran 
3. 0PA99/eubah sn DPA$KP0)Provinsi/Kabupaten/ots .Tahun...., 

•·---- 

M£MU TU$KAN: 

Berdar Pe maturan De rat Prus/abupaten/Kota . , angz ai  Bula.... 

Tehun....tentang Angers Pend&part an den Be inja~ersh Ft&vins/.abupate n/0t8 ahun Angaran 
...Menetapkan/menycdikar re dirt angsaran sebagibe rt 

I Dar Pervedan Dana 
pPA.&49pyerbah D9A54KP0 t o o  

Dtunyksn ie pads 54PD 

3 epal$xPD 
4 lumlah Penyedaan Dana 

s untui Ke bututan 
6 ihtar Peryedaan Dara 

a umah Dana0PA-59/ P4rubahan 
DP-SKPD 

b Akurule. $Debelumy& 

c Sis8en y&ng be lum di$PD-kan 

..., _ 

(erblong ­ 

if.e..6.w 
,.. ,  _ 

(Tectlag 

1'P-·------------·- 
(erbvlong tip _ 
Terbilang - l  

(ert.lang 

e Sisalumist Dans 0PA­ 

5p/Pe rbah DPA-5PD yn 

dtumlahDan8yang+spinet ini p..woo 
'h e rb. l g . . o o oowo o d  

""--------------·--- 

be lum di$PD-kn 
etertua-etentua laen 

Dtetokand.. 

Pala anggl 

PPKD S£LAU BUD 

«tu rake ad 
f tear 
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17. Format Larnpiran Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Lam piran : Surat Pe rye di aan Dana [PD4 

Nomor PD 

Tanggal 

500 
Periode 

Tahun Anggar an 
Nomor dan Tanggal DP A­ 

$90/Perubatan DPA $KP0 

atan dan Sh % a tan Alumulasi Jurkah $PD 5isa 
No 

Kode Nam 
Agsaran 

cot Periode ir ·-- 

um!ah 

Jumtah Pe rye daan dana Rp............ 

f te r b l / . . r o w roow l  
Ditetapkan dr. . . . .­ 

Pad Tanggu.-. 

PKD S£LAU BUD 

@ 
Nam 

NP:..· 
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18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) 

PE MERIN TAH 

I 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. URUT: 

KABUPATEN WAKATOBI (SKP. DAERAH) ....... 

lass . . . . . . . . . .  

bur 

A n s  

Alar.at . . .  ······ 

onor Pakk Wsjit Ps;ask Ls&rs 
,NPWPL . . . . . . . . .  

Tars$al farul t£po ........... 

NO. KODE REKENING URA IAN PAJAK DAERAH 
JUMLAH 

(Rp) 

Jam.ah Ke:etapan Poo Paya 

um.a 

Sanks. c Bga 

b Kena:an 

um.ah Kese.rnan 

Denga: hara: 

- · · · · · · ·  
. . .  

LE:Hu"A 
Harap per.yctrsr. dilskuksr pads Bar.kBer.dsbsrs Pet:criss. . . . ..  
ApAbila Si.PL iri itsk Atsu kurAr,g tibsyar iewat wakru pslr.glans2 bar 
setclAt SPL iterirs stsu 1tars#al [sru tcr:poi dikcrsksr. sar.ksi air.istrsst 

2 bcrups bu.cs scbzssr 2 oer bular 

. . . . . .  

:a:g8a. 

Pead: Penge.o.a 
Keuangan Dae:ah 

At±ttt tt t ttt ttt tt t t t  

NIP 

ELA 4. 

X"n 

L'rut 

Arda Terrs 
.• tar.$5Al 

Nan.A 
... ..... . . . .  

ANA.A 

\wPL 
a.g Mer.crina. 

% 

rtpan jun,ah SK-Larsh didasrkan pa.snot gertturgan stag. daar penetapan pajai 
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19.  Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) 

2 Fora: Srat Kee:apa: Re:::s. Dae:ran 

PEMERINTAH 

I 
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT: 

KABUPATEN WAKA TOBI IKR - DAERAH . .. .. ..  

Mass 

[Abu: .......... 

······· 

% S I  A  
· · · · · · · · · ·  

Als.A' .. . . . .  

Norr Pkk Waftb Retrisusi 
LAcrA 1NP'WI . ............. . . . .. . .  

Tars&al jatuh terp ... 

NO. KODE REKENING I URAIAN PAJAK DAERAH 
JU MLAH 

(RDl 

Ju.a Ke:eta;an Poo 

R e : r s .  

Jam.en 
Sa:s: a Bu:ga 

b. Kena.an 

Juza.th Kese.uruhan 

Dengan hurf 
· · · · · ·  

.  ... ... 

PER:HAT'AN 
l Hsrsp peyctoran iilskukar psds Barke:dstsrs Per.emir:sar 

Apsbils SP iri ridsk srsu kursrs dbsyar lewst wskru palir.glama 320 Ari 
ctclab SKPL dierira atsu [tar.ggal jstub. tcmpat diker.ska. ssr.ksi 

d 
sir.istrati berups burgs sttcssr 2 per bular 

..Ari 

Peabut Pe:ge.cl 
ieungan Luera? 

··••1••··············•"1 

NIP 

PE:r.st 
,, Lrut 

Tr.± Terr:.s 
NAES 

. A55Al .. 

Alar.at 
NPWPL 

Yang Mer.erins 

Cats!an 
net;an jurt,eh SR-Larsh didstan padanot perrturgan srtag dar peretapr 

etr.tu 
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20. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

8 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI SSPD 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
SU#AT$£TORAN PAAK DA AM') 

- 2 . 2 . 2  

J° . . « . 2 « %  42:r II! « c s ; - 0 ;  53r «2 .3r2 

i or.ot .... .../5Pp/. .1202... 

Tanggal ............ ... 

A 

A2 a.«.13 C . 2 4 7 2 %  

2a5a2 .. 

A2a 422 

er 

M e . & : ' ; «  L·= L­ §''" '" L·= Gs+= Se «e4 

[ : · +  [J·er.» . · $  

«8Fe s=-e 2.2 

3Fa. ... .2.2 ., .2.2 T ­  2.2. 

.22F422.4% L­ [» 
2«34AS.% 

'  
8«5.TR • 5 .  I.5.1.2.3:3£ 

a • Ra M2 5.2 .1 22 

. t e a se. : a  se a « : '  

'<  « e a ;  e ? NM  » R ;  

I  

'  
I  1 . . 2 . . 2  .1 RE MAG .a: 

.A 
. . .  

.... 

Te:2; g'ts saratr seanpe ta" 

«.g.:«Tew 2e 2 · .  .. , 2.2. 

A T 4 2 T 4 ;  LEPE'A3;A F e '  
. AM F 4 A  

4­ 

4 L L  
'  
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21. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) 

( 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

. . . .  

a  Fee:a?ya Re..s .aw2 

+ 2  . L i d  ; a . 4 i L  •  2A  
A  1A 

­ 
SPPD 

(Surat Pember itahuan Pajak Daer ah) 

Pajak ........................ 

« r : °  

«A.A SA4PEL.LA FAA S R£TRIS! AERA­ 

- ' er g  

Var" 

a a s  

a>er 

' 
Area;a 

PERHATIAN: 

I a... %  2 ; l 2 . 2 2 1 . $ ; 2  '.'2£TA« 

2 5e . ' 2 + 2 7 4 ; 41 % 4 . « J 4  0 ; t a  

l  er6 : : M ;  A 44 % «  «# «±Ban Pengelol Pajak dn Retrlbus Derah 2+ ; 

» r ; ; 3 0 . 4 < ,  

4  «r.2arr 4 . 4 2 R e :  . . . P e e t 5 . r e .  

A  DIISI OLEH WAI8 PA)AK ! PENANGG UNG PAAK 

I Loe F 

I 
• 

l I ' I 
. e r ; at  

I  
a;P 

! 'er:­ + 5 2 2 °  

8.  DIISI OLEH WAIS PAJAK { PENANGG UNG PAAK SELF ASS SMENT 

.27222 2 F e . 2 3 . « M a 2  "a. S e , 2 2 2 . « 4  

·., r e g  er -gr±ei" s e e ;  2e.4 erD,+RD 

'  

).--,r 

.I$ e t  
i e a  i  

IE  I  
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C PERNYATAAN 

De;a ea s e e . a s  e,ax.ea.«A«S<die..4;3 « e e . 2 . 2 3 3 2 2  3  

a; .e2.. 4, 33. «, 4a ze «.ai3 e.a. 23 a; ea « ea. ese. z8.a6 24sea 

2 a - a ; 2 a k a & ¥ .  e 3 2 a ] i i  

wa]lb pajak 

aa)ta 

0. DIISI OLEH PE TUGAS PENERIMA 

No Formullr 

TANDA TERIMA 

Nara 

Alam.at 

EE. 
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22. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) 

6 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAE RAH 

. a . ea t  'ea l i t ' g s  i s. ' . a  

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

(DITETAPKAN SECARA JABATAN) 

iomor 
' 

(shun . e s % .  

Masa Pajak : 

e s p  
'  

'  '  
A  

'  
4  

'  
A  •  

'  ,...,,,>::> 

' 
+; Jr. "2 ' rrent.gt 

'  «e.LA 
' 

! « Di  .+ «; re 2i 2 es t $  •r--•-.;•· $ 4 4  $  

$42M% 

!"',' I 
pug?see 

I 
its 

I 
e -gta p 

I 
• Tete; 2s' 

I ~er 
II Di « t 4 « _ $ M S  DM 8 + M ' 4 . $ A 4 i t %  

'  
egta  -a  

i  s g  
R2 

l esp 

• 
4Ad «t4#A 44MY$ 3 13: 

2 i + a .  2  2:  

:  4 d  
a  .2 

: $adz«et 22 222 

. er e . g be o bo o t s  el a2 

! $ s s g "  

•  •  %  2  

'  
4« R2 23: 

: p s s t ' A r  p  

$  

'  
4 S M  

5  

e; .' 
EMALLAN 

' 
t 4 4 $« g  e a 4 $ Pe e 4 # . i  84  SUL'RA 6. Rei. 10$a102000006 ze; 

ne e  Sus.errs tels SS, 

; 4 5222+ . + .be . t  t  0 ,  e r  $2e . z «sus 4 

t i 2M AM .L i tt 2 b u s  

' ; ' ;  
t  le e r s - t i ps  ls 

',!) 

�· 
. : 
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Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT) 

@ 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAER AH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

irot 

ii 

t it a n 2 0 2 .  

hg .s"to 

or e.r e g  

�,:-y,;a· 

« g a t e  l i t e s  be «t s . e t  4  pi 

44 

e l  tgt I  es .r -et as ,  Tee; a, 

I : 
' 

2. 1 2 I�>· or Lt 222 2.22 

r 322 222 

e t  

get; 

«tt44 4$MY 
i. t a  

~rt.geoe.reboots el,  
3«s s t '  

2;+ 

« 

s s « i s 4 a  

- + ; be ,  

a  

a  

22: 

.3¢ 

:3 

" 
­ 

222 

23: 

­ 2 

PtMtAr!AN 
t M t # « M A  eat-et 4. a SUL#A. #eke. 1040 000000.6 Lt 

gr5.es.Sr seer 
4M $  So4 $ . 4 . b e s  t o . a  s. s  $02 z«ts ii 
4 Ai  24 M i n e  a  

'+;'$, 
+ . ge e - r i bs  ls 
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24. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

SURAT KFTFTAPAN PAJAK DAER AH LFBIH BAY AR 

iarrt 

fij.A 

s a s s  

A! 

$ s s  
A M . 4  

2  

;;= .s eo5 
or'ear L uer  

•  

2..  a s  r  . i u a t e s  a r r « . « er. L e  4  4  MA«4 

t o t %  

I  

I  
l  

veges 

;re.g 

eM# 

« t 2  4 $D Y  

i t .s  

...  ·-•· 

« L eo . t b s  e ,  

t $ gr  

2$ 

«g 

l s $ E a  

22 
p 

20 

.22 

222 

­ .. 
22: 

23: 

" 2 

222 

tetA«et 
ts be es e e ee e s  «  LE&AN Su IRA N. Ree. 1$01000000. zL 

es;or Sir.rwseers ESL 
4 $  $4} t $ A. 4 . a  s  toss.peg s 3 .  $0 t 2 « su s s  
4 M M .A 2 L i t e  

'+g's; 
b e e e e  i bas  Dee  
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25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 

8 
PEMERINTAH kAIIUPATfN Wf.KAT09I 

TANDA BUKTI PEMBAY ARAN 

-"""r I 
A " 4 # i "  

A . , %M A  A  

a  . •  

g  

«  

iAz4at 

KDDI ABK±IG 

e 
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26. Format Surat Tanda Setoran (STS) 

3. Format Sure: Ta:da Se:o:an 

SIS N . .  

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

SURAT TAN DA SE TORAN 

(STS) 

Bar.k 

N. Rtktr.in.g 

Harap ditenrs uaugscbtsar 

t. 

Der.gar rirziar pererirssr scbsgai benikut: 

No Kodeckerir.g 'rsir Rirziat Ctyck 

JUML AH 

Jurlal: IRp 

Lan.s tenscbut diterirs pads tar.$gal. 

Mer.seta?ui: 

Pr:ggur.A A$gar: 

uAsa Per.&Sur.A Ar$gArAr 

NIP 

er.dsars Per:zrir:aar., 
Ber.ts?srs Pererirssr. Per:bar.tu 

NI? 

Ler:bar Asli 'rruk Per:bsyarPer:yet3r+Psk Ketiss 

Salin.an I L'rtuk Ber.dahara Per.riraar. Ber.iabars Pereriraar. Per:bar.tu 

Salizar. 2 : Arsip 

Ca:an· STS :'a":r S': Setrar 

I Corer yang tidak pcrlu 

Cars Per.sisiar' 
Kolor ode Reker.ig diisi dcrgar koic rckcr.ins setiap rirziar. obyck per.istsar. 

2 KlrL'raiar irzisr Obyek fiisi uraiar rars rirzisr tck perdstssr 
3. Klar: Jur:lat diisi jur:lab rilat r.or:ir.al per.crirsar. sctisp nr.ziar atyck per.spatsr.. 

Catatsr: 

Ferr'tr tr: d:rakan rtk merer pr&an daerah ·pak daerah, verbs: dan 
pererraan 'atnyt 
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27. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran 

PEMERN TAH PROVINS/KABUPATEN/IOTA ... 

5PD..-­ 

TAHU ANGGARAN... .. 

LOAN MN ERM MN DMN ENYTTORAN 

tow 

mo  1N  eel  foRt  

le  led  

-- 
hwt.pi lie. his Joni hgt lie. lei Jot.h 

-� 

' 2 
3 

• 
I 

6 

1 

I 

3 1 1 12 1 
4 

1$ 

" 

aw tl 

ff et 

01A 

�tWolo•h!ld'"'°'nmr,.., 
u.Lt 

we 

2 . t i  

Peg  go! Peg 

tt 

Dtcerlsr 

hr er 

led Pert. 

8 
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28. Format Register STS 

UINTA PM ANS AB UPATE/KO TA 

5ro 

'AUN AN GGAR AN 

GS'ER 5TS 

�:- ..... �-� 

... is $15 

' 
f ode Rei ti writ de tat 

I 

eta ae 

gnu#ngey 

Pngw gnr 

Dupar oiet, 

lone/ 

rd Per. 

le.a 

P ­ 
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30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDANA RA PENERIMAAN/BENDAMARA PENERIMAAN PEMBANTU 

$KPp 

PERIOOE 

A. eeriraan 

1. Turat melalutr bendaara penermaan 

2. Tuna melalui bend-hara penenrnaan pembantu 

3. Melalut le meenrg bendahata peenmaa 

4. Melalut ke teenirg a ururn daerah 

8. ulah pererimaar yang harus drsetor«an AA2+A3\ 

C. urnlah peryetor an 

D Saldo a di Bershar 

1 BendanaraPererraan 

2. BendanaraPerenraan Pembantu ...... 

3. Bendanata Pereriaan Pembantu 

4. dt... 

pi tujui oleh, 

enguna Ant r 

Kua Peng Anger n 

@ 
irn 

4t#; o 

fp. o 

Ro 

Rp . 

Ro. 

Rp .. 

Rp. 

Rp. 

8p. 

Rp . 

Ro. 

Rp 

Rp. 

0ilapin oleh, 

tenth.at fencer irn.a.aV 

Bendt eeetrn.a Prob tu 

@ 
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3 1 .  Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Administratif 

D Fora: LApran Per:anggangawaan Bendaara Penez:maan 

Adm.:.s:rat:: 

··- 

I 

I 
t 

,. 

! 4 4f  

.  

........ 

_. ... 
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32. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Fungsional 

A0(14GG40A.444 0-AMA4@I.A.4. 

1tp.4t4+w644) 

___ ) __ 

] n o r  

-  --- 

I  

i 
J 
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33. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan 

PEERINTAH KABUP A TEN WAKA TOB 

BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH 
L AbMYACM NO#WANG-WANGI SATAN ht 0000 20%6 00400 .00 

.d' do 

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN·..200 

ANTARA BIDANG AKUNTANSIT DAN PELAPORAN BPKAD KAB. WAKA TOBI 
DENG AN « s o . o o s o o o o o o . . . o o o o .. KAB  WAKAT0Bl 

Nemer: ····/BAR/AKL!+·! 2021 

NP 

Jabot 

......................... _ 

: ·••·•·······•·•······•·· 

: Pisbat Fent.ha Kenn 

• a07•tit.r.alt 4 .at. as t err1. wat er..# ac.£r# • 12es3acar ,er-arii' A#er.tr. 

.se.PIHAK PER TAMA 

No ; ooooooooo+ore_ 

MP ' .. 

hebetn : Kaid Alots 

a . L t #rt . r . a  .test.ea1ere1.A.1t er..asteal.rer a.la..er tr.a.Azar.Fe.rar.a..tr. 

It.se Keaser tr.set' serer..rt.er,rte PIHAK KEDRA 

er.ear taewt'eat est r Fors.a Fertartar.t Opurk period .st..aTern car 
dta berdto Ser Pert ;hebe  (PD ions den! bah redoneilii yang din oleh 

rtit ale.ti d dot pee «ti pet.pore den ho bi brio.t' 

'!Levee° 

t '  

PK  OPD  

Mort  A.lot  Mer  04p  

................................. 

NP 
'errata 

Kt.ck.recs.c.es.rear 

:,,.11, 

NIP. 
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34. Format Nota Pencairan Dana (NPD) 

$p...oo+or 

v0A NCAA 0A A 1t 

e aw fad oowe 

nt 4to 

re 

o.re 

tit 

.ding at aw 

No.DA 

ran A.nan · .. - .. 

du% iin i ire rue 

bituul ole h, 

$nag or Ang4woo 

ere+err Ar. 

pan oh ,  

j.a. 4e l . l ed #t at  

------- --- -- · -  ------- 
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35. Format Rencana Pencairan Dana 

0 
PEMERINT AH KABUPATEN WAKAT0BI 

SKPO . 

REN CANA PENCAIRAN DANA 

TAHUN ANGGARAN ....co·6.66+..,, 

Adu 
NCAA NCAA¥ 

OD#KN1NG Ura 
GGA AN 

Ju4LA4 

Un!Gu u us 

• d J d 

' • 
r d ! d  

ULA 

eg g  

fen@gum4nggan 
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36. Format Surat Pengantar SPP-UP 

UAT P£MINTAAN MAYA#AN LANG 8404AA ($90) 

. 4 + t a . + 4 +  44 

�•; 

: -  ..... 

4 h. %. . 4 . 4 . 4 % 4 l 4 . . 4 .  

+ . . , a . +  

. .  

•.. 

d 

4 !  

- 
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37. Format Ringkasan SPP-UP 

KAB. WAKATOBI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
Nomor. 

Ua ers din 

$en.up 

I. ma Spunt era 

2. mna Pen9gun 
AggaranK us.a 
peoana An0at an 

l. Nara Bnoahara 
Pennel uar an 

A. /twp Bendanara 

Penuefuatan 

, 4Nara Bank 

6, I#orno evening in 

l. Unto Keper loan 

8, [pasat Pengeluaran! 

do 

$p 

Uraln 

Nomnor 

Ism20 Sebelurnya 

Pad sPP nu dretapk an lamcurar-lamp#ran yang duperlukcan sebaqamnana tertera pada daftar kelengkapa 
dokuren 52p.] 

conet yang tidal perlu 

Lernba Asfi L#tu# Pro@gu0a Ang\ran,-KP 
Salinan l untuk Kasa BU0 
Salinan 2·  Untuk Benhar Pengelur an 
Salina 3 Untk Ars«p Bendahata engeluaran 

ianq-wanq, 
end.r Peng-el uen 
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38. Format Rincian SPP-UP 

KAB, WAKATOBI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
Nomor. 

Tatun Ang9aran 

RINCAN RENCANA PENGGUNAAN 

Mo train 

Total 

tertlag' empt tatus jta bra plu elapan niburupiat 

MengetahuMenyetuju 

Pengguna Anggran/Kus.a Peng9na 

Anggarn 

Wang+wa09, 

endahara Pengeluran 
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39. Format Draft pemyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani 
oleh PA 

PEMERINT AH KABU PATEN WAKA TOBI 

SKPD ••.•••.•.••••...••.••..•••. 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN $PP-UP 

v vr r y«tr teir #p o o o o  'terpnag 

o o o o o o o o o o . r t «  #@pert $«FL At ai2tot ruf 

L . .rr rg Peete gr' en±tut 4 24° 2purr Ltti «cer a gea 

r e r p a u t g; t r 2 g r . 2» 1 i t  #  2PA-5 

2 .rr Mg Ferer. ' 4'IAtLtti Kr 2g.rir r t « s r p a p e r g e  a  

·pergenar rg rerurt «etertar ag tens« tars « zergr P e r t r  

24313I.S 

Air5nt P e r r o t a ! r t  reg«p.tensor erg.r 5RP.FSKPL 

wer3etr. 

e r g 3 . g g n r  ' M F 4 r g g e r 4 3 g "  

• 
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40. Format Surat Pengantar SPP-GU 

6 
0 4 f 4 64 f l  

AT 8#104A49Mt4A#AN GT UNG f604A($9Gu 

..4 

. + 4 4  . . 4 +  44 
»; 
. . . . .  

a r i a . + 4 . a 4 L e .  
. 4 . . a. 4 . 4  

ION  
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4 1 .  Format Ringkasan SPP-GU 

PE MERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA"... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nor.or: 

a 5P 

PD 

[$P2D Sebelumy# 

L: 

5r .  2car 121.$$. 

5ebes: R; 

4rt.r.g. 

tr 

2rat ; 

.rr ; 

L: ; 

rar. ; 

.am.r k; 

L: ; 

. •  targgel. 

Benda hara Pengeluaran 

tr.E tar.gr. 

r.Arn ler.gkept 

NI? 

lesAh Peg.lg 2>>, 
I as 

fa 2  +le,ea 
le3 rt«tea±lite 
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42. Format Rincian SPP-GU 

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATE/KOTA') ..... 

SURAT PERMINT AAN PEMBAYARAN GANTT U ANG PERSE DIAAN [SPP-GU) 

r..r 

Tahu: ±cg2ran:. 

RINCLAN RENCANA PENGGLNAAN 

Er1 

: . ls :  

TOTAL..... 

Penggun Anggnn Bendahar Pengeluaan 

'rl:rap 

m .. 
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43. Format draft pemyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani 
oleh PA 

PE MERINT AH KABUPATEN WAKATOBI 

SKPD .....................•..... 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU 

Serb.gar ergr Snt Perrrtar r p r .  ant Lg F e s e r  [$PR.' 

tr3a tA. «r «r ete p - o o o  (teroutang 

at tot 'r 

..rr r t r g  Pers±tr [Gu e'up at 2i2° Der;r tu «perat gr 

r 4 r b a « g t "  ' ; k + r t  es[RA.54PL 

2 . r a r  a r t r g P s r e r  IS' teib ta Air grirrti 4 r p 4 e n ·  

eseur ag rerurt «etertar arg; teri f t  t i « r  aergr Perun 

.$1.3IS 

e r r  Sun2t Perr,tr rb u t r t u i  reergaptersent perg_r $PR.u5PL 

wergenru 

Pe g g3 . A r g p o . a s + e r g s . A g p "  

N r  
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44. Format surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SPKD . 

Jin . 

20: 

Nomo: 
Lamp.ran 
Per:ha. Peron.onan Pe:ga .an 

Ta:a.A Lang 

Kepada 
z. Peaba: Pege.o.a Keuangan 

Daeran Kab Wat:ob: 
d . ­  

Wang-Wt:g. 

Sehuungan dengan eurunan ega:am am: make 

dengan in mohon Kepada Bapa ranya dapa: d:er:an 

t.. 

Program ........ 

Keg.aran 

Uang Se escr 

.- dengan R.nc.an 

Rp 

R; 

,· 

De.an Sura: Perohonan n; semoga Bapa dapat 

menye:uu dan atas erasamanya Kam. cap&an :er.ma 

as.b 

Kepa.a SKPD 

. . . . . . .. . . . .. . . . . . . ..  

NIP. .... 



- 159­  

45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan 

PE MERIN L A H  ABUPAIEN W  AA TOBI 
BADAN PENGELOLA KE LANGAN 

DA . A S E  T  DAER AH 

'lu. Ahyekse No. 30 Wang:-Wang Seletan, ode?es; 9379, 
Email: gpnkad ht@bi m d n  

Wang:-Wang, 

Von»or 

le! Persetujuu lambahanl aug Perediaan 

Nepede Yth, 
Penggune Anggeren Kuse Penggune Anggerem 

Kuh.W2ketob; 
D : ­  

g:- gg 

I. Dear: 

e. Pereturan Menten Dela Negeri oror Tuhun 2020 tenteng Pedoren Pengeoleen 
Tekams Pengeicleen euengan Deereh 

b. Surat Perohonan Tarbehan Lieng Persed:ean dar PA KP.A Noor 
. tenteng Penrohonan Tambehan [ang Persedean. 

tanggel 

ode lraian Ju ml ah 
Rel 

lumlaht 4 ,. 

Sehubungan dengen butr l tersebut d:etas, dngen zm dberkn persetuuen Terbahan L. ang 
Persedi±en sebeser Rp............,- (terbilang), untuk keper. uan mendesak SK?D 
dengen rn,tan 

Tarbehan Lang Persedean tersebut tdak dapet diguneken untuk mebear pengelurer 
yang menurut ketentuan harus dlkukan dengan Perbeyaren lengsung 1LS1 

• Tambehen Liang Persedien tersebut digunaken untuk palg lar l ts2tu; bulan sejaek tanggel 
s2D dtert:tkan. Apeb:le Farhahan Lang Persad:an tersebut tdak het:s delar satu buien, 
rake sws daene eng ad pade Bendehare Pengeluaran h setwrkan kerbah le Kas Deerah 
Kabupaten Wakatot: Rek. Ncror: 10$.01.02.000OO3.6 pade Bank Sultre Cheng Wekatot: 

Der#tan untuk rented: perht:en 

epala BPK.AD 
Selaku BL D, 
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Format Surat Pengantar SPP-TU 

PEMERINTAH KA8UPATEN WAKATO8I 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

(sPP-TU) 

MAY#4474 

AAA 

AL . + ; 4  «.142.+4a 

2; 

J ·r:1: 

44 &:& E « L A .  A  4A; & L A ±  A L E  EAL!AA AH" A & 4 4  ~ 4 4  « Au • +gt 

« 2 t  g . I  't Lt IR" & it « e a «  S t e  t  gt gt ; 

LA 1,A24. 

$« 
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47. Format Ringkasan SPP-TU 

PEMERIN TAH PROVINS/KABUPATEN/ KOTA" 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP] 
r.or: 

lumbahan Lr Perediaan 

$PP.TL 

Serr»s Rt 

ertzg 

Uri 

t sPD 

.t 

t D eel sty 

.t .t 

Pejbt Pell4a Tekri Kegiatan 

2a 48Rat 

;P 

"" C E : ' >"  
E33 < 3 7 . . .  

:.-;iii", 

bdhr Penelura/Dendhra 

Pengeluaran Pembant 

2a A"4ea, 

.P 
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48. Format Rincian rencana penggunaan TU 

PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA')...... 

SURAT PERMINT AAN PEM BAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDLAAN [SPP-TU] 

r:ar: .  

Tahun .Anggaran: 

RINCIAN REN CANA PENGGUNAAN 

Kie Renn 

3. list 

5. lxxx.xx.x.xx 

• Ix.xx xxxx 

xx..x KC 

• list 

TOTAL . 

Penggun Anggnn/ Kus Penggun Anggran 

'Yr. Lznz 

NE...... 

Zr;a: .zng±" 

Bendahra Pengeluran/Benda hr Pengeluran 

Pembantu 

'Nam.Lenz«±" 

NE.. 
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49. Format Surat Keterangan TU 

PEMERINTAH KABUP ATEN WAKAT OBI 
SKPD . 

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP.TU 

Sehubungan dengan Surat Penntah Pembayaran Tambahan Uang 
Persediaan SPP.TU; yang kar» ajukan sebesar Rp 

(trtlatgperiuan .. . . . . . . . . . . . . . . . )  SKPD Tahun Anggaran 
bergartenon dengan sebenarnya bahwa jumlah tambanan digunakan untuk 
keperluan 

No. 
Kode Rekening Umain 

Jumnla t 

Urut p) 

Jumnlah 

Dermikian Surat Keterangan im dbuat untuk me/engkapi persyaratan 

SPP -kn $4./h 

en«tanu, 

ngus#gganuasa Penna +aa 

tans tan3an+ 

errs Len«al 
4P 

Catatan ; 
Do«rsn en Bendana'a Pee'uaraPPTK ±an i4aaana en PenguaAgaa 
Kasa PengaaAngaran pata saat pengayuan pen&'ban SP2D «8pad Kasa BUD 
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50. Format draft pernyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani 
oleh PA 

6 Fora: Pernyaraa:: Pe:ga;an SPP-TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SKPD . 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU 

Sett'gr erg Snt Prrtr Rrtarr rbrtrg Pense2r $RR.TL 

agg at ir. y«ar etAr p. eooooo (tertiang 

at w a i t 2 h 2 " f  

I  .raar Tartar 2r. rg Penezr I' rebut at 22n 41guru" Lntu« «spear g 

r 4 r b 4 g t "  0r3«r.2«r2 M I R A . 5K P  L  

2 . r a r  frat gPeMzar IT'net.ttaa« pr 2gti.rt«rsrpu peen 
· p e g e a r  g  rerurt ketentar arg ten« tns iur ergr P e r t 2  

-4i4/ 

Merge'. 

+erg.Arggnr ' n e g ; n a g ; i f  
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51. Format Surat Pengantar SPP-LS 

1 .  Format Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

0AT NTAA4Pf6A¥A4A4 LANG$NG$A#ANG 0AN MS 

($1$4ANG OMN AM) 

4u 

»; 

4 . L A . 4 . 4 4 . 4. L 4 4 . .  Lt  

h o. 4 4 .a . 4  le t . 4 4 .  

L . 4 4 4 . 4  

4 A h  

.... " 

., 
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2. Format Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan 

A r 4 4 4 f .4 4 4 A 4 4 G .04 6  640 %46 
0at-GA-fut4G 

. . . . . . . . . . . a . . .  
. . . . . . . . a  

re  
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52. Format Ringkasan SPP-LS 

PEMERIN TAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA" 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP] 

Nt..ar 

Angang Guff dar rjangar 

$ L s  

tr/n 

PD 

- 

R; 

L 

ff PD ebel mt ya 

e]bt Peller Telri Keitar 

at& 

IP 

Lbw#th .et;3.ti;r i, 
$ al . «. .'  

2  «it1-try « 
r } er r · t r -  »e 

a 

Ber duh% feel 

E a t " K a ,  

IF 
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PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA'' 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP] 

art.at: 

rte4a 

raa% 

t'run 

PD 

II PD Sebelmny 

C.• 

Pejbt Pe lr Telr is legit#r 

.A. 4..4% 

M 

LenbAi .«>rs.lg Rs> 

$a 1 • 

: 5 : : : .  

18. 

Der dahn erelut/er duh Ferge hara 

er bar.t 

:4 .14a; 

MI 
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA" 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (PP) 
r a r : .  

Lgng Pihl Ketig Linty 

$PP4$ 

rt#at 

eztz 

tr 

It lg2D Sebelu try 

R; 

t 

Pejsb Pell felt Keg it Ar 

a:.A; 

.p 

u mbA " L e ; 4 . 4 i g g 4 B L  
$ I  "«.4SL 

2 r a r t s y +i  
fen « A @t e r r ; e . s i s  

Ben dun PergelrA 
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53. Format Rincian SPP-LS 

FEMERINTAH PROVINS/ KABUPATEN/KOTA]...... 

SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN LANG SUNG [SPP.LS] GAJI DAN TUNJANGAN 

mar' 

at.ur. ±rggarar.: 

RINCIAN RENC ANA PENG GUNAAN 

..A. F L !  

C.Xx Cr .xx 

lxxx rr 

TOTAL...»sow 

Me:a.. M:yet. 

Peguns Anggaran 

-1L-13642 

IP 

Tzz:. I.$. 

Bndabrs Pengeluat 
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PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEX/KOT4')...... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG [SPP-LS] BARANG DAN JASA 

oz:ar: 

abu Argaran:. 

RINCLAN RENCANA PENGGUNAAN 

U:an 

3 s 

4[xx.xx.Ix Ix.Ur 

[LC.XX.X XX.x 

$. s: 

' ls :  

'JUtAL . 

Penggun Anggrn/Kus Penggun Anggrn 

er.pe:. I2ngg. 

Ben dhan Pengeluar/Bend Pengeluran 
Pembantu 

NargLltni 
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PEMERINTAH PROVINS'KABUPATEN[KOTA]..... 

SURAT PERMINTAAN PEN BAYARAN LANG SUNG [SPP-LS] Pi±auk Ketiga Lainnya 

am.r: .  

bur.'rggarr. 

RINCIAN RENCANA PENG GUNAAN 

rom . 

.an 

Raggun Anggrt 

.F 

T±a: 72..g3. 

Bendhr Pengelurn 

'21l2:32 

.P 
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Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin 

pendukung) 

Ma 

4.van al 

Pu. 

.» • 

Mengaet. ht, 
eral S/" itedahen Pergeran 
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PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA'] 

SURAT PERINTAH M EM BAYAR 
Lang Perediaan [UP] 

Thur Ang±Ar: Nie. $PM: 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potoagat - potongat ; 

PEMERINT AH PROINSI; KABUPATEN' KO TA Lrin 
Ne. Jumlt eterngan 

e. RekeitgL 

.»yzz±:±:r. SD t 

JA NL 

5ED . .  

lrferusi: 'dc egg.zeat S' 

it:2a. ta# a. Crin 
Ne. Ju mlh eterngat 

�. - Kt.z3;l .  . . .  i. Reke ningt 

a i d  

:.I-'',',)' J.a : 

Das: Pezy" 

L:x tr:La" 

Pembebtan Pd Keg~tr $PM Yang Dibyrkt 

K ODE KE GUATAN l Ur NIL AI AA zD..:: Rt 

I JA :z : 

.z F Ana: 3ls'A4 K; 

U t z 5 r a n  

Jumluh $PP Yung Dimint. Rp. 

'455i 

431£7.£ PegruAtgt 

+:'Az 

Li..5£ 

Nemer dun Tang4l $PP ? 

' e a r ± . 2°  .«gr apt.A.spas 
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56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA 

€ PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SKPO . 

SURAT PERNA"AAN PENGAUAN SPM-UP 
err 

Sert.gar err Sant Pen@tr r t r  g  Perea $P.» N. 
r .  an « r. e r  ieteir fp o o o o o . . ,  flering 

o o o o o o o o o o o . 4 t i  # t e r r  $? , t  \2itb tr,e 

I r r  rg P r i e r  tu riett ta r gergrir. rtui «ager gun 
rrpuegtr 3«r+air2r 4e1 RA.5 
2 r r  g e n i s n P  tutttai rag.rarrtirtrbpergeane.  
pe e n  r  4rrt «et@rtar rg peak t s  ztkr 4rgr 4rpAnt 

• .S 

De i r  Sun Perr,tr t tat rt serguperunt per,r $.P 5KP 

+i 

'erg«tut 
· e r g g s r r g p r ' a e g s o n g  

•�p_ 
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57. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA 

R. Format Sta:?erytun Tang-ag awab Mtlk SPTNAM, ntuk LPG 

• Forrra Surat Pe:nytan Turgng Jawab Mut.k (SPT'AM, zntuk 

L'Gu 

0 
FEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

Nama SKPD . 

Ria mat SKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
Nomor t l i  

Yang erand angan d awan:n; 
Nama 
NIP 

Jaaan 

· . . . . .  12 

· • . • .  13 

De:gan :n: menya:aan de:gan sesunggunnya banwa 
Perh::ungan 1 5 . . .  seesar i 6 . . . .  ide:gan hurut :e.ah d::rung 

de:gan bena: 
2 Apa:l d: kemudan nan: :erdapa: es.aha dan/a:au e.ex.han a:as 

pemoayaran t7 terse, seagan a:au se.runnya, Ram 
ber:anggang jawa sepenuhnya dan bersed.a menyetoran a:as 
es.ahan dan/a:au e.ehan pemoayaran terse: ke Kas Daeran 

Bu.-uKt dan doumen as.: terseut te.a diver.as: o.eh Peyaat Penatausahaan Kean.gar tPPK-SKPD dan dis:mpan sesua: e:enraan 
yang ber.a. pada Saran Kera t8] unru Ke.engapan 
adman.stras. dan eper.uan pemer.saan aparat pengawas tungs.ona. 

Dem:an sura: pernyaraan :n: duar dengan seenarnya, da.am eadaan 
sadar. dan dad:awah :eaanan 

.19 

Peggna Aaggaran Kasa Pe:ggana 

�ggnc•�. 

l o  

Nam .engap 
N!P 
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58. Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN 

VERIFKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN 5PP.UP 

Sat gtertnd tsngan ditwn ii 

am 

IP 

Itta' PPx.$KPD 

'entis engan sesungguhns thaws dimen in mzirsn Surt Permintan 

Pemtyrn LP amcr . . . .  Tsngsh . teh /engar in san sesaai ketentun 

perturn peruandig-uniagn. ks di kemudisn nar. pe r t a n  sya i» tiik ten, 

mzksays bersedidiberikn sanksi esui peturn yang beriku. 

Demikiansurt pervataan i says bat dalam «esdaan sadr in tnpi paksandari piha 

mnaun. 

PK.9XPD. 

[.­ 
Nip 
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59. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 

SARAI PENELIIIAN KELENGKAP AN DOLMEN SPP 

sPP .UP 

dokumen SPP-UP yang 

D ,,Hilt p11ng;ant1r \PP-UP 

D nngk.Han SPP-UP 

D rinc1an SPP-UP 

D SK Bucati tenta"IJ 2Hann UP 

D uluunSPO 

D :t•ah Pernvatnn cen11jua"'I SPP-UP umuk :tit1nd1t1ng1ni oleh P&.. 

PENELITT KELENGKAP AN DOKUMEN SPP 

ngg 

n 

Lent Asi 

nnl 

Snn2 

5nan3  

:untukPegnAggn;PPK .SKPD 

:untukKus PuD 

:untuk ednaraPengerun+pp7K 

Ariz Pendhan Pengelun /pp¥ 
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60. Format SPM-GU 

PEM ERIN TAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA' 

SURAT PERIN TAH MEMBAYAR 

Ganti Lang IGU) 

'bun Antaran: Kie. $PM: 

KUVASA BENDAHARA UM UM DAERAH 

PEMERINTAH PROINSI' KABUPATEN' KOTA 
Ne. 

Crin 

Ne. Rekingl 
Jumlh Keterngn 

Ptgat - potorgan : 

SKPL 

Ne. 
Crain 

Ne. Rekeningl 
Ju mlh Ketengt 

PembebanAr Pd Kegitn PM Yung Dibyrk 

KODE KE GUATAN [URAL 

I 

NIL AI 

Juli± $PP Yg Dimitt: Rp. 

Per.gut Argt 

Nemer dun Tang4l $PP 
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Format Surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SKPD . 

SURA_PERNyArAAy_PEyGuAysPM.GU 
4rt . e  

Seruturga zergr nt Psrtr Vert art rg Penez $9Gu No 

a33. . . . . . 3  «rt auks etei2 p «. o o o o  tlerbiang 

o o o o o o o o o o o o u r t u «  «eperusr S«PL at ai2tot Ia"uf 

L..rat r t n g  Preza4 IS' tA'et AI 2r Argrair rt isperi $ 

r4rps.tgtr 4 r 3 ii i 2 . 4 4 5  LFA·-SK 

2 .rat a n t r g P e n e a r  Gu'terietut ta air. a.rkar rt rrbppegeunar. 

pergeinae urg rerutt etertar g beri tru t e e r  erg« Perper 

.rgng'. 

erkar Sn2Pero\tr r tbutrtut re«rgpipers@an2tar. pergyr $'-L5PE 

Verger. 

Pe rg g A r g p o r  P e r 4 3 g  
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62. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 

G 
FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

Na.ma SKPD . 

ia mat SKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

No:or : i i  

Yang er:anda angan d: awan:n: :  
Nama 
NIP 

Jaata: 

. . .  1 2  

3 

Dengan an: menya:aan dengan sesungguhnya banwa 
Per:rungan 15.  seesar i 6 . d e n g a n  nuru te.ah dh:rung 

de:gan be:a: 
2 Apa.a d emd:an har: terdapat esa.an.an dan/arau ke.ebx:nan aras 

pembayaran t7 tersebt, seag.an atau se.uruhnya. am 

er:anggng jawa sepenunnya dan berseda me:ye:oran aras 
esa.ahan dan/a:au e.exhan pemeyaran terse: ke Kas Dae:ah 

B u . - .  dan dome as.. terse: ze.an d.ver..as o.en Pea2a: 
Penatssah.an KeuangAn iPPK-SKPD dan dis.mpan sesus: e:en:as: 
yang ber.aa pada Saruan Kera i8 nruk e.engapan 
admistras: dan eper.uan pemer.ksaan apara: pengawas tangs.ona. 

Dem:«an sura: pernyaraanzz: d:ua: dengan seenarnya, da.am eadaa: 
sadar. dan z.dad:awah zeKanan 

9% 

Pengg.na Anggaran Kuasa Penggna 
Anggaran. 

[ e ]  
. 0  

Na:a .engap 

NIP 
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63. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 

• 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

Nama SKPD .. 

-iamar SKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (8PTB) 
Nomo: l i  

Yang beranda :angan d: oawah:n: 
Nam it2 
NIP 13 
Jaa:a: 

De:gan n: menyarakan dan 
penge.aran $PD2 5% 
e.an;akan sebesar 17 

KaWKa:ox 

bertanggang Jawao penun atas sega.a 
seesar t6 idengan hurut te.an d. 

dengan hurut} o.eh Sar:uan Kera t8 

BR.-at: dan doumen as.. zerseu: d a:as te.an d.er::as. o.eh 
Pejaa: Penatausahaan Keuangan 1PK dan dis:mpan sesua; keenruan 
yang er.au pada Saran Kera 19 unruk ke.engapan adm:s:ras: 
dan keper.uan pemer:saan aparat pengawas fangs:ona. 

Dem:.kan s.rat pemya:aan .ni d.baa: dengan seenarnya, da.am eadaan 
sadar. dan :.dad:awah zeKanan 

.+.0 
Pengguna Anggaranuasa Penggna 

rnggaran, 
Ma:e:a: 

6000 

' i i  

ams .engiap 
NIP 
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64. Format Serita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Serita Acara 
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi 

PENERINTAH KABUPATEN WAKA TOBN 

BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH 
L. AbDWYASA NO .OWANG-WANG SELA TN h 00.00%a. 00 200 

'd 

BERITA ACARA REKONSILIAS BULAN•a 

ANTARA BIDANG AKUNTANST DAN PELAPORAN BPKAD KAB. WAKA TOBI 
OBH::AN ...........................•...................• KAIi. WAK>.1011 

Nomar:---·IBAR/AKL!·!2 

••••••••• .. ••••• .. ••••••N 

NNP 
hebetn 

.rter.car.a.«tatter..r. at er.aid.er-at is Ziacart .er.ais' r.# r ' . '  

4e.MHAK PER TAMA 

z -  ·························. 
MP ..........•....•....... 
Jabet : Katid Ala.ntosi 

e r . t er r . a  .1.224 r. +r+£. er.ass.rare.els....rerszar.Pea.re.beet.ar 
Its.ire et..st. ars.re,Ir.Ace.PHHAK KEDUA 

er.tdkr.tac.tea.c..t. lax.rs.aerst2et.Pe du Op uni periode st_2T den car 

d berdale Sur Prtan.ngh.be GP9anions do lolnden beh redonelii yon dun oleh 
di lei de d pod «ti pedon, de be obi beet 

t 

Mer Alesi Selia 

erk.er leer.tsar let.r..as •A.A.a A 1 . a. #e r. at.  a,a.+4r%. at'era eke.rt. a.­ 

.a.a' t . Lr, a. 4 . 3d e# 1 a  

PPK  0PD  

................................. 

NP 
NIP 
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PEMERINTAH  KABUPA TEN WAKA TOBI 

BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH 
JL AbMYAM NO.WAN-ANGR SLADAN TM 0000 00002000 

rd 

BERTA ACARA REKONSILIASI BULAN 

ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB WAKA TOBI 

DENGAN·... KAB. WAKA TOBI 

Nemer : 900¥--·/BAR/ AK PL / 20 

a z ar t ' er  tutu at. r a r r. r t .r . ' tr er e . I s. ar e  tr'rs. . ar P e. s p r er  B!AL ' 
' .A.a at6 Le a a.+.a%. . A %  

2r 

MF 

attar. 

2t h . . ' r t. a  r  at.a t.,+ 1$+e1 $ /3tr'as airer a ins scar;eraise r.i#at 'r 

..et..:HILKE.,A!L» 

r s . . t er r o r  k.arr.are+err..ewer.es2ea.r4.p..lit.Ac.rer.star.lee.re.etar. 
le.se are.rat.te. sue.aere..r..ke, Lr...Ae.PHHAK KEDUA 

er.als.r.tact»teat.cue tsar he....a Per anr«vet.Bed.d« OD utd periode • st.. at den or 
d berdata Sen Pet urn hebe (sPp fiend d lol.non behn redone~lii yens din al«eh 

titee de db pod i peel.ore, de be be brile.t' 

5 e. a +  
Se.At.tr 

'le:.5'' 

let.t en 

L S-.s 

l r t . s l e p t , e t  

et. l e e , z 4  
..«.Jez 

+"we+Sellen 

Berdarl heel relorelid terebut. silo doe dinoin sbei berlout 
• Soldo Kaa Tnai 

b. Sdido Berk seeusi SDMDA 

d Sddo Pis 

« Sun Derhar 
Total Soldo K 

leak.er leer.are..r. s. .A..I . .r a t. at  #er  r' a e a 1 . i . a . ir e  .ie..at. a.er 

..k.at. tr a.at#et a.ca.et. 

PPK OFD 

NIP. 

e.et.. 
rt....res.a.led.re. 
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65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Jr. Adhyaksa : 30 War.gt-WAr.A. Kade Po 9379 

Telp.Fax 10-0-1 222230. Email: dppksd_'Wakstab@yr:Ail.z5r 

BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN 

PADA DINAS .... . . . .  KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ... 

Nomor : ···········-················· 

Pad bar: :z . Tzgga. . . . . .  Blan . . . . . . . . .  thun 
d: :dang engeiv.uni we: [dun Pe:ge.o.a Kengn dr 

paten Wkuto:, kn yang bertan turgun d uwwuh tu: 

. bee:npat 
Awe: Daer? 

l. Narr 
N.P 
aba tun 

darn. tu. Lr: be::zdk 
Pengguna pada D a s  
Luk Peru:ra; 

untuk dan utas zatu e:gurus iazang 
• . . . .  Kab. Wakatol; unuk se.an'utnya disebut 

Nara4 
N. 

ban 
da.an. ha. in uertndak unrtuk an as nurra idng penge.u.an art 
ad Budan engei.ola euzgan an Aet Darrah Kab. Wakatou untuk 

sen'utya d:set: Pak edu; 

zeaytan bawa trah znrlkn reons.as at persedan de:gan cr 
rne:nun:ngan; ta ere.dun paa lorn ung dswsn oleh: Unit 
Pezgguna arang de:gun pc:an Ra.:sas: Keurgan pads BPKAD Kab 
Wakato: tuntuk per:ude Tungga. s . d .  . . . . . . . . . ,  dengan has. 
sebaga: be:kut: 

.. is. Rekurs:ls Das :seun: Daftur Terlamp: 
I.. Ha.-a. pentng lunny re:gen data tr:ut penyusunan Lauran Prsedan 

dis:kan dalazn Lrtp:run Der:ta Acr :nut, Sung rerupukan bagan yang tudk 
era:sakan dar: et c :r 

Dez:kn Derita Aczu z diiut untuk dgunakn seperiunya, pair.a di 
kernudn han terca;at krkr.:ran n d : a n  prrbkn scgg::ran 
:T.es:zy 

Pit.sk K c d u s :  

N. .. 

Me:geta?v:; 
pa.a Z.dung ?rege.van Ase! 

Kab.Wakatvi:. 

N. 
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66. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN 

VERIHKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN 5PP.-GU 

Sa vngtertnds ting hitwan ii 

ama 

IP 

.attsn Py-5KPD 

' e t a k  deg sesungguns tahw dkumen f mpin Surt Permintn 

Pemntysrn Gu amr Tngta! te z n  /engar in san esuai ketentuan 

pertursn perundag-ndngn. bk fi kemudisn hri pernytn says ii tidi tenr, 

mks bersedidiberiknsnksi sesui pertun vngteriku. 

Cemnikin surat pernyatan i s  buaat diam«edan sir in tanpa pakssndri piha 

m a n  

IP 
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67. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 

SARAI PENEL[TIAN KEL ENGAPAN DOKLMEN SP 

sPP .GU 

dokumen SPP-GU yang 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

ngan 5PP.Gu 

:5PP.Gu 

tnsaksi yang/engcdansn, termasuk a«umen perjanterkit 

aft surat ternatn zegju5PP-Gu untu hitnhtgmi z en PA 

sa.inn 5Pp 

PENELTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

smn 

Lent Asi 

an 

Sinn2 

S nan3 

· U n t u P e g n  AggnPPK .5KPD 

:unta«Kus PuD 

:untuk BedrPengeurn+pp7 

:  Ariz R e d r  Pengeun pp¥ 



68. Format SPM-TU 
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PE MERINTAH PROVINS/KABUPATEN/ KOTA'] 

SURAT PERINTAH M EM BAYAR 

Tamnbah Lang ITU) 

Thus Angaran: Ne. $PM: 

KUASA BENDAHARA UM UM DAERAH Ptongan • potonga : 

PEMERINT AH PROVINSI/ KABUPATEN' KOTA Uris 
No. Jumlh Ketergan 

Ne. Rekenitz 

.pa men±:t SP2 e: 

Jz.: k; 

5PD : 
lafrui: di egg.ct zebu. SF!! 

Der:.t ta • 
No. 

L'rit 
Jumlab Ketenagan 

Fett.gE:» Ne. Rekening 

z Ea:. 

PP .  . . .  . .  J.:at FR 

Dsar Pe : 
. . 

U: lee;-4 

Pembebna Pd Keitt $PM Yung Dibyark 

KODE KE GUATAN JURUA NLA! Art :D.a.:. R;>. 

I Jzan. Pt.g:. le 

J.rt. F; Art :gDay:«: F 

at.35e.a: 

Jmhh $PP Yung Dimint: Rp. 

+;; 

et.a Pet.gut Arggr!Ku Pet gr Arut 

#tz 

--s..z; 

Nemer de Tung! sPP .F 

3'+1 z . : z : 4 ± z z g 4 g t  t±287. 
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69. Format Surat Persetujuan TU oleh PPKD 

PE M E R I N E  AH KABUPIEN AK.A IO 

BADA PENGEL.OLA KEL.AGAN 

DANASET DAER.AH 

n. AdhseAse No. 30 Mang:-Wang: Seletn, Kde?es 9379, 

Email: eph.ad. .a±at@bi@sail.son 

oror 

ta FsrstuiuaLaubhan!amgr'enedia 

rude Yth, 

Peggune nggran ~use engguns nggaeren 

Keh.W2ktot; 

D­ 

gg-lag 

• Dser: 

• Pereturn Menten Delur eger: oror "7 Thun 2020 tenteng Pedoran Pengeisleen 

Tekns Pengeiieen iKeuengan Duer±h. 

h. Surat Perrohonan Tart2hen Lang Persad:en dur: PA KPA Noor 

. entang Penz:ohonan Tar.hahan Lang?ersed:en. 

Sehubungen dengan butr ! tersebut dates, dengen m dberkan persetuuan Farthan { ang 

Perseln scteser Rp............,- tterbilang. untul leper'uan mendesl SPD 

dengan nns.an: 

ode l raian Ju ml ah 
Rel 

Ju mla h Ro. .- 

Tarbehen Leng Persedieen tersebut tdalk depet dguneken untulk rebear pengeluaren 
yang tenurut ketentuen harus drlkukan dengen Pertaaren langsung1LS) 

• Tembchen Lang Persed:an tersetut diguneken untuk pelng lure I tsatu; bulen seek tanggel 

sP2" Jtertkan. Apt:l Tarbehen Lang Persedeen tersetut tdek hats delar satu bu'an, 
eh se dane eng de pade Benda±hare Pengeluaran d: setwrken ken.bah: Ake as Deeral 

Kabupaten Wakatot: Rel Noor : 10S.01,02 000YH3.6 pad Bank Su.tr C2bang W 2katot: 

Demktn untuk rent ed perhet an 

epala BPKAD 
Selaku BtD, 
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70. Format Surat pemyataan pengajuan SPM-TU oleh PA 

Fo:ma: Pernya:aan Pengeuan SP!-TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SKPO . 

SURAT PERNATAAN_PENGAUAN 5PM-TU 
4ff w o o  

5 «r ubug  gr SntPsnnr rbur hart2rag+tner $PM.T, N 

..a3484. .. 0 . . . 0 2 0.  «ri kn iebe' p + o w o o  fl@ruing 

42 rater gr seprrr br 

Larr rtr ; F e r e r  Tu' AeD 424 2i2 24guru rt« «sear ta 

rerbau«tg g r + 1 a r k 2 r e  RA·5XE 

2 . . r a r t 2  LA'RP&'AA [TL' A'ALttk 2 2gr«Lrtrsrta; pe r g e r  

·ergeinr at sort «etert g tens tars z«a«r urge Perpanr 

. 2 4 1 I .S  

Ver4ears 

erg3.rargpr ' e r g ; u r  rggw 



- 1 9 1 ­  

7 1 .  Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 

G 
PE MERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI 

Na ma SKPD . 

iarat SKPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

Nomor . i i  

Yang ertanda :angan d: awan .: 

Nana 
NIP 

Jaba:an 

•.. +2 

. 3 

Dengan in menyataan dengan sesngguhnya bawa 
Per:rungan . .t5i. . . . . . . . . .  i6 seesar . . t 7  dengan hurut 
e.ah din::ung de:gan enar 

2 Apa:.a d: kemud.an her. terdapat esa.ahan dan;atau ae.ebxhan etas 
pemoayaran 8i terseut, seagan atau se.urhnya, am. 

er:angg.ng jaw sepenunnya dan ersed.a menyetor«an a:as 

Kesa.ahan daniatau Re.exnan pemayaran tersebut ke Kas Daeran 

Bu:.-a dan dozen as.: zersear ze.ah dver.:kas. o.en Peyaba: 
Penatausahaan Keuangen iPPK.SKPD dan d.s.mpan sesua: e:en:uan 
yang ber.au pada Saran Kera i 9 % . . n r u  ke.engapan 
adminus:ras. dan keper.an pemer:ksaan aparat pengewas tangs.ona. 

Dem:an sura: per:yaraan an: dua: dengan seenaraya, da.am eadar 
sadar. dan :.da d:oawah zeKanan 

.+ .0 

Pe:gguns Anggara Kuasa Pegg:a 

B"li8•'·" · 
r . .  

Nana .engap 
NP 
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72. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN 

VERIKASI KELEGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN $PP.TU 

Sui vgtertnds tingnhitwn ii 

ams 

MP 

titan PP¥-SKPD 

'entis deg sesuggunny tnw dumen d ampirn Surt Permintan 

Pembyarn u Aamtr Tangti . tean eng in san sesai ketentuan 

pertursn perundag-uningn. Jks di kemuhisn hi perntsn sya in tidsi benar, 

mks say bersedi diberiknsnksi sesui perturnyngteriku. 

Cemikinsurat perytaan ii satuatdalamea sir dantsnpa pasandari pink 

maaun. 

PK-9xPD. 

IP 
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73. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 

SURAT PENELIIJAN KELENGAPAN DOK/MEN SPP 

S P .  TU 

dokumen SPP-TU yang 

D Surit Penvtujuan TU 01er, PPJCD 

0 sur1t cen11nur SPP-7J 

D n"'l&k.is.n SPP-TU 

0 n•1t·1an ren:ana cengcunun TU 

0 51
11

n1n SPO 

D :iraft surat c•rn'1'1tun cr.i11iuan c•n11ju1n SPP-TIJ untult ctunci1t1n11ni 0!11h P.l!. 

0 sunt k.e-teran11n -u 

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP 

g 

an 

etr Asi 

nanl 

Sa n n 2  

Sann3 

:untukPeggs gm;PPK .5KPD 

: U n t u k K u s  PuD 

.Untuk BeninarPenge+urn +ppr¥ 

• Ari Redhar Pengeluan /pp¥ 
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PEMERINTAH PROVINSI' KABUPATEN/KOTA'] 

SURAT PERINTAH MEM BAYAR 

Lan gung ILS] 

hhur Atgrt: Na.$PM: 

KW'ASA BENDA HARA UNUM DAERAH Ptatgt potatgAt; 

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN 'KOTA Unit 
Jurht i. Ketettg 

la. Relezitzl 

ax±zz:::tr SP2k±pi 

-.t ; . .  

5KP2 
lrbrmsl:di d..a.pe.bar.SF'! 

2:it±:e pt±s A.: Uri 
No. Jumht Ketertgt 

4 R±rt..g3: Ne. Rele titgl • 
. .  

z±3: . .  ..  

?% . . .  -  -At k 

Das:erase:±: 
. . . .  

-  

lz: i :  et 

Pebebtt Pd Keg~tr $PM Ya4 Dibyrlt 

KODE KE GUA TAN lURAUA (LAN ••-eegDz... 2- 

I ..:P:: R . . .  

.st R; -::g2st4it 2- 

'ti.t 

Juli SPP Yg Dimitt. Rp. 

1z; 

r t  Pnggas Anggru' Ka Peng n An;pun 

LI'A; 

.LI: 5; 

mar t 'sgzl $PP •·:: 

?23i.±4la2r ±J44. 12i 
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75. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 

G 
FEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

Nama SKPD . 

Aiamar KPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
No:or i l l  

Yang berranda zangan d: bawah :n 
Namna 
NIP 
Jaba:an 

••. 12 

· . . 1 3  
04 

Degan an: menyat:aan de:gan sesungghnya bahwa 
Perh:zungan t 5 . . . . . . ..  i6 sbesar 7 . d e n g a n  huru 
:e.ah di:rung dengan benar 

2 Apa.a d: kemud.an har. erdapat esa.ahan dan/at:au ke.exhan a:as 
pemoayaran 18.. terse, seag.an ata se.ruhnnya, am; 
er:angg.ng jawa sepenunnya dan bersed.a menye:oran aras 

Kesa.ahan dan/tau e.exhan pemoayaran erset e Kas Daerar 
B K . R t :  dan doumen as.: terseut :e. dver.t.as: o.en Peyaoa: 
Penatausahaan Keuangan iPPK.SKPDJ dan dis:mpan sesua eenruan 
yang Der.a pada Saran Kera t, nruk e.engapan 
adman:stras. dan eper.aan pemersaan apara: pengawas tangs.ona. 

Dem:an sure: pernyaraan :n: duar dengan seenarnya, da.am eadaa 
sadar. dan z:da d:oawah teKanan 

. . 0  

Pe:gga Anggaran Kuas Pe:gg.aa 
�'.a:e:ai f "ggn:n"· 

. :  

Nana .engap 

NIP 
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76. Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 

KOP SKPD 

SURAT PERNYATAAN 

VERIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN $PP45 

Says vigtertnds tngn ditwn +ni 

am 

MP 

attn PX-SKPD 

'ertkn iengn sesuggunny tans dimnen in /min Surat Permintaan 

Pembysnan L amtr sngti teian egkip dan san sesaai ketentuan 

perturan perunang-uningsn. ks di kemudin nan pertan say imi tdi tens, 

mks say bersedidiberiknsnks sesui perturnvngberiku. 

Cemin surt peryatan ii say bast diam keadn sadar in taps paksaanJani pita 

naau. 

PP-9PD.. 

taterai 
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77. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 

SRAI PENELIIIAN KELENGKAP AN DOKMEN SPP 

dokumen SPP-LS yang 

SPP .LS Gaj dan Tunjangan 
surat pengnt $PP.4S 

n s a n  5PP-AS 

nzn5pp.S 

sa/nan 5PD 

ampirn 5PP-4S 

pemntwngay +du 

gyisasun 

keiurgangyt 

gjiteasin 

srat «ecatusinpegng«tnnpegawi n e g e s p i  

rat eutuaanpengengtanpgvus negei»pl 

surat «ezutusn kenainangeat 

surat «eutsn penging«tn dam jatatin 

naingapter«al 

sat erwta@neanti«in 

surat zernyatan menudarattan 

su4rat zernata me A K K  tug 

surat keterngan pemntran tunngnke ugairtupermnpnznn zenmntnan 

zengnasnzegiwi neg+ii! [KP4, 

tat zctvurt niis 

tztzzapakteke 

arat keterngintemterhentian temtwntSKPP'gaji 

rat «eterngn msih seizin/kin 

rat aind 

A4at «emnatun 

e-ting dn 
erturn perundag-undrngn mengeni pengasiin pmninn 

ian ggtDPR erts i. dtnigs Ruti/wait Ept. 

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP 

MP 

lemntargn Ai 

a n 2  

Sa n 2  

Sa n n 3  

.untuPengang&rnPPK .5KPD 

:untu as RuD 
Untuik ReanarPenge urn+PPTK 

Arsi Pendansrz Pengelurzn /pp¥ 
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SARAI  PEANELIIAN KELE AGAA DONE APP 

9pp.Lserg»dean Bnsng an Js 

L 

c 

c 

� 
d 

J 

. g t $ r . $  

es5pr.,5  

; 5 F R . S  
L 5 $ 4 . $  

SFC 

" i t e m  3tte'«st 

t  6 t e e s ' a t ' a s 4 s s g t e s t a t e s  tat 

t t y " « r t « S i r  e g e a g  stse4gs"gs"«. 

a t # . A # " $ 8 # a t g " s t ! g i t « a t «r u s t s " « t s  

t L e " t i ±  « , 5 F t '  

Z I L L ' t u g s "  R a ± A t e  #  

t r y 5t s , F t # s p e e r t ae t g t " A s « ! g t  
r s . s « a . e ur e t 4 t s t g  e l  p u t ! g a d s « . t s " a s s4 t  

A . 6  t e e 1 t s d r g « . t a n  suss5FL 

t ~ e t ' a t  gtats e+rt s t « g a s  s t g a  

ii « 4 L  8± 

! A L @ o t t e r " z e t g e t s ] e t a s ' g e n 4  
A L ' u L A ! L a t « A i  ii i L « 8  

L L 4 i n t  R u  e A .  Le "AAA"A LA"«A!A 

g l e e " « s t « e t « t s  e t 8 t a # " g u t s  

A 4 ± L t @ A A 4 L A L « a t « A "  «4!a 

l e 4 . # i t 4 ' A i  4 4 ' L i l 8 4i #  

. l 4 8 « l 4 4 « g A e @ A L A  AL4"&EA4L44& 4444«4 a# «t 

z e t e t . a t " g t " s e t t e e  F t  #Rt4 8 #  

t ' 4 #  

'_ L a u t t " g u t « p e t t i s L t « r a t  
c 8 A R , t a g  as « r t 1 a " s s g t a . t e e t e r . a t e s '  

e a + t a e u r « i t  g e t . g r " g " RA " t # N L  [t "8'Ate 

AL'it « A l u  L t " K L « t  « s t 8R t " A t 4 i t  
gel4AL st.Leu #La«t L e s ' L e t t  4 t u & A t t a « t  « t u « t  

4  A " " L R ' 2 ' L A ' E t ' i  

PENELTIKELENGKAPA DOKLVE 9PP 

5 A I  

5s 2  

± l  

LL.er44.Ag R N .5FD 
. , « . ± B u  

L L « S e a t e  ts 

s L l e z i t " gr  ts 
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SRAL PENELIIIAN KELENGKAPAN DOK/MEN SP 

sPP .LS Piak Ketiga Lainnya Iibah Berupa Uang) 

D 

L 

c 

D 

c 

L 
c 

L 
D 

c 

c 

• 
_ 

e 

• 

s.rt zegntr$PP.LS 

nngks $PP-5 

snn 5PD 

Surat keputuszn tutatitentgpenerims titan 

PHD 

Pkt tegrits 

Ftzt re«enng tener.ma nit 

FttttNTPKetudan Penhasrzener.mitt 

FatzptPwP gene.ma titan [ietuaitankezahpantis pentangunan masjid; 

Lcrnreisas pengguaninnitan that seteumnva 

Dz«men«e egksen in terdsrintertunnaeruniangsaning 

PENELITIKELENGKAP AN DOK UME N SPP 

an 

NP 

ind Tang 

entrzn Ai 

S n  

Sa/nan2  

Sa n n 3  

.untukPeggna A n g ! P P K  .5KPD 
:untu«Ku BUD 
Untuk PenhnrPengeurn+PP"K 

• Arsip Pendanar Pengelusrgn /pp¥ 
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SARAI PENELIIIAN KELENGKAP AN DOK/MEN SPF 

spp .LSPihak Ketiga Lainnya (Bansos Berupa Uangl 

D 

L 

D 

L 

D 

c 

c 

L 

D 

L 

D 

e 

s t  engnt SPP.AS 

g«sn 5PP-L5 

nz/ 5pp.5 

inn 5PD 

Surat «eputusntupatitentangteneims tanss 

Przctsal 

Fttat re«engener.ms b4$cs 

tLt KP eenim tss 

Bu«ti Ks 

Bukti Ka5 

Dai«amen«e egpan/sin terdasrkneraturn peranding-andngin 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SP 

Ana 

NP 

Lenbarsn Ai 

a n .l  

S n n 2  

nan3 

untukPegn Aggn PP .5KP 

:untaiKusa PuD 

Untuk BednnPenge a n + P P " K  

Arsip Pendanzr Pengeun pp"x 
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SIBAL PE NELL[IAN KELENGAPAN DOK/MEN SPP 

$PP . LS  Phak Ketg Lanny [Bantuan Keuangan) 

D 
D 

c 

L 

L 

D 

c 

c 

D 

c 

L 

• D 

D 

c 

D 

e 

trzr 5p2.$ 

hr $PD 

Pertuit pupatitertgtaaarperbagrzr penetoa besrn bk 

2fie42 /440e42 /«pat4r 32+212b 

heirerzs at in rerbanpenerttan es 

Sutt pert pea 4'+4244ii 

F t ' i t  en 

591.6 

R e i  pAi burir bag 

B u t s  

PENELTIKELENGKAPAN DOKUMEN $PP 

p 

e r b r  Al 
Sa ° L  

S r  2  

5alr 2 

:rt,Pegg. 9PK.$KD2 

r t . A  BUD 

n t u B e z n P e r g e r  PPTK 

·Arsipenn Pergelrr !PTK 
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SAL PENELIAN ELENGAPAN DOK/MEN SPP 

sPP.LS Pihak Ketga Lunnya [Subsidt 

D 
D 

D 

c 

• c 

c 

D 

• D 

g r  $PP..S 

r r  $02.5 

rr $PD 

rat«tpututr bot tent3 Derer nubs 

Surat per tnr pe rr b r  Lb4ibug KR4rpuKM z r i M  teris 

Lr beran r e u K ' M r . B o k ! ie r p g i e u g r  lair 

$ 0 1 . 4 + 4 l i t e r + 2 t  

PENELTIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

errbarr As 

5a2°L 

S a r  2  

al2r 3 

: r t  P e r r + n  +PK .5KP2 

r t . s  BUD 
rt B s z n P e r g e r  +ppTK 

· A r i o  Ben Pegelrr ! T «  
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SIBAL PENELIAN KELENGKAPAN DOLMEN SPP 

seP .LS Pihak Ketga Lunny (Bagi Hasn' 

D 
c 

c 

e 

L 

D 

D 

c _ 

c 

D 

hrr $PD 

Perturar bupttertangtataperbgurr peretor besr bag.rs pa 

retbui a4" ie!4p 2e zippier 2+t¥ 

h i r e r 2 a . A r . A n g  rerban per«AA" 4% 

Surat per tons penan ti4Dal Di 

Sutpel Pi 

$pr.tk4pl De 

PENELI'IKELENGKAPAN DOKUAMEN SPP 

e r b r  Al 

4 L 

S r  2  

S r  3  

· r t P e r g g u n 2 A n g e / P K  .$4PD 

• t a  BUD 
r t a B r P r  e r  +pTK 

·Arsp Ber P e g e l e  ppTK 
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SRAL PENELLIIAN KELENGKAPAN DOKMEN SPP 

sP P . LS  Phak Ketga Launnya tBetnja 'idk "erduga' 

D 
c1 

D 

L 

D 

c 

c 

r g +  $PP.S 

trzr 5p2.5 

Surtietetpar pegg TT urtk pergerbar «eiebit pe e r i ng  ter 

paattungani iebeluringainirvi pi'iurrper t.pat a pr»fw 

Dourer rg+or air pe r k  pert" Deur2an-sr"gr 

PENELI'I KELENGKAPAN DOKUMEN $PP 

Tr Trgr 

errbgr Ag 

Sar L 

S t "  2  
S r  3  

· u r t a P e r u ' g n  PPK .$KPD 

: r t . B u D  

t B e z n e r g e t  ! T K  

Ano Ber Pengel r +PTK 
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RAL PENELLLIAN KE ENGAPAN DOK/MEN SPP 

sPP .LS Pak Ketga Lanny (g Pembyaran kewajrban pemda atas putusn pengaditan, 

den rekomendast APIP dan'tau rekomends+ BK' 

c 

c 

c 

D 

e 

c1 

c 

L 

L 

s.'t per"tr$P9.S 

'/gs$PP.S 

s r  $pp 

Stet«tar ternngperbt es,bar per put" D e " h r ,  

air eibrr«rs.App a t & i r e r ;  8PK 

Ft10 eier3peen 

Ft:20 «I?per4r 

PENELTIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

hr rg 

erbstar Ash 

Sar L 

Saar 2 

Saar 3 

ntPerggur Ag PPK.$62 

: t a . 8 u D  

·rtaBermnPerger !pTK 

:Arp Benn Pergelun !ppr« 
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8ARAL PE NELLIAN EL ENGAPAN DOK/MEN SPP 

$P P . LS  untul Pengakuan befanja pendukung betanja modal 

er ta egretan 0personal lainnya yang tehh drtetap#an dalan 

Rencana Pencawan Dana dbayarkan metalur mekanisne LS 

c 

D 

D 

L 

c 
L 

c 

c 

c1 

D 
D 

t r g r $ P P . $  

iittputuii pt"ufy pr t 

buit/ 

pt p e a °  zr fit' perrber; A° 

.t tag, PPD; " 

PENELIKELENGKAPAN DOKUMEN $PP 

Tirgg 

V 

wP 

1a Trg 

e rr b r  A  

gal2r; 

a/r 2 

$a4r3 

rt«Pegg+'gr !PK. 5KD 
: r t a  us8 uD 

r t « B e r z P e r g e u r  !pTK 

·Arp Bea Pengelurz +pTK 
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SAL PE NELLIAN KELENGKAPA DOK/MEN SPP 

$9p.LsSwaktots Pemelharaan Rutn Jahn 

D 
D 

• c 

L 
D 

L 

c 

c 
D 

c1 

L 
c 

• c 

e-big psi arfaitur pa r gen t t g i n  s b  pa,a; 

erg«kt.et AK,Tern pfRferentetloR;; 

Surtputagar PA erDrg pebeta tnr per&nan2, pel«020. r 

per a v 4 « 4 "  D r e °  air 4r4 DA' 

up5nr P e r t " g b r  SP., 

pr m t g  5lr 2PK,tr pe l r ,  A  tr DM" 3A2 

ppr nggar n g a r r  griller PPK, pin pe n ,  ar tr perg2; 

trti, Crtfate MC, rg tat"g. it PPx, tr pe r .  °  tr ope38i; 

ftrbukutzoisrt tgatienar/pertest pier,a°; 

gbsr ti pelsisarr pee bu/tr2p' 

bA.«up 

PENELTIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

gi! 

.erbr A 

4 r L  

5air 2 

S r  3  

; P e g . A ' g r  p K . $ K  

· r t . s u D  

·rtui Beran?er geurr +pp'K 

•Aro Bera P e r g e l r  !PT 
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78. Format Resume kontrak 

U Format: Resume Dome: Kon::ai 

0 
KONTRAK 

' < 1 6  3r1;1 5 / + 5  
Ar ' R a; I 1 S 1  

52 

PERUSAHAAN 

a 2 A r  

RNCIAN ASET 

A . # ;  :at 

2e+38 

$P2 UANG MUKA 

SP2 TERMN 

3 

PEVERINTAH KABUPATEN WAKATO8BI 

NA 0PD 

Art 0PD 

RESUME KONTRAK 

□ 

+2sag 

-3 

D 
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SP2D PENUJN.JANG'ATK HONORARIUM PERJALNAN DNAS DLL 

> 

Ji isrig Post gar Kprttsast sriots bnrg dar negster pang sesu $e4DA 8D 

Ji rergagar perwwtar SP2D tenrir s@berry trs sud4r tense 
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79. Format surat keterangan bebas Barang Milik Daerah 

OP 0PD 

9RAT KE TERANGAN BE8AS AS£T 

NOMOR: 

Yang bertanda tangan dibawah ini ;  

Nama 
NIP 

labatar 

Alamat 

Menerangkan dengan sesungguhrya bahwa : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Alamat 

benar-benar tidak menguasai Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan 

Patipelong, Kecamatan Tomia Timur Kabu paten Wakatobi. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk igunakan seperlurya. 

Kepala 0PD, 
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80. Format Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS 

s. For:rat Regser SM 

Regs:er SPM-UP;GU TU,LS 

$ 
+ad 

4 

4be. 

vu4began 

PEMERINTAH KASUPATEN WAKA TOBI 

REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 
ad t 

... 4 4  4M  
4I4$ 

t4 t4 t.4t4 
u'du''if 

pK $KP 
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81 .  Format Register surat penolakan penerbitan SPM 

( 
, __ 

.4. 

4 r d  

4A 

WM!NAM AlUPATEN wAAT08! 

REGISTER SURAT PENOUAKAN PENERBITAN SPM 

4444 ' 
$ iii Al 4.4l$ 

44 



82. Format SP2D-UP 
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83. Format SP2D-GU 

FORMAT SP2D. GU 

PROVINS/KABUPATEN/KOTA"" SURAT ERINT AH ENCAIRAN DANA 16P2D 

ark ergtint : 
irndaklah tertairksr erindabhuukan d a r i a l  Rekrrirg Nattar. 
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FORMAT S P 2 D . T U  

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"" SURAT PERINTAIH PENCAIRAN DANA (SP2DJ 
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FORMAT 8 P 2 D L S  

PROVINS/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERINTAIL PENCAIAN DANA 16P2DJ 

··- 
• Rps4 tar tDK..a t'D 
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c a $ 4 1  

Darke er gr 
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86. Buku Kas Umum 

1 .  k is <:.r 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

BUKU KAS UMUM 

SKPD 

Jm.ah per.ode .ni RD Rp 
um.ah sampa: per:ode .al Rp Rp 
Ju:.ah semua sampa: per.ode :n:.R? 5? 
S.sa Kas Rp 

: :.  

Pe:ggana Aggaran/Kasa Pe:gguna Anggaran 
Be:dahara Pen:er.maan 3 .. .. 

' 
No 

T:gga. 
Nomor Kode 

U:J: BR:. Re.en:£ 
Ura.an Pener:zaan Penge.aaran 

. 2 3 d 5 6 7 

Juan.ah RD RD 

Pada nan .n ta:gga. . 2 0 2  
O.en am d.dapa: da.am as Rp 
i dengan bur: 
Te:rd.n. dar: 

d. Tu:au RE 
e. Sa.do Zank R 
t Sur: Der:rga R; 

Menge:an.: 
Penggna A:ggaran/ 

Kasa Penggna Anggaran 
Be:dahara Pener.maan 

NIP NIP. 

Ca: Pe;gsaz 
' I .  1 ,  Dis:engan nanu SKPD; 
2. 2 Dis: dengan zarr peggun nggarantsa peg nggar 

3. 3, Dis: dengan zarm bear prner::nan; 
4. Koior I dis dengan nornor urut penerirraan kas atau penge.uaran kas, 
15. Kolorr 2 dust dergan 'ngga. pener:ran kas atuu penge.ran ks 
6. Klorn 3 dis dengan nornu: bukt generuraan kas tau penge.ran ks. 
17.  Kolo:r 4 d:s: drengan kode reke:ng gene:run: ks at penge.urn ks; 
'8.  Kolo: 5 dis: de:ganLrun gene:itruun kas tu penge.urn kas, 
19.  Kolo:n 6 das: dengan uzrlu? penerirrun kas; 
20. Klure 7 dz:st degan fur.uh: penge.ran ks. 

Catatan 
Pe:geraniuku as Lzurat znenggnkan kurpter'a.us: suwarr 
Penanatunganan uieh pengguna anggran'kuasa prnggr nggran pa.d 
bu.kt as :urn d:lakukan pada saat pengaruan per'angg.ngawaban 
penezrraaoeh bendauru ener:ran ke PPKD 
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G 

4  4 4 4 4 . 4  

g  

1ON  

i t 0A  u% A4410; 

UKu MANTU 1MANA/SANK 

4r044ff4AA 

4. 
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88. Buku Pembantu Kas Tonai 

P£MEIN'AM PONS/KA8UPA TEN/KO TA 
$Pp 

AMUN AN06AMAN.... 

JK+Au A5 fu4A 

ti ore 

o fan.as No.. ulrti tr.in Penerirn.an engeoarn aldo 

­ - 

- 
- - --- - 

De tvpi or 

emgvngrol 

re 

8 

FF14A4 940\MN4/KA018444/40A . +  

.  

r4Mt At4AN 

ts itt ten 

fen. 0 

[opt oi 

en1tanner4.f 

t e rr.  

o. Toga! ti d.a pen pew $al 

-- - 

- ---- --- 
- 

- - 
- ---- ----- 

fief~wall 

en&wnAwrl 
.leg 

G 

fog 4et 

e n4 $ e t c  

n e e  
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89. Buku Pembantu Pajak 

PE MERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

BUKU PEMBANTU PAJAK 

BENDA HARA PENGE LLA RAN 

tat 4 

ad8nit. 

tit 

Lt et 

bunt Deg. 

A n a. M g .a 4 n  

4a.e  

wt � 

; & ,  

Mu4 $  •  
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90. Buku pembantu per jenis pajak 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 

BUKU PEMBANTU PAJAK 

PER JENIS PAJAK 

+ 

o Tu «TL #IA 4pd4 ifiOMA $4.Do 

/toe4 

ut Que.6d 

fut Drged. 

le40$44.6lg.4nae 

.ls 

.P$ 

,.1,: .,,,-� 

h e  

E  ,  .  
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91. Buku Pembantu Panjar 

e 
pEMtRINTAH KAUP ATEN WAKA TO8! 

BUKU PEMBANTU PANAR 

BM NDAMARA PENG&L UAR AN 

a4 4 

• 
bed 

fut0gad 

get 

gt 

.e./.... 

lg e 

,. 6 du«f 44 ts4IM4A 4tut4 $4D 

2:. 

MD4A4 i4.Ah4 
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92. Format Register SPP/SPM/SP2D 

+VETA PO/NS/USU9AW/IOIA.• 

900.­ 

TAN AG6ADAN.- 

&GS ER 9/5/5PD 

Pepe ... 

hi 9 9¥ 920 
lrin hmist iatrngn 

it me # loner 

' 
ionor 

w • 



93. Format register 
pengeluaran (SPJ) 

- 224­  

penenmaan laporan pertanggungjawaban 

X Fora: Laporan Per:anggn.gawaan Pe:ge.aaran 

. .  Regs:e: Peer:maan Laporan Per:anggngawaan Penge.aaran 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

REGISTER PENERIMAAN 

UAPORAN PER TANGGUNG)AWABAN PENGELUARAN (SP)) 
wee e 

uruenet 

g ot 'an  

Lt beget 

b u n t 0r ad  

o 1Gu to uKT u#A tAe JMLA fTt#AA 



94. Format register 
pengeluaran (SPJ) 
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pengesahan laporan pertanggungjawaban 

2 Regs:er Pe:gesanan Laporan Peranggngawaan Pege.Aran 1sPNI 

G 
ur n .  rt  

.4 d e .t he  

Ord 

b u n t 0r ad  

PEMERINTAM KABUPATEN WAKA TOBI 

REGISTER PENGESAAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SP)) 

o rGu vb 8urTf uA ti AM LA f'ft4 Gad 

A 

PALAS4PD • 
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95. Format register penutupan kas 

5 Regs:er Pe:u:pan Kas Benda:ars Penge.uaran 

PE MERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKA TOBI 

REGISTER PENUTUPAN KAS 

Ta:gga. Pena:pan Kas 
Name Penurup Kas 

Ta:gga. Pea:pan Kas yang la.. 
Jum.ah Transas sd bu.an · 
• Jam.ah Pe:er:maan sd :agga. 
- am.ah penge.uaran s/d rangga. 
Sa.do Bu. 
Sa.do Kas 

Te:d.r. atas 

R; 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

ep:ng 
ep.ng 
ep.ng 
ep.ng 

.ep.ng 
Rep.ng 

.ebar 
.e:bar 
.em2a:r 
.embar 
.em'bar 

..ear 
.emboar 

500" 
200 

Pecahan Rp 1 0O "  

Pecahan Rp 50 
Pecahan Rp 25 

3. Keras erharga dan 2ag.an 
as yang daz.nan ordonas:SP2D 
wese.. cek, sa.do a:, marera, dan seaga:.nya 

Jam.ah Ro 
Pe:edaan Pos:z:/egat.: Rp 
4 Penye.asan perbedaan ba: pos.t:f 

.aupan 

Uang Keras 
Pecahan Rp 0000O 
Pecahan Rp 50 00O 
Pecahan Rp 20.0OD 
Pecahan Rp 10.0OO­ 
Pecahan Rp 5 CO =  
Pecahan Rp I . 0O O "  
Pecahan Rp 500· 

2 Uang Logan 
Pecanan Rp I 0 O U  
Pecahan Rp 

ega:: 

Mengetahu i, 
Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP 

Mengetahui, 
Bendahara Pengeluaran 

(tanda tangan) 

(nama lengkap 
NIP 

Cara:an 
Da.am ha. regs:er penurupan as d.gunaan da.am pemer.ksaan as, 
.ea anda angan penggana anggaran/kuasa penggna anggaran oerada 
pad see.ah anan dan endahara erad pada see.an ir. 
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96. Format Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS 

VENT OWNS/U&PEW/IOA.. 

300..­ 

TUN ANG GAN.. 

REGS ER 99/5/52 

get.. 

ii 
hi 9 9 92 

loin hmlt lengn 
it mer # loner '# Nome 

I 

et±Pee! 

edn Pwma 
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97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif 

f ""mwammo-­ 
� rikll�r•n.......- 

LORAN PR TAGG UNG DNA3 B&A0AAA PEG£UN 

($ 4D574TI 
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98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional 

PEEN TAH PROVINS/KASUATEN/KOTA • 

$4o.. 

Tahn Angon. 

LORAN PER1A6GUN6AwA&AN BE NOAA MN«Gt'LUA&AN 

(+0690UAL 

ult 

ts 6j Ls g a /eu/T mt 
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99. Laporan Pertanggungjawaban TU 

4 """wam mo 
-1 Tahun An"m"······-· 

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

Periode:.......... 

Program 

Sub Kegiatan 

Tanggal P2 TU 

Kode 
. 

Uraian lumlah 

TOTAL 

Tambahan Uang Persedioon [TU) 

5isa Tambahan Uang Persedian {TU) 

Meryetuju, 

Pengguna Anggaran 

3 
Namad 

NIP: ...•• 

Dsipkan oleh, 

Bendahara Pengeluaran 

@8 
Nara 

NIP:....a 
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100. Format Laporan penutupan kas 

- 
=D�:AH PROVINSI/ICABUPATEN/KOTA --· 

. 

Tahun Anggaran....... LAPORAN PENUTUPAN ICAS 

Bulan;a...so 

Kepada Yth, 

Di Tempat 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota....... 
No.. ...... .  Tahun......mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keungan Daerah, bersama ini kami samparkan Laporsn Penutupan Kas 
Bulanan yang terdapat di Bend»hara Pengeluaran $KPD. ..•. •..• ada1ah 

sejumiahRp............dengan perincian sebagai berikut 

A. Kas di Bendahara Pengeluaran 

A.1Saido awal buian tanggal Rp. 

A.2Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3Jumalh Pengeluaran t'. 
A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 
Saido Akhir buian tanggai............terdiri dari saido di kas tunai sebesar 
Rp.........-......dansaido di bank sebesarRp......-........ 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 

A1Saido &wal bu!an tanggal Rp. 

A.2Jumiah Penenimaan Rp. 
A.3Jumalsh Pengeiuaran 
A.A Saldo akhir butan tanggal Rp. 

Saido Akhir bulan tanggal........ ...terdiri dari saido di kas tunsi sebesar 
Rp........-....dan saldo di bank sebesarRp......---. 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 
C.1Saldo as Tunai Rp 
C.2Saldo Bank 
C.3 Said0 Total Rp. 

Bendahara Pengeluaran 

Nama 
NIP: ...... 
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101. Format Berita acara pemeriksaan kas 

Penggna Anggaran:Kasa Pegg-na Anggaran 

KABUPATEN WAKATOBI 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

• yang ertanda zangan d: awah In: 

Nama Le:gap 
Jaata: 

Sesua. dengan Pera:uran 
Dae:an No:or Tann 
se:empat pade 

Nama .e:gap 
Ja oaten 

Men:en. Da.am Neger. Pera:ruran 
, Kam me.as.an pemer:saan 

Berdasaran Kepurusan Bupan Nomor :angga. dragasan 
menguras an.g. dan sesua: has:. pemer.ksaan as ser:a uit yang erada 
da.am pengurusan tu, am: menemu: enyaraan seaga: er.Ru: 
Jam.an yang am. b:rung dhadapan peabar: tersebut ada.an 
a Uanger:as Rp 
o. Lang.ogam Rp 
¢ SP2D den elet perheeran iemnne eng bum dicerkan Rp 

d Sa.do Bank RD 
e. Surat barang bend berhargaeng dtznkan {o 

Jam.ah Rp 

Sa.do uang me'rt BuRu Kas Umum Daerah, Regs:er dan 
.a.n sebaga.nya erum.an Rp 
Peredaan pos:ztnegar.f anrara sa.do kas dan sa.do uu Rp 
Pe:ye.asan peredaan pos.:::/negar: 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

(Tanda Tangan) 

LNama Lengkap) 
NIP 
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102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas 

LAMAN AD4NA4 44644A 
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104. Format Surat Perintah Togas (SPT) 

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI 

SK.PD .. 

JI. ....0++.+·.....Telp. (0404] 

WANGI-WANGI 

SURAT IUGAS 
or.or : Q9 

D a s a r  

M E N U A 8 K A N  

t  p a d s  
N  A  I A  

; P  

Jabs'A 

N I P  

JsbstAr 

Mak sud 

Tujuar: 
Lats Per]slar.sr. 

Ditzrspkar d i :  War:gi-Wars 
A$Al 

Ke pl SKPD 

+ + s tt ttt t  

NI? 
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105. SPD (lembar 1 dan 3) 

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI 
SKPO .. 

SURAT PERJALA NAN DINAS (8PD] 
JI. ...8+60+....Telp. (0404] 

WANGI-WANGI 

t . A A  WtARnkrAAA A # 

era.an Jabaat. Laa tgen. i. rat tsars, 
rgswa. gen. an gs Tits It; 

±: . 2 !  2 .  
tars#a. 2 J . . 2 . 2  

SURAT PERJALANAN DINAS I8PD] 

Nor:or: 

Peabat berwtr.ans ar.g mer:beri perin.tat 
.. 

2 I.NL? PgAai a$ diperirta.ksr 

3 8 Par.skat dsr. solar.sr. ruans ai mer.urut 

PP No 6 TA!ur .977 

b. Jsbstar Ir.starsi 

.. Ii:gkat rcrurur Peraturar. Peralsrsr. 

- 
Maksud Perjslsr.Ar. Diss 

5. Alt a.gkutsr 'yar.sparsur.ska: 

6. A. Ter:pat Bera:Skat. 
b Ter:pat Tufuar 

7. LararaPerjslsr:st. Liss 

$. Ar.g#al tear.skat 
b. TARA ZATuS kt;bAitbA 

8. Per.gikut a.:A Pang" Going4n ttart 

! 

2 

3 

• 
Per bebsr:Ar Ar$RArAr 
4 IE.Star.st 

b. Mats Ar.$garar 

.c Keterar.gar: lair -lair: 

Corer yarg nidsk periu 

itztapkar. d i :  War.gi-War.si 
Ar$gal 

Ke pAlA SKPD, 

............................ 
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biz±gs4et 
er;et2A4 

Jug+ 

M A L L. L A L  
r  

II  

Ill 

Iv 

V 

u± 

F±la¢ii 

Ke. 

2eu# 
Fl ta 

Ke±± 

•# 

r ±le 14j# 

K± 

++4 

F±kt+di 
± 

A 

rt#Ali 

f .he tg 

uM\Kt[srt 

Mr 

lituga4± 
Ke 

P.Au lgse 
lz 

lieus4ut 
K: 

r.A t±age 

Ku4 

eras Ar 

: 

r . A g #u  

KN 

lier±gate 

KN 

r±Au 1u# 
Ku± 

z d e d a i s e s  

f s u  tmsen lats taut dad 

• n u 4 d u n s  r u m  rt 

±tan Ar t a . 4 g r  

. L A L L. L s. 5 . D  

It PERI' \It 
es t a g ± k u  Deg gun u rears srrn A r n a . r u t  
free Au uDrp fs A F .  n F S  u s + w e t  au Aus.r+ 
7 u  un g r a g u u g g  ranauttu sar edunu rag rerug+u" 

el+ 2 t u « a u k s 4 e a  lrg de t a . 4 $ i  an 

luau7us 
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106. Rincian Perjalanan Dinas 

RI NCIAN BIAYA PERJALANAN DI NAS 

Lr:pirar $PT SN3r:or 
Ta1.$$4l 

0 PE<INC'AN BAA JU'MLAH ETERANGAN 

1. 

2 

3 

-. 

JUM.AH p 

Trbilr; 

Tdah dibsyar scurlal 
3p 

Berishars Per.gtluArsr 

N:P 

• tars5Al, buls talun 

Ttlst rererir:as jur:lat uagscbessr 
Rp. 

Yarg Mer.er:s 

N;P 

PERHITUNGAN SPD RAMPU NG 

itetspkar sejur:lat p. 
Yang tels! dibaysr sen:uls Rp 
Sisa kurar.g. ibil Fp. 

&pals SKP 
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107. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas 

SURAT KETERANGGAN PERPANJANGAN TUGAS 

Ya4bertsrdatsrgar ibss! iri 

JsbAtA 

Berdasarka: Surat Penta TugA 1SI NOIr. • 
Atss rams Der5sr iri ka:i 

scsursgubnya bahw s: 

Ar$5Al 
rerystakar der.gar 

Ada:.a pcrparsar.ks: tu g as . . . . .  ai iubatks bukar ale!: kelalaia: 

pclaksans SP. 

Per:beri Tugas. 
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108. Surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas 

SURAT PERNYA TAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS 

NCMCR:. 

ar.gbctardstsrgar. ±itsa? Ir.i: 

NA 

'abasts 

Lr Or;ar.sat 

. . I  

.  .  , , p t  

Mer.ystaksr. ier.gar. seurggurs. baw tugas PtralAr.Ar. LIE.As A'AS TATA: 
Ar:A ..16f 

7 

Jsbatar: 

''ri Orgarisasi 

Ler:bag# 

· · •  .18 

.191 

Dibstalk Ar Arstu tidak spat dilsksarskar disebsbkar sdrys ktperlusr dirss 
lair.r.ya !ans sagat mer.desak/ per.nns isn. tiiak dapat ditr.ds 
ysitu 1 

Sctubur.gar. cr.gar. per:bstala: zrstbut. pelskssr.sar perslsrar di.as tidsk 
dspsr dgsrniks let pestat/ 7NS Ptgai Tilak Tersp 

erikian sursat perrystsar. iri dibust dergar scbersrrya dsr spabila 
diker:ufiat, Ari teryAts furs pCryA'sAr iri tidAk b&rAr.says 
bertsrggur.gawsb per.ul darn bers&dis diproses scsuni der.gar. keterrusr. hokur 
yagbelaku 

. 1 .31  

Peturjuk Per.gisiar. Frrat Surat Perystaar. Per:batalar: Tugas Per]altar Lira 
Jab'Ar 
l4 Diisirar:s pejsbst perzrti Surat Tu,as 
2 Lisi NIP pejabAt per&rtit SurAt TugA 
131 Diisi jsbstar per.crbit Surat Tu5As 
t-t Diisi rams Lrit crjs per.zrbit Surat Tugas 
15I Diit rAEA SKPL per:zrtIt Surat TugA 
16t Diisi rats Pelak sat. SP2 1\Lit N;P PelAkAA:A SP. 
181 D s i  jabAtr. Pelak±Ar.A SP 
13 Diisirsta L'it Ker]A PtlAkSAEA SP 
1101 Lisi r.AA SP Pelaksar:A SP 
1 l '  Diisi alsssr per:batalsr pclakssrsar pcrjslarsr irss 
t . 2 1  Lisi terpat. tag;al.bulsr.dar. ahur: ditsrdssargsrisurst per!stssr 
1 . 3 1  Lisi ta.datsr.gar dan. rars [tlss pc;stat pererbit Surat 7ufas 

1.2 1  

a4Mer:bu Perr.stssr: 
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109. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATALA N PERJALANAN DINAS 

ar.gbertar.dstar.gar. ±it Sal ir:t: 
Nr:A 
·p 
JsbAtAr. 

L'rit Or;Ar1MA 
.cm.bsaga 

Mer.ystskar dcrgar scsurgsurya 
Surat TugAs Narar 
Nor:or. . . •  A5$al 

NIP 
Jabstar 
L'it CrgArsssi 
Lets$a 

.111 
..121 

.. ..131 

le 

..15 

bal:ws tugas Perslar.sr. Dis bzrdasarkar 
Ar.$Al dar sPT 

a'A IArA' 

.16 

7 

.18 

.19 
. 11H 

tataikar sesus dcr.Sar surat Perr.yAtAA: PrbAtAAE TugAS PeralArA Lr.As 
Norr targgAl. Berkersa ±er.gar per:bstslar 
tcrscbut. biaya transport berups .. . . 4 . l t  . .dar bias 
pc.gr.spar. Ang ttlah: terr;ur ibsyarkar. stas bet4: 2PA- SKP ndsk d4pat 
diker:balkarzrtfun.d scbsgiar.scluruhryat scbcssr 
p.. 1 2 t .  sebirssau ibcbarkar pads PA-SKPL 
Noror arsRAl SKP. 1 1 3 I  

Leraikia surat perrystaar. iri ibuat dersar. seber.arr.ya 
dikerudiar: bari terr.yats surar perryataar iri niisk berar.dar 
krugian &gars.says bertar.ggurgswab per.uh iar berstdis 
kerugiar daeras tersebur ke as dscral 

dar apabtls 
:er.irbulk.a 

eretarks: 

. 1 . l  

Yaw:4Mer:buat PeryAtAsr: 

. 1 .5 I  
Peturiuk Per.gisiar. Farmar Surst Per.yataar. Perz:bsrslar. Tugas Perjslsr.a. Dir.as 
'abstar.' 
1 Diisi ars PAKP SKPUrit er;u SP Sar; ±ibcbar.i bisys pcrjalarar 

fir.A4TA 
121 Diist NIP PAPA SKPD:Urit Ktrj SKP arg hbcbsri bays per;alarsr 

di4s:4 
13 Diisi jAbAtAr PAPA SKPDAL'Tit Ktr}A SPD Ar¢ ibrbri bi»ya 

perjalsrar fir a r s  

1  Diisi r.ams L'zit Kcrj SP an.g ±ib&bar.i biaya perjalaran. dir.as.ya 
15 Diii r.AI.s SP yang ±ibebari bas perslsrar dirssrya 
16 Diisi rams Pelaksat. $SP?PD 
1?I Di NIP PelkSA.A S3PU 
18I Diisi {abatAr PtlsksarA $PP 
191 Dii Ar.A Ur.It tr;A SP at.g ±ibzbart busyA per}Alar.Ar I A 4 #  
1 LOI Diisi rArs SP" ya; ±ibcbari biays perjslsrsr dir.ssrya 
L I . L i s i  trsr.sport ya.digurskan 
t . 2  in ±er.gar. fur:lat: rupiah biaya trsrprt ar pegirapa! arg idsk 

±spat ±iker:bslikarrefur.d scbagsr:;seluruhnys 
3 Li rot:ar LPA.SPL. ta!ARAI u raAE:A SPL yang ±ibcbar:i bis'ya 

perjalarsr. dirssya 
I Ltis! der.gar terpst tar targgaI I&rAraarari Murat per!atAAr 

1 . 5  Lisi tar.dstArga ar. rats [clAs PA:KP~ pAis SKPU;Lit Ktrj SP 
arg ditcbari bisys perjalarsr. dirasrya 
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1 10 .  Daftar pengeluaran riil 

DAF TAR PENGELUARAN RILL 

angbcrtar.dstar.gar. dibawsh ir.it 

at.s 

N;P 

Jabatar 

Berdasarksr Surat Petta! Tugs SPT; Nor:or 
. dcr.gar iri kai mer.yatakar. dcr.sat. scsu:gguhr:ys Labws: 

Tar.$5Al 

Biays ptr.gir.apar. daratau bisys trsrsporasi dibawab iri yang tidak ±spat 
diperolel bukti-tukti pcrgeluarsrr.ya, rclipu; 

No. URALAN JUM LAH 

' 
3 

MLAH 

2 . Ju r l a h  uarg terscbut psis srsks I distas. bear-bcrsr dikclusrksr urruk 
pelaksaraar per;slsrar. iiras dirsksud tar spsbils dikerudis EAr 
terdspat kticbhar stss per:bsyarar. kaI berscdis urtuk reryetorkar. 
ktitbits: tersebut kt Kss LAtrA! 

Lerkiar. per.ystsan it kari bust dcrgat. scbcr.Amys. urtuk Ip&rgurakA 
scbsgairsr.s restirya 

tar.ggalbulsr. talur 

Mer.gctalui; Mer.ycrujut 
Per.ssurA Ar$RArA; 

uass Per.gRura AggarA 

NIP NIP 

PtlAkSAA SP 
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1 1 1 .  Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif) 

DAF TAR RINCIAN IAYA PERALANAN DINAS PESERTA 

EGIATAN 

TANGG.AL 

Tran#porA. 

s.D 

Bays Rep.d 
B.ya Beys as. Te: JULAH 

Peng.napar Pera.anan Pemersaan R 

TOIL 

• 

MceAhui.Mer rut 
Pg#rs Ar#Arr 

u erg4u4 A$8." 
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1 12 .  Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD. 

- 9 ­  

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

PAK TA INTEGRITAS 

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSKABUPATENIKOTA ........... 

Yang bertanda tangan di bawan ini 

Nara 

Tempat, tanggal latir 
NIK 
Jabatan 
Alamat 

Dengan in menyatakan 

1) bahwa soya akan melaksanakan tugas peralanan dinas sesuai dengan Surat 
Tugas nomor .. ..  ..... tanggal ... . .. . . . . . . . . . . . . .  dalam rangka melaksanakan 
kegiatan 
e .. . .. . . . . . .  dan tanggal . . . s. d.  . . . . . . . . • . . . . . .  

2) bahwa saya bersedia mempertanggungawabkan pelaksanaan perjalanan dinas 
epada pembeni tugas dan mempertanggungawabkan buaya peralanan dinas 
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) 
hani kerja terhitung setelah peralanan dinas dilaksanakan 

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan buaya per,alanan 
dnas apabila biaya peralanan dinas yang dibayarkan kepada saya melobihi biaya 
perjalanan inas yang seharusnya dipertanggungawabkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berdaku 

Derkian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara saar dan tanpa 
paksauan dani siapa pun. Apabla dikerudian han terdapat kekelruan dan/atau 

penyimpangan. saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku 

. 20 

Pelaksana Peryalanan Dinas 

etera 

Rp10 000 
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1 13 .  Kuitansi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD 

- 1 0 ­  

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Tanun Anggaran 

No. Kutansi 

KUITANSI 

Sudah terima dart 

Sebesar 

Terbilang 
Rupiah 

Untuk pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Rp.. 

Buaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan keg+atan 

dengan rincian: 
1.uang hanan 
2biaya transportasi 
3.biaya penginapan 
4 uang representasi perjalanan dinas 

5.baya taksi 

Penerma 

Rp . 

Rp.. .. 
Rp.. 

Rp... 

Ro 

. .. . . . . . . . . .  20 

Menyetujui 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Aggaran, 

ttd 

NIP 

Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, 

ttd 
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1 14 .  Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 
berkenaan 

1) Format surat usulan pergeseran 

KOP SURAT 

SKPD 

Noor 
S:'a: 
Lamp:ran 

Per.ha. 

Pe::.n1g 
' i sa r u i  beras 

Kepada 
Ba:. Wato: 
Cq. Sere:ans Dae:rah 
se.aku Ke: TAPD 

Usulan pergeseran anggaran d ­ 

antar obyek belanja dalam Wang·Wang 
jenis belanja yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 

dalam APBD TA.as, 

Dengan me:nperhar:an keen:uan Peraruran Bupat: 
Wa:ob; Noor Taun 20.. ten:ang Pedoman 
Pe.aksanan APBD Kab:pa:e: Waatob: Tah:an Anggaran 
20.. dengan tn: kam. m e ga ; a n  usu.an pergeseran 
anggaran an:ar obye be.anya da.am jen.s be.anja 
erke:aan pada sub keg.a:an yang sema da.a APD 
Tahun Anggaran 20. dengan alasan dan pert:mbangan 
sebag. ber:au 

2 
3. Ds: 

Berdasaran ha. terser d.a:as, am: mohon 
per.moangan Bapa unr. dapart .ranya as..an 
pergeseran anggaran dengan r.ncan sebaga.mana :er.amp.r 
d.ahas o.e TAPD, unruk se.an:aye druangkan da.an 
SK Pe:seruuan Sere:ar.s Dae:an seaga. dasar penerb::an 
rancangan perbaha: DPA.SKPD 

Dem:kan nrua d.ma.um dan atas per:.mangan 

Bcpa d:uccpan :er:ma as.b 
Wang.·Wag.. 

Kepa.a SKPD, 

Nama 
NIP 

Temusa: 
Yth Kepala Baden Perencanaan, Pee..t.an dan Pengemangan 
Dae:ah Ka Waa:ox; 

2. Kea.a BPKAD Ka Wag:o: 
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran 

A r A M u  

RSI#AAA4RA44VA4 24I£A£LAA DALAVI£VS£AAS4AA,ALM AA$£#iv4A« 

i t W t  

+  
i. 1 4 4  1% 

2 4  

«Li 

vb4Ari 48iv Mp 

.« « ±  

4  at 

i 

«225 IL 

4Ag#444#AvA4Avg£Lua 

$4bwgt 4 4 # g ab  

i t .  6  1<1•11 # 
ms4 

v-:..nu ta 
ta 

l4 wt t 
rt 

4 [ be " M l  

u  
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3) Berita acara persetujuan TAPD 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 

Nomor: /TAPD/20xx 

Pada har. n: tangga. TAun ., berdasaran usu.an dar. 
Kepa.a SKPD ,menyangu: Surat Nomo: 
Susa:s. Usu.an: 

Pergeseran antar oye da.am ens yang sama pad su ega:an 
erRenaan, 

b. Pergeseran anar nc.an ope da.am oek yang sama da.am saru 
en:s pada s u e g. a r a n  erenaan 

c. Pergeseran antar sub nnc.an oe da.am r.nc.an obe dan da.am 
oe yang same da.am sat.ten:s pada eg.aran erKenaan; 

d Pergeseran atas raan dar: subnnc:an oeK 
e Pergeseran anggaran yang me:yeakan per:bahan APBD 

pilih salah satu gang berkenaan 

Su Kega:an , t e . a h  d.auan pene..t:an 
dan anal.s.s :erhadp usu.an pergeseran yang d.auan o.eh Kepa. SKPD 
e:sea d: a:as 

Berdasaran pemoaasan yang d..au&an, maa dis.mpu.an seoaga. 
be:.Kut 

Usu.an pergeseran anggaran iP.:h sa.ah sari 

DAPAT DISETUJUI. 

2. Usu.an pergeseran anggaran P..h salah sari 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

Dem.k.an er.a acara .n: d:a: unru dperg.naan seaga.mane 
est:nya 

FERSONALIA TAPD, 

Namna Leng«ap ianda tangani 
·epu'a Bappeda, 

2. Namna Lengap rand zangan+ 

Kep'a BPAD» 

3. Nama Lengap rands zangan 
·Kabag Per~agar 

4 Nama Le:gap 
·Kaid Anggaran 

5 Na:a Lengsap rtanda tangani 
·Kaid Perencunaan Marro 
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4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan 

pergeseran 

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR: TAHUN 20.. 

TENTANG 
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK 
BE LANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN 

BE RKENAAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20.. 

SEK RE TARIS DAERAH KABUPATEN WAKA TOBI 

Men:mbang 

Men.eapan 
KESATU 

KEDUA 

KET1GA 

a oahwa da.am ranga tern:bo adman.srras. anggaran 
dan pe:ggunaan anggaran e.an;a secara :epa: guna 
pada SKPD per. d:la.kan pergeseran 
anggaran yang zercan:um da.am DPA·SKPD Tahun 
Anggaran 20. 

b. bahw pergeseran anggaran seaga.mana d:masud 
oada hurut a ze.ah d:anas o.eh TAPD, dan 
d.asanaan berdasaran perseruyuan Sere:ans 

Daerah sesua. keenruan pada Bab VI huru: D 
.amp:ran Peraruran Menter. Da.am eger. omor 77 
zeang Pedoman Ten.s Pe:ge.o.aan Keuangan 
Dae:ran; 

¢ bahwa berdasaran pert:mbangan sebaga:mana 
d:masud pada hurut a dan per.a mene:apan 
Keputusan Sekrerans Daerah renrang Perseruy.an 
Terhadep Pergeseran Anggaran An:ar Oye Be.an;a 
Da.am Jens Be.anya Yang Sama pads sub Keg.a:an 
erenaan da.am APBD Tahun Anggaran 20 

Undang-Undang oo: 
2. Pe:aruran Peru:dang-undangan.a.nnya yang re.evan 

ME MUTUSKAN 

Me:ve:uiu: has.. pemahasan TAPD terhadap pergeseran 
anggaran anrar oye be.any da.am yen.s be.an;a yang 
sama pada sub ega:an berenaan da.amn APBD Tahun 
Anggaran 20xx, sebaga.mana tercanruam da.am Lamp.ran 
se aga ag.an yang t:da :erpsahan da:: Keprusan .n, 
persetuyuan sebaga.mana d.maksud da.am dk:um Kesat. 
Keourusan:n: me:ad: dasar da.am 
a Pen.er:an rancangan DPPA.SKPD ses.a. ke:en:an 

peraruran perundang-undangan; dan 
Pe.asanaan pemayaran sere.an pengesahan DP9A. 
SKPD 

Keourusan .n: m.a. ber.aku sea tangga. de:pan dan 
hanye berla an:u Tahun Anggaran 20xx 

De:apan d: 
Pads Ta:gga. 

SEKRETARIS DAERAH 
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1 1 5 .  Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu 
jenis pada sub kegiatan berkenaan 

1) Format surat usulan pergeseran 

KOP SURAT 

SKPD 

No:nor 
S::a: 
Lamp:ran 
Per.ha. 

Pen.1g 
: l sa r u  beras 

Usulan pergeseran anggaran 
antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja yang sama 
dalam satu jenis belanja 
pada sub kegiatan berkenaan 
dalam APBD T.A. 20.. 

Dengan memperhat:an ketenruan Peraruran Bupat 
Wa:ob: Noor Tahun 20. ten:ag Pedoma: 
Pe.aksan.aan APBD Kabpa:en: Waka:ob. Tahan Anggaran 
20.. dengan in. am: mengayukan usu.an pergeseran 
anggaran an:ar nnc.an oye be.ana da.am oe be.anya 
yang sama pada satu jen:s be.anja pada sub keg.atan yang 
erienaan da.am APBD Tahun Anggaran 20 , de:gan 

a.asan dan pert.mangan seoaga: er." 

2 
3. Ds: 

BerdasarRan ha. erset d.aas, am: mohon 
pert.moangan Bapa untu dapat .ranya usu.an 
pergeseran anggaran dengan r.ncan seaga.mana :er.amp.r 
d.bahas o.eh TAPD, nr se.anytnya drang«an da.am 
SK Persetuyuan PPKD sega: dasar pener'bx:an rancangan 
per:uba:an DPA-SKPD 

Dem.an untu d.ma.um: dan atas per:.moangan 
Bapa« ducapan er.ma as:: 

Wang-Wang.. 20.9 
Kepa.a SKPD. 

BLpa:. aAto: 
Cq. PPKD 
d: ­  

Te:nusan 
Yth. Keoa.a Badan: Perencanaan, Penez.an dan Pengemoan.gan 
Daerah Ka Waka:o. 

2 Keala BPKAD KA Wgro 



- 252­  

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 

i . · H ±  1; 

4 

444 

DaADM £8£.LV 4LDA 

.6 « ±  

«  •  

... 

« t +  4  

4Av#4$(4AAA4Av$4LAu# 

b e t  $4el@ 
b 

bi 'tut 1 
a 

�- .. , 
A4 +at 44 

+.11, 
4 bail + t  

t" a 
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3) Berita acara persetujuan TAPD 

BERITA ACARA PER SETUJUAN TAPD 

Nomor: ...68+8.8.8.88+....,/TAPD/ 200K 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . .  Tahun .. . . . ,  berdasarkan usulan dari 
Kepala SKPD ..., menyangkut Surat omor 
Substansi Usulan: 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan, 

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 
kegiatan berkenaan; 

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan; 

d. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 
e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD 

(pi lih salah sat yang berkenaan) 

Sub Kegatan . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ,  telah dilaukan penelitian 
dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD 
tersebut di atas. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebagai 
berkut: 
1. Usulan pergeseran anggaran .. . . . . . . . . . . . . . .  (Plh salah satu). 

DAPAT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeserananggaran .. . . . . . . . . . . . .. . .  [Ph salah sat) 

TIDAK DAPAT DISET UJUI. 

3. Hal-hal penting lainna ..... 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Wangi-Wangi, . . . . .  20xx 

PERSONALIA TAPD, 

1 .  Nama Lengkap (tanda tangan 
Kepala Eappeda 

2. Nama Lengkap (tanda tangan) 
Kepala EPKAD 

3. Nama Lengkap (tanda tangan) 
[Ka bag em bargnan 

4. .Nama Lengkap 
Ka bd Anggaran» 

(tanda tanganj 

5. Nama Lengkap (tanda tangan) 
tKa bi Perencanaan Makrot 
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 

KOP SURAT SKPKD 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKA TOBI 

NOMOR: TAHUN 20XX 
TENTANG 

PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ••••• • • •• •  
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKA TOBI 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran 
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna 
pada SKPD perlu dilakukan pergeseran 
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20.., 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dibahas oleh TAPD, dan 
dilaksanal an berdasarkan persetujuan PPKD sesuai 
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan 
Menteri Dalam .egeri Nomor 77 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
tentang Persetjuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar . . . . . . . . . .  dalam APED Tahun Anggaran 20.... 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor . 
2. Peraturan Perundangan rang lain yang relevan; 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Menyetujui hasil pembahasan TAPD terhalap pergeseran 
anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun 
Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian rang tidak terpisahkan dari Keputusan ii, 

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesat 
Keputsan ini menjadi dasar dalam: 
a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentan 

peraturan perundang-undangan; dan 
b. Pelaksanaan pembayaran setelah pengesahan DPPA­ 

SKPD 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
hanya berlaku untuk Tahun nggaran 20xx 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN 
DAERAH (PPKD] 

NAMA TAAPA GELAR 

Wang±-Wangi 
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116 .  Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 

1) Format surat usulan pergeseran 
KOP SURAT 

SKPD 

Nomor 

Sifat 
Lampiran 
Perihal 

: Penting 
. 1 i sa t )  berkas 
. Usulan pergeseran anggaran 

antar sub rincian obyek 
dalam rincian obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 
dalam APBD T.A. 20.. 

Wang-Wangi 

Kepada 
Bupati 'Wakatobi 
Cq. PPKD 
di­  

Dengan memperhatkan ketentuan Peraturan Bupati 
Wakatobi Nomor . . . . .  Tahun 20.. tentang Pedoman 
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 
20.., dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran 
anggaran antar sub rincian obyek dalam rincan objek yang 
sama pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun 
Anggaran 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebagai 
berikut 
1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;  
2. · · · · · · · · · · · · · ·  ;  

3 . D st  

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon 
per tmbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan 
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana ter lampir 
dibahas oleh TAFD, untuk selanjutya dituangkan dalam 
SK Persetujuan PPD sebagai dasar penerbitan rancangan 
perubahan DPA-SKPD. 

Denikian untuk dimaklumi dan atas pertmbangan 
Bapak diucapkan terima kasih 

Wangi-Wangi, . . .  2019 
Kepala SKFD, 

Nama 
NIP. 

Tembusan 
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan 

Daerah Kab. Wakatobr, 
2. Keala BPKAD Kab Wakatobi 
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
DAFTAR RINCAN 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD 

Urusan emenntahan 

Budang Pemerintahan 

unit Organisast 

Sub unit Organisasi 

Program 

Keguatan 

Sub Kegiatan 

INDIKATOR SE8ELUM $£SU0AH 

Lokasi Kegiatan 

Keluaran 

Hastl 

Kelompok Sasaran 

RINCAN PERGESERAN ANGGARAN BELANIA 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Kode rekening Uraian Harga 
umlah volume 

Harga 
umlah (berkurang) volume satuan satuan 

Satuan Satuan 

wangr-wangi, .......... 

Kepala SKPD...... 

NIP . 
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3) Berita acara persetujuan TAPD 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 

Nomor:...06+33....88.868...../TAPD/ 200K 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . .  Tahun ... . . ,  berdasarkan usulan dari 
Kepala SKPD ...., menyangkut Surat omor : . . . . . . . ­  

Substansi Usulan: 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan, 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan, 
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 

pada sub kegiatan berkenaan; 
d. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 
e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD. 

pi lih salah sat ang berkenaanj 

Sub Kegiatan. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . ,  telah dilakukan penelitian 
dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKD 
tersebut diatas 

Berdasarkan pembahasan yang dlakukan, maka disimpulan sebagai 
berikut: 
1. Usulan pergeseran anggaran . . . . . . . . . . . . . . .  (Plih salah sat) 

DAPAT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeserananggaran . .. . . . . . . . . . . . . .  iPlih salah sat 

TIDAK DAPAT DISET UJUI. 

3. Hal-hal penting lainna ... .  

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestnya. 

Wangi-Wangi, . . . . . .  20xx 

PERSONALIA TAPD, 

1 .  Nama Lengkap (tanda tangan) 
Kepala Eappedal 

2. Nama Lengkap (tanda tangan) 
Kepala EPKAD 

3. Nama Lengap (tanda tangan) 
tKabag em bangwnan! 

4. Nama Lengkap (tanda tangan] 
Kad Anggaranf 

5. Nama Lengkap (tanda tangan) 
tKa bi Perencaaan Makrot 
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 

KOP SURAT SKPKD 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAER AH (PPKD) 

KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR: TAHUN 20XX 

TENTANG 
PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ....... . . .  

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

Menimbang t a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran 
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna 
pada SKPD perlu dlakukan pergeseran 
anggaran rang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20..; 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dbahas oleh TAPD, dan 
dilaksanakan berdasarkan persetujuan PPKD sesuai 
etentuan pada Bab I huruf D lampiran Peraturan 
Menteri Dalam .egeri Nomor 77 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar ... . . . . . . .  dalam APBD Tahun Anggaran 20.... 

Mengingat . 1 .  Undang-Undang Nomor . . . . . . . . . . -%  
2. Peraturan Perundangan yang lain yang relevan; 

MECUTUSK;N 
Menetapkan 
KESATU Menyetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran 

anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun 
Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagan yang tidak terpisahkan dariKeputusan mi; 

KEDUA Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesat 
Keputusan ini menjadi dasar dalam : 
a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentan 

peraturan perundang-undangan; dan 
b. Pelaksanaan pembayaran setelah pengesahan DPPA­ 

SKPD 
KETIGA Keputsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

• Wang±-Wangi 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN 
DAE RAH (PPKD] 

AMA TAP GELAR 
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1 17 .  Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 

1) Format surat usulan pergeseran 

KOP SURAT 

SKPD 

No2or 

s::: 

La.mp.ran 
Per:ha. 

Penz:a1g 
' isarui be:as 

Usulan perubahan uraian 
dari sub rincian obyek 
belanja APBD T.A, 20... 

Kepada 
Bpa:: WaAro: 
Cq. Serear:s Daera 
se.a Ke:a TAPD 
d . ­  

Wang-Wang. 

Degan memperhat.an e:enruan Peraruran 
Bupa Waka:ob: Nomo: Tahun 20. ten:Ang Pedoman 
Pe.aksanaan APBD Kapa:en Waka:ox Tann Anggaran 
2 0 ,  dengan tn: am: mengauakan usu.an pergeseran 
nggaran anrar sub nnc.an obye be.ania da.am nnc:an 
2e be.ana yang same pada oye be.ana yang sana 
sat Jen:s be.an pada sub keg.aran yang er«enaan 
da.a APBD Tahun Anggaran 2 0 . .  dengan a.asan dan 
pert:mbangan seoaga: er.kut 

2 

3 . D s :  

Berdasaran ha. terser daas, am mohon 
per:.mbangan Bapa unru dapa: ranya usu.an 
pe:geseran anggaran den.gan nnc.an seaga.ma:a 
er.ampr doahas o.eh TAPD, unru se.an;utnya 
druangan d.an SK Perseruuan PPKD seaga: dasar 
penerb.tan rancangan per.banan DPA·SKPD 

De:an unrua d.ma.um: dan a:as per::mbangan 
Bapak ducapRan :er.ma as.: 

Wang-Wang. 20. 
Kepaa SKPD, 

Te2usan 
th Kepa.a Badan Perencanaan, Pene.tan dan Pengemoangan 
Dae:a Ka. Waa:ox; 

2 Keba. BPKAD Ka Wakaro: 
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
OAFTAR RINCIAN 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD 

Urusan Pemenntahan 

8dang Pemerintahan 

umit Organisas 

Sub unit Organisasi 

Program 

Keguatan 

Sub Kegiatan 

INDIKATOR S£8ELUM SESUOAH 

Lokasi Kegiatan 

Keluaran 

Has1l 

Kelompok Sasaran 

RINCAN PERGESERAN ANGGARAN BELANA 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Kode rekening Uraian Harga Harga 
(berkutang) volume satuan umlah volume satuan Jumlah 

Satuan Satuan 

wangr-Wangt, • • •  

Kepala SKPD...... 

NI9,ooo 
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3) Berita acara persetujuan TAPD 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 

Nomor: ...····8·888».....JTAPD/ 200K 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . .  tanggal .. . . . . .  Tahun ... . . ,  berdasarkan usulan dari 
Kepala SKPD ..., menyangkut Surat Nomor:. . . . . . . ­  
Substansi Usulan: 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan, 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegatan berkenaan; 
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincan objek yang sama 

pada sub kegiatan berkenaan, 
d. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 
e Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD. 

tpilih sa lah sat gang berkenaan, 

Sub Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  telah dilakukan peneltian 
dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD 
tersebutdiatas. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka disimpukan sebagai 
berikut: 
1 .  Usu lan  pergeseran anggaran . . . . . . . . . . . . . . . .  (Pih salah sat) 

DAPAT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeseran anggaran (Pilih salah satu). 

TIDAK DAPAT DISETUUI. 

3. Hal-hal penting lainnya .... 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Wangi-Wangi, . . . . . .  20xx 

PERSONALIA TAPD, 

1 .  Nama Lengkap (tanda tangan 
Kepala Eappedal 

2. Nama Lengkap (tanda tangan) 
Kepala EPKAD 

3. Nama Lengkap (tanda tangan) 
tKabag em bangnan 

4. .Nama Lengkap 
Kabd Anggaran» 

(tanda tangan) 

5. Nama Lengkap (tanda tangan] 
tKa bi Perencanaan akrot 
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4) Surat PPKD tentang persetujuan pergeseran 

KOP SURAT SKPKD 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAER AH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR: TAHUN 20XX 
TENTANG 

PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR .... . . . . . .  
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKA TOBI 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran 
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna 
pada SKPD perlu dilakukan pergeseran 
anggaran tang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20.., 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dibahas oeh TAFD, dan 
dilaksanakan berdasaran persetujuan PPKD sesuai 
ketentuan pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan 
Menteri Dalam .Negeri Nomor 77 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapan 
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar .. . . . . . . . .  dalam APBD Tahun Anggaran 20.... 

Mengingat . 1 .  Undang-Undang Nomor . . . . . . . . . »  

2. Peraturan Perundangan rang lainyang relevan; 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
KESATU Menyetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran 

anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan dalam APED Tahun 
Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian rang tidak terpisahkan dari Keputusan ni; 

KEDUA Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesat 
Keputusan ini menjadi dasar d alam :  
a. Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentan 

peraturan perundang-undangan; dan 
b. Pelaksanaan pembaaran setelah pengesahan DPPA­ 

SKPD 
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

• Wangi-Wangi 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN 
DAE RAH PPKDI 

NAMA TAAPA GELAR 
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118 .  Pergeseran yang menyebabkan 
pemberitahuan ke DPRD 

1) Format surat usulan pergeseran 

KOP SURAT 

SKPD 

perubahan APBD dengan 

No:nor 
S::a: 
Lamp.ran 

Per:ha. 

Pent:g 
' isau be:as 
Usulan pergeseran anggaran 
Yang menyebabkan 
Perubahan APBD T.A. 20., 

Kepada 
Bpat Waka:ob 
.p Sere:ans Dae:ah 
se.au Ke:a TAPD 

d. ­  

Wang.-Wang: 

Degan memper:an:kan e:enruan Pera:uran Bupat. 
Waatob Noor Tan 2 0. .  en:ang Pedoman 
Pe.asanaen APBD Kapa:en Waato: Tahun Angga:an 
20., dengan in: am: mengaukan usu.an pergeseran 
anggaran yang me:yeaoan Per:bahan APBD Tab:n 
Anggaran 2 0. . ,  dengan a.asan dan per:mbangan sebaga. 

• vb.s per. due: zinc.an yang .ex de:.. de.am 
benruk naras: a:au ma:rasda:tar. 

2 bola per.a dbuat rune.an yang .ebx de::. da.am 
benru naras: a:au ma:rs,d:tar: 

3 Ds: 
Me:rut has:. ea.uas. am:, unruk dapat 

me.aksanaan e:aan/programn terser erya:a 1.da 

ersed.a anggerannya da.am APBD T A 20 semen:ara 
pe.aasanaannya aan di.auan see.um penetapan 
perubahan APBD T A. 20. Seubungan dengan ha. terse:t 
maa menur.: pendapa: kam. per. d:.auan pergese:an 
anggaran an:ar yang meyeakan Peraha APBD 
de:gan rncan peruoanan seaga.man :er.ampr 

Berdasaran ha. terseou: d.atas, kam: moon 
per.mangan Bapa unru dapa: kranya usu.an pergeseran 
d:ma«sud d:ahas dan d.serf..eh TAPD 

Dem.an unri d.ma.um: dan atas pert.mangan 
Bapak d:ucapan :er.ma as.: 

Wang-Wang, 20 
Kepa.a SKPD, 

Te:nusan 
Y:n. Kea.a Badan Perencanaan, Pene..t:an dan Pe:gemangan Daeran 
Kab Waka:ox, 

2. Kea. BPKAD Ka Waka:o 
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
DAFTAR RINCAN 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD 

Urusan Pemenintahan 

Bdang Pemerintahan 

unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

Program 

Kegatan 

Sub Kegiatan 

INDIKATOR SEBELUM S£SU0AH 

Lokasi Kegiatan 

Keluaran 

Hasil 

Kelombook Sasaran 

RINCAN PERGESERAN ANGGAAN BE LANA 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Kode rekening Uraian Harga 
volume 

Harga 
(berkurang) volume satuan umlah satuan umlah 

Satuan Satuan 

wag-wangi, .....a 

Kepala SKPD...... 

NIP....ooo 
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3) Berita acara persetujuan TAPD 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 

Nomor: ....+.0.0.0.8.0+....,/TAPD/ 20K 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . .  Tahun ... . . ,  berdasarkan usulan dari 
Kepala SKPD ...., men!yangkut Surat Nomor 
Substansi Usulan 

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 
berkenaan, 

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 
kegiatan berkenaan; 

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan; 

d. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 
e. Pergeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD. 

(pi lih salah sat yang berkenaan 

Sub Kegiatan: . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  telah dilakukan penelitian 
dan analisis terhadap usulan pergeseran yang dajukan oleh Kepala SKPD 
tersebutdiamas. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Usulan pergeseran anggaran . . . . . . . . . . . . . . .  (Pih salah sat) 

DAPAT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeseran anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Pih salah sat) 

TIDAK DAPAT DISET UJUI. 

3. Hal-hal penting lainnya ..... 

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Wangi-Wangi, . . . . .  20xx 

PERSONALIA TAPD, 

1 .  Nama Lengkap (tanda tangany 
Kepala Eappeday 

2. Nama Lengkap (tanda tangan) 
Kepala EPKAD 

3. Nama Lengkap (tanda tangan) 
Ka bag em bangwan 

4. NamaLengkap (tanda tanganj 
tKa bl Anggaran» 

5. Nama Lengkap (tanda tangan 
tKa bid Perencanaan Makro 
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4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang 

penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD 

KOP SURAT 

BUPA TL 

Nomor 
S.at Per:.ng 
Lamp:ran l isaru beras 
Per:ha. Pemberitahuan tentang 

pergeseran anggaran 

yang menyebabkan perubahan 
APBD T.A. 20xx 

Dengan memperhat.kan etenruan Peraruran 
BupaT: Waato; Noor Tanun 20 ten:ang Pedoma 
Pe.aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be.aria Daera 
Kapa:en Wakatob: Tahun Anggaran, dengan :n: am 
me.a+an pergeseran anggaran yang me:yeoakan 
Perubaan APBD Tahun Aggaran 20xx dengan 
me.auan Perubahan Peraruran B:pa. tenrang 
Penyabaran Anggaran Pendaparan dan Belanya Daeran 
Tahun Anggaran 20xx. dengan a.asan dan pert:mbangan 
seaga: be::Kut: 

2 

3 

Dem.k.an dsampa:an untu dma.tam dan atas 
perhaannya ducapan ter:ma Ras: 

Kepada 
P:mp:nan DPRD 

Kc.paten Waka:obi 
d. ­ 

Wang.-Wang, 20 
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1 19 .  Format Stempel tanda terima Nota/bukti pembayaran/pembelian 
oleh PPK 

BARANG TELAH DITERIMA BAIK DAN LENGKAP 

SESUAI UKURAN DAN JUMLAH 

Nomor 
Tanggal diterima: 

Pejabat Pembuat Komitmen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP . 



- 268 ­ 

120. Format Nota Pencairan Dana (NPD) 

Jenis 
PPTK 

SKPD . 
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) 
No : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanggal : . 

:0 Panjar O Tanpa Panjar 

Program . 
Kegiatan . 
Sub Kegiatan . 
No. DPA . 
Tahun Anggaran . 

Rincian Belania: 

No Kode Rekening 

Jumlah 

Uraian Sisa 
Anggaran An aran Pencairan 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran 

Nama 
NIP: . 

Disiapkan Oleh, 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Nama 
NIP: . 


